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REFORMA AGRARIA

HAS IL  LOKAKARYA
KEB I JAKAN 
REFORMA AGRARIA  
D I  SELAB INTANA

Tak banyak orang yang tahu atau ingat akan lokakarya
internasional penting mengenai persoalan agraria 
yang pernah diselenggarakan di Selabintana, Sukabumi,
Jawa Barat pada 1981.

Kecurigaan terus-menerus rezim Orde Baru 
terhadap soal-soal pertanahan dan reforma 
agraria (yang diidentikkan sebagai program kelompok
komunis) membuat lokakarya ini terpasung. Media
massa dilarang meliputnya.Akibatnya, hasil-hasil
pemikiran mendalam yang dilahirkan dari proses 
intensif selama dua minggu oleh 50 pakar dari 
berbagai bangsa itu tidak diketahui dan tidak bisa 
diakses oleh masyarakat luas, dan akhirnya 
terlupakan dalam khazanah ilmu sosial maupun 
kebijakan pembangunan di Indonesia.

Dihadirkan kembali pada masa sekarang,
hasil-hasil Lokakarya Selabintana ini seakan oase 
di padang gurun. Dalam segala keterbatasan zaman itu,
hasil-hasil lokakarya ini telah menghamparkan di depan 
mata kita lapangan riset agraria yang luas dan belum 
terjelajahi sepenuhnya.

Pertanyaan-pertanyaan tentang proses komersialisasi 
pertanian, perubahan hubungan sosial agraria, kemiskinan,
krisis ekologis, migrasi, de-agrarianisasi, dan ketidakadilan 
gender yang diusung dalam lokakarya ternyata tetap 
bahkan semakin aktual untuk konteks sekarang.
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Dua puluh delapan tahun setelah Lokakarya Selabintana me-
ngenai “Reforma Agraria dalam Perspektif Komparatif” berhasil
menggali berbagai persoalan mendasar dan rekomendasi kebi-
jakan tentang reforma agraria, ternyata banyak pertanyaan
yang sama masih tetap diajukan pada hari ini. Pertanyaan-per-
tanyaan tentang proses penetrasi kapitalisme di pedesaan (mo-
dernisasi dan komersialisasi pertanian), perubahan hubungan-
hubungan sosial agraria, ketenagakerjaan dan relasi gender,
migrasi, proses-proses de-agrarianisasi, ternyata tetap bahkan
semakin aktual untuk konteks sekarang. Kemiskinan masih
menyandera wilayah pedesaan kita dan persoalan krisis sosial-
ekologi mengancam basis-basis sistem produksi nasional.
Apakah ini menandakan bahwa dalam urusan reforma agraria
kita tidak beranjak maju dibandingkan 28 tahun lalu?

Pertama-tama, perlu dipahami terlebih dulu konteks poli-
tik yang melatari Lokakarya Selabintana 1981 ini. Terlepas dari
pernyataan implisit dalam TAP-MPR no.IV/1978 bahwa keber-
adaan UUPA-1960 dikukuhkan kembali, dan dinyatakan seba-
gai “produk nasional” dan bukan produk Partai Komunis Indo-
nesia (PKI), namun trauma “komunisme” dan kecurigaan yang
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masih membekas terhadap soal-soal pertanahan membuat
lokakarya ini terpasung. Jadi, meski merupakan sebuah acara
internasional yang diikuti 50 peserta beragam bangsa, kegiatan-
nya yang bertajuk isu sensitif “reforma agraria” telah menye-
babkan lokakarya ini dilarang diliput oleh media massa. Akibat-
nya, hasil-hasil pemikiran mendalam yang dilahirkan dari
proses intensif yang ditekuni oleh berbagai pakar manca negara
selama dua minggu itu tidak diketahui dan tidak bisa diakses
oleh masyarakat luas.  

Sebenarnya, penyelenggaraan Lokakarya Selabintana ini
adalah tindak lanjut dari “World Conference on Agrarian
Reform and Rural Development” (WCARRD) yang diseleng-
garakan oleh FAO di Roma pada 1979. Indonesia mengirimkan
delegasi cukup besar ke Konferensi ini dan dipimpin langsung
oleh Menteri Pertanian. Konferensi yang menghasilkan Piagam
Petani itu telah menggerakkan sejumlah pakar perguruan ting-
gi yang berasal dari berbagai negara peserta untuk bersepakat
membangun landasan ilmiah bagi pelaksanaan reforma agraria
di negaranya masing-masing. Salah satu cara yang dipilih ada-
lah dengan melakukan studi banding. Ada yang melakukan
studi di beberapa negara di Amerika Latin, dan ada yang di Asia.
Indonesia melakukan studi banding ke India. Berbagai studi
banding itu lalu dibahas dalam Lokakarya Selabintana yang
resminya berjudul: “International Policy Workshop on Agrarian
Reform in Comparative Perspectives”. 

Rekomendasi yang dihasilkan lokakarya ini dan sudah di-
sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri waktu itu tidak per-
nah diketahui dengan jelas bagaimana tanggapannya. Butir-
butir rekomendasi yang menganjurkan adanya Badan Otorita
pelaksana reforma agraria, jika pemerintah berkemauan politik
untuk menjalankan reforma agraria sesuai kesepakatan Roma,
tidak mendapat respon yang serius. Keputusan yang diambil
oleh Presiden Soeharto waktu itu adalah membentuk Badan
Pertanahan Nasional yang fungsi pokoknya sebatas melaksana-
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kan administrasi pertanahan (catur tertib pertanahan). Demi-
kianlah, konteks politik dalam masa pemerintahan Orde Baru
tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk menjadikan
reforma agraria sebagai sebuah gerakan koreksi atas ketim-
pangan yang sesungguhnya sudah semakin parah pada masa
itu. Upaya peningkatan kesejahteraan langsung “melompat”
pada solusi teknokratis, yaitu Revolusi Hijau.

Kedua, selain konteks politik di atas, ada hambatan besar
dalam perkembangan studi agraria di era Orde Baru. Pada
masa-masa itu, pengembangan diskursus kritis tentang isu-isu
kunci dalam “transformasi agraria” sangat terkukung oleh
situasi politik yang tidak memberi tempat pada diskusi-diskusi
terbuka tentang topik agraria (White 2006). Dalam suasana
represif seperti itu, wajar bila para peneliti Indonesia cenderung
menghindari topik-topik kontroversial. Ada pola yang didapat
oleh White (2006) tentang jenis-jenis riset pada waktu itu,
yakni: sedikit sekali riset yang memberi perhatian pada pengua-
saan tanah dan hubungan agraris, serta isu-isu teoretis yang
lebih luas, tetapi banyak sekali riset yang topik-topiknya cen-
derung merupakan pengesahan terhadap model dan pemba-
ngunan desa ala Orde Baru yang saat itu sedang dominan.
Namun, White memberikan perkecualian antara lain pada studi
komprehensif Sajogyo, Modernization without Development in
Rural Java, tentang dampak intensifikasi pertanian versi Orde
Baru, yang merupakan studi kritis pada periode saat itu.
Permasalahan ketimpangan agraria yang makin diperkuat oleh
Revolusi Hijau digarisbawahi dengan tegas dalam studi ini.

Di tengah situasi politik yang mengungkung dan keter-
batasan ilmu pengetahuan tentang problem agraria di Indo-
nesia, hasil-hasil Lokakarya Selabintana ini seakan oase di
padang gurun. Dalam segala keterbatasan, hasil-hasil lokakarya
ini telah menghamparkan di depan mata kita lapangan riset
agraria yang luas dan belum terjelajahi sepenuhnya dan isu-isu
relevan menyangkut kebijakan reforma agraria. Dan ketika se-
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jumlah pertanyaan dikunjungi kembali di era neoliberal ini, isu-
isu komersialisasi, korporasi transnasional, ketenagakerjaan,
migrasi, kemiskinan, krisis ekologis dan ketidakadilan gender
masih tetap menjadi fenomena yang belum berjawab.

Mengapa Lokakarya Selabintana tetap kontekstual? Mere-
baknya kembali perhatian terhadap reforma agraria di abad ke-
21 dipicu oleh banyak alasan serupa yang mendasari keprihatin-
an di balik Konferensi Roma 1979, antara lain adalah persoalan
kesenjangan yang melahirkan kemiskinan akut (Ghimire 2001).
Pada pertengahan 1980-an FAO mencatat terdapat 817 juta
buruh tani tanpa tanah dan petani gurem di Asia, Afrika, dan
Amerika Latin. Persoalan hilangnya akses terhadap tanah tidak
lagi dapat dilihat sekedar sebagai bagian perjalanan dari per-
tanian menuju industri, baik didesain maupun tidak, tetapi
konsekuensi dari bekerjanya kekuatan-kekuatan produksi
untuk akumulasi kapital secara eksploitatif (Cousins 2007).
Dalam cara pandang tersebut, reforma agraria abad ke-21 tidak
cukup berhenti pada redistribusi tanah untuk merombak struk-
tur agraria, tetapi juga berprinsip merombak relasi-relasi sosial
berbasiskan tanah yang menghambat produktivitas rakyat
pedesaan, serta merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana
pembangunan nasional untuk pengentasan kemiskinan
(Ghimire 2001; Cousins 2007; Winoto 2008).

Di Indonesia, reforma agraria mendapat tempat kembali
dalam ruang-ruang kebijakan dan akademis seiring dengan
kepedulian yang menguat atas kemiskinan dan ketidakadilan
agraria yang kronis, plus kerusakan lingkungan parah di pe-
desaan; keterlibatan pada aktivitas gerakan-gerakan rakyat pe-
desaan, terutama kampanye untuk perubahan kebijakan
agraria; maupun lahirnya arah baru kebijakan agraria pemerin-
tah, termasuk kebijakan baru Reforma Agraria dari Badan Per-
tanahan Nasional (BPN). Tidak ketinggalan pula, adanya reso-
nansi dari kebangkitan karya-karya studi agraria dari berbagai
negeri yang berasal dari kalangan universitas, gerakan sosial
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dan ornop, maupun badan-badan pembangunan internasional.
Duapuluh delapan tahun yang lalu, isu pencaplokan tanah

(land grabbing) melalui skema “corporate social responsibility”,
tanpa harus mengadakan contract farming atau perkebunan
inti-plasma, mungkin belum terjadi. Ambruknya pasar komodi-
ti karena kebangkrutan pasar finansial barangkali belum ter-
bayangkan dapat menyeret petani sawit Indonesia. Pertanyaan-
pertanyaan baru tentang agraria memang akan terus bermun-
culan, sementara pertanyaan-pertanyaan “lama” masih terasa
baru. Semoga karya pemikiran 28 tahun lalu yang dihadirkan
dalam buku ini dapat menjadi pemacu untuk tidak pernah
berhenti menemukan pertanyaan dan mempertanyakan kem-
bali jawaban tentang persoalan agraria dalam rangka mene-
mukan jawaban reforma agraria macam apa yang tepat dilak-
sanakan untuk konteks yang kita hadapi sekarang.  

Bogor, Mei 2009
Penerbit
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xii

Buku ini merupakan buah pikiran dari Lokakarya Kebijakan
tentang Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif. Loka-
karya ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari para pembuat
kebijakan, anggota organisasi-organisasi non-pemerintah dan
wartawan dari berbagai media (28 orang dari Indonesia dan 22
orang dari negara-negara lain). Mereka berkumpul untuk me-
lakukan perbandingan atas pengalaman reforma agraria di
Indonesia dan di negara-negara Asia, Amerika Latin dan Afrika,
serta untuk mengeksplorasi relevansi pengalaman-pengalaman
tersebut dengan kondisi dan permasalahan di Indonesia. Latar
belakang dan tujuan lokakarya ini dijelaskan lebih rinci pada
Bab I. Sebagai pengantar, kami selaku penyunting ingin menje-
laskan mengapa kami menganggap penting mempublikasikan
hasil-hasil lokakarya ini, sehingga dapat dimanfaatkan, baik
oleh para pembaca Indonesia maupun pembaca internasional. 

Sebagaimana diperjelas oleh tinjauan komparatif, setelah
mengalami kesulitan dalam implementasi reforma agraria di
tahun 1950-an dan 1960-an, akhirnya banyak negara Dunia
Ketiga dalam praktik telah meninggalkan usaha reforma agraria
dan beralih kepada strategi-strategi modernisasi dan intensi-

pengantar penyunting
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fikasi pertanian dalam kerangka struktur agraria yang ada. Da-
lam kasus tertentu strategi itu memang membuat produksi per-
tanian mencapai peningkatan yang memuaskan. Namun demi-
kian, strategi-strategi tersebut membawa beberapa permasalah-
an, yaitu: terjadinya percepatan konsentrasi tanah, aset dan
pendapatan di satu pihak, dan di pihak lain marjinalisasi petani
kecil, petani gurem, dan kaum tuna kisma dalam jumlah massal
dan terus menggelembung (lihat Bab II dan Bab III.1). Proses-
proses konsentrasi dan marjinalisasi yang berjalan paralel itu
telah membuat reforma agraria dan terutama landreform
“sekaligus menjadi lebih sulit dilakukan, dan semakin harus
dilakukan” (sebagaimana yang dikatakan seorang peserta loka-
karya yang berasal dari India), dan itu adalah pandangan yang
juga disampaikan oleh para peserta, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari negara-negara lain, tanpa pengecualian. 

Pendeknya, kami memiliki pandangan yang sama dengan
Erich Jacoby yang dalam buku terakhirnya —ditulis hampir
bersamaan dengan waktu lokakarya—mengatakan bahwa
“landreform tidak ketinggalan zaman” (Jacoby, 1981). Pan-
dangan itu juga tercermin dalam perhatian terus-menerus yang
diberikan oleh banyak lembaga internasional terhadap bebe-
rapa masalah landreform dan reforma agraria. Kita bisa lihat,
misalnya, perhatian tanpa putus yang diberikan oleh Food and
Agricultural Organization dan International Labour Organi-
zation.1 Sementara itu, tahun 1970-an memunculkan bukan saja
beberapa permasalahan baru agraria —yang berimplikasi pada
perlunya evaluasi ulang beberapa aturan reforma agraria yang

1 Perhatian seperti itu misalnya seperti yang diperlihatkan dalam World
Conference on Agrarian Reform and Rural Development tahun 1979 yang
diadakan oleh FAO. Beberapa aktivitas tindak lanjutnya secara teratur dila-
porkan dalam jurnal FAO, Landreform, Land Settlement and Cooperatives,
dan seri studi yang disponsori oleh ILO (ILO, 1977; Lee and Radwan eds.,
1979; Khan and Ghai eds., 1979; Ghai and Radwan eds., 1983; Ghose ed.,
1983), dalam kerangka World Employment Programme.
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ada, dan pernah berlaku di masa lalu—tetapi juga tahun-tahun
itu membawa berbagai pandangan baru dalam proses reforma
agraria (lihat Brown dan Thiesenhusen, 1983; Ghose, 1983). 

Dalam pandangan kami, seperti yang dilaporkan dalam
Bab II hingga IV, beberapa kekhususan yang ditampilkan dalam
Lokakarya Selabintana telah menjadi sumber-sumber yang se-
cara potensial berguna untuk mendapatkan pengetahuan baru
bagi mereka yang bergelut dengan masalah-masalah land-
reform dan reforma agraria, baik di Indonesia maupun di
banyak negara lain, di tahun 1980-an maupun sesudahnya.
Kekhususan pertama adalah bahwa lokakarya ini memiliki
tujuan-tujuan untuk melakukan perbandingan yang dinyatakan
secara eksplisit. Para peserta non-Indonesia, dengan beberapa
pengecualian, dipilih bukan karena pengetahuan mendalam
mereka tentang kondisi Indonesia —sebenarnya, bagi banyak di
antara mereka, lokakarya ini merupakan kunjungan pertama
mereka ke Indonesia—tetapi mereka dipilih karena pengetahu-
an komparatif mereka tentang beberapa proses reforma agraria
dan masalah-masalahnya di tempat-tempat lain di dunia.
Kedua, “lokakarya” ini adalah lokakarya dalam pengertian yang
sesungguhnya, yang seringkali disalahgunakan. Meskipun total
35 makalah tentang beberapa topik Indonesia dan topik kompa-
ratif dikontribusikan dalam lokakarya ini,2 tetapi sebagian besar
waktu yang tersedia dalam lokakarya digunakan untuk diskusi
kreatif dan pertukaran pandangan yang dirangsang oleh
makalah-makalah itu. Sebagian besar waktu digunakan untuk
pencatatan secara cermat dan pendistribusian hasil-hasil dis-
kusi itu, dan juga untuk kegiatan pembuatan rancangan naskah,
diskusi pleno dan re-drafting yang dilaksanakan oleh beberapa
kelompok kerja yang ditugasi untuk mengerjakan beberapa

2 Daftar 33 makalah yang disumbangkan kepada lokakarya (20 tentang topik-
topik Indonesia, 13 tentang beberapa topik umum dan komparatif) bisa dite-
mukan dalam Lampiran A.2 di akhir buku.
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bagian berbeda dari buku ini. Oleh sebab itu, buku ini menya-
jikan bukan hanya rangkuman materi-materi yang dibawa oleh
para peserta ke lokakarya, tetapi menampilkan suatu rekaman
interaksi kreatif antara para ahli Indonesia dan para kolega
mereka dari luar negeri selama lokakarya. Ketiga, lokakarya ini
banyak memberi perhatian kepada identifikasi agenda untuk
penelitian di masa datang (lihat Bagian 1.2 dan beberapa
bagian yang berkaitan di Bab II hingga IV). Para peserta meng-
anggap agenda itu dibutuhkan karena akan menyediakan suatu
dasar yang lebih baik untuk memahami masalah-masalah
agraria. Hal ini perlu dilakukan untuk menyatakan bahwa kita
tengah mempersiapkan reforma agraria dan implementasinya,
serta untuk membangun banyak institusi pascareformasi yang
memang harus ada, agar reforma agraria bisa mencapai tujuan-
nya. Agenda penelitian ini, meskipun dirumuskan dengan
acuan utama Indonesia, juga relevan bagi banyak negara lain
yang tengah menghadapi masalah-masalah yang sama. 

Meskipun laporan ini memuat sejarah agraria Indonesia
dan beberapa perkembangan terbarunya (lihat Bagian II.2 dan
II.3), namun bagian tersebut sengaja dibuat ringkas sebagai
orientasi minimal yang diperlukan para pembaca non-Indo-
nesia. Sedangkan bagian utama buku ini sendiri tetap dikhusus-
kan bagi pendalaman komparatif. Namun demikian, beberapa
catatan tambahan tentang relevansi buku ini bagi para pembaca
Indonesia juga sangat berguna di sini. Meskipun memang ter-
dapat banyak masalah di seputar landreform dan implemen-
tasinya pada tahun 1960-an, komitmen formal terus-menerus
pemerintah Indonesia terhadap landreform dan reforma
agraria bisa diperlihatkan sebagai berikut:

- Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-
undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) tahun 1960 tetap
berlaku, walaupun sebagian besar pengamat sepakat
bahwa pelaksanaannya jauh dari sempurna dan bah-
wa beberapa aturan yang ada dalam undang-undang
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itu perlu dipikirkan ulang dengan mempertimbang-
kan kondisi-kondisi yang berubah di tahun 1980-an;

- Pada peringatan perayaan 20 tahun pengesahan
undang-undang tersebut bulan Oktober 1980, banyak
pejabat tinggi negara memberikan pernyataan publik
yang membuat kedua UU tersebut seolah mendapat-
kan legitimasi baru. 

- GBHN yang dirumuskan pada tahun 1978 memasuk-
kan prinsip bahwa “dalam rangka meningkatkan kese-
jahteraan rakyat dan menciptakan keadilan sosial,
maka penataan ulang penggunaan tanah, penguasaan
tanah dan kepemilikan tanah harus dilaksanakan”;

- Bersama banyak bangsa lain, Indonesia ikut me-
nandatangani “Peasants’ Charter” yang dibuat dalam
rangka World Conference on Agrarian Reform and
Rural Development yang diselenggarakan FAO (lihat
FAO, 1981). 

Walaupun begitu, dengan beberapa pengecualian, umum-
nya disepakati bahwa pencapaian praktisnya tetap sangat ter-
batas,3 baik dalam pelaksanaan perundang-undangan yang ada
maupun dalam penelitian lapangan dan pelatihan yang di-
tujukan untuk mempersiapkan basis pengetahuan ilmiah yang
diperlukan, serta mempersiapkan kesadaran rakyat dan
personil terlatih demi keberhasilan usaha landreform dan
reforma agraria di masa depan. Hal ini sebagian disebabkan
karena sensitifnya topik itu secara politis dalam konteks Indo-
nesia, ini terlihat misalnya ketika selama sepuluh tahun (1966-
1976) isu-isu landreform menjadi tidak mungkin dibicarakan
dalam diskusi publik. Bangkitnya ketertarikan publik terhadap
masalah-masalah landreform dan reforma agraria (seperti yang

3 Misalnya, PRONA yang ditujukan untuk mempercepat dan menyederhana-
kan prosedur pendaftaran tanah, bisa dilihat di Bagian II.3.
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tercermin dalam pernyataan-pernyataan publik pejabat, tulisan
yang terbit dari kalangan para intelektual dan di media umum)
pada periode 1978-1982 kelihatannya juga telah kehilangan
momentumnya. 

Meskipun kini diskusi tentang landreform dan reforma
agraria lebih terbuka, kondisi ini memunculkan satu permasa-
lahan yang serius yakni kurangnya materi-materi penelitian
lokal dan komparatif tentang masalah-masalah penguasaan
tanah, tentang teori dan praktik landreform dan reforma
agraria. Terlebih lagi, pelatihan formal dalam hal teori dan
praktik landreform dan reforma agraria tidak tercantum dalam
kurikulum sebagian besar jurusan yang berkaitan dengan
masalah-masalah pengembangan pertanian dan pedesaan di
berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa bagian buku
ini memperlihatkan kompleksitas landreform dan reforma
agraria yang luar biasa, dan menunjukkan pula perlunya
program-program penelitian, pelatihan dan pemberian infor-
masi kepada publik. Program-program itu harus melibatkan
banyak disiplin keilmuan dan juga beberapa lembaga baik
pemerintah maupun non-pemerintah dan menjadi pra-kondisi
suksesnya usaha-usaha reforma di masa depan. Jadi, kami ber-
harap bahwa isu-isu yang menyangkut kebijakan dan penelitian
yang dirangkum dalam buku ini, bisa memberikan kontribusi
pada agenda yang penting dan penuh tantangan yang akan
dihadapi oleh generasi baru ilmuwan Indonesia, para pembuat
kebijakan, para pekerja pembangunan dan publik yang ber-
juang untuk pengembangan pemahaman yang lebih baik ten-
tang masalah-masalah agraria dan pemecahannya. 

Terakhir, kami ingin menjelaskan secara singkat bagai-
mana buku ini disusun. Seperti yang sudah disebutkan di
Bagian I.1, buku ini adalah hasil dari suatu kerja kolektif dan
intensif dari 25 orang pada tahap-tahap terakhir lokakarya.
Sebagai hasil dari beberapa kelompok kerja, maka bagian-
bagian dari buku ini memang berbeda satu sama lain dalam hal
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gaya penyajiannya. Kecuali beberapa perubahan editorial kecil,
kami sengaja membiarkan bagian-bagian itu sesuai aslinya agar
rasa dari kerja keras yang dilakukan oleh para peserta tetap ter-
jaga. Terlebih, sebagaimana yang disepakati oleh para peserta
lokakarya, kami telah berhati-hati untuk tidak mengubah subs-
tansi terlalu banyak. Beberapa perubahan yang kami lakukan
terbatas pada hal-hal berikut: (a) penataan ulang bab-bab dan
bagian-bagian sehingga bisa menjadi susunan yang lebih logis;4

(b) penambahan beberapa butir pikiran yang berasal dari
rekaman tulis diskusi Lokakarya, yang tidak sempat dimasuk-
kan dalam draf asli karena keterbatasan waktu; (c) beberapa
penyesuaian kecil atas gaya dan bahasa di bagian-bagian yang
berbeda-beda; dan (d) penambahan “Pengantar Penyunting”
ini. Tambahan lain yang dimasukkan para penyunting ke dalam
teks disebutkan di catatan kaki. Kami ingin menyampaikan
penyesalan bahwa hal-hal di luar kendali kami telah membuat
penyelesaian proses penyuntingan dan publikasi ini menghabis-
kan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Kami berharap
bahwa hal tersebut tidak mengurangi manfaat yang bisa diambil
oleh sidang pembaca. 

Bogor/Den Haag Gunawan Wiradi

16 April 1984 Benjamin White

4 Kami sangat berterima kasih kepada H.P.A. Roosmalen dari Institute of
Social Studies atas saran-sarannya yang sangat berguna dalam penataan itu.



Pengantar Penerbit v

Terima Kasih x

Pengantar Penyunting xii

1 pendahuluan 3

1. Latar Belakang Lokakarya Selabintana 3
2. Catatan tentang Kebutuhan-kebutuhan Penelitian 8

2 berbagai permasalahan yang mendasari 
bangkitnya reforma agraria 13

1. Beberapa Kecenderungan Umum 13
2. Indonesia: Sejarah Agraria 23
3. Indonesia: Perubahan di Era Modernisasi 26
4. Tema-Tema Penelitian yang Disarankan 36

3 reforma agraria dalam tinjauan komparatif 39

1. Dinamika Reforma Agraria di Asia 40
2. Aspek Politik Reforma Agraria 42
3. Reforma Agraria dan Strategi Pembangunan Nasional 54
4. Reforma Agraria di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan: 

Model atau Perkecualian? 62

xix

daftar isi



5. Pengorganisasian Produksi setelah Reforma Agraria 66
6. Reforma Agraria dan Perempuan Pedesaan 80
7. Reforma Agraria dan Buruh Pedesaan:

Perbandingan dari India 88
8. Tema-tema Penelitian yang Disarankan 92

4 aspek-aspek operasional dan teknis reforma agraria 99

1. Organisasi untuk Implementasi Reforma Agraria 99
2. Organisasi-organisasi Rakyat 101
3. Pendaftaran Tanah dan Status Penguasaan Tanah 

oleh Petani 104
4. Individu vs. Keluarga sebagai Penerima Tanah 

dan Berbagai Layanan 104
5. Kredit Produksi dan Konsumsi 106
6. Fragmentasi dan Konsolidasi Tanah 107
7. Kompensasi bagi Pemilik Tanah 

dan Amortisasi oleh Penerima 108
8. Pendidikan dan Pelatihan untuk Reforma Agraria 110
9. Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Non-Pertanian 111

lampiran 112

A. Materi Acuan yang Digunakan dalam Lokakarya 112
1. Materi Latar Belakang 112
2. Beberapa Makalah oleh Peserta Lokakarya 116

B. Para Peserta Lokakarya 119

xx



REFORMA AGRARIA 
DALAM TINJAUAN KOMPARATIF





1. LATAR BELAKANG LOKAKARYA

Rangkaian persiapan untuk Lokakarya Kebijakan tentang
Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif (Policy Workshop
on Agrarian Reform in Comparative Perspective), yang disaji-
kan dalam buku ini, dimulai pada 1979. Waktu itu, setelah meng-
hadiri Konferensi Dunia tentang Reforma Agraria dan Pengem-
bangan Pedesaan yang diselenggarakan FAO di Roma, sekelom-
pok peneliti dan pembuat kebijakan dari Indonesia bertemu de-
ngan para kolega mereka di Belanda untuk membicarakan kerja-
sama mendatang dalam penelitian dan dalam beberapa aktivitas
lain yang berkaitan dengan struktur agraria, sistem penguasaan
tanah (land tenure), dan reforma agraria. Kemudian mereka se-
pakat untuk merencanakan serangkaian aktivitas kerja sama
yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih
baik tentang sistem penguasaan tanah tanah, struktur agraria
dan land reform di Indonesia. 

Disepakati pula bahwa aktivitas-aktivitas tersebut harus
mengandung beberapa hal berikut:

- sebuah perspektif komparatif, sehingga analisis kon-
disi-kondisi agraria dan pilihan-pilihan kebijakan di

3
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Indonesia bisa menarik manfaat dari pengalaman
negara-negara lain yang menghadapi masalah-
masalah yang sama;

- sebuah tinjauan luas tentang masalah dan kebijakan
agraria, dengan melihat masalah dan kebijakan itu da-
lam perspektif sejarah dan juga dalam konteks sosial,
ekonomi, dan politik kontemporer; 

- mempromosikan hubungan-hubungan, bukan hanya
antar peneliti yang berasal dari Indonesia dan Be-
landa, tetapi juga antara para peneliti Indonesia dan
kolega-kolega mereka di negara-negara Asia lainnya;

- pelibatan generasi muda, sehingga aktivitas-aktivitas
itu bisa menjadi ajang pelatihan mereka dalam pene-
litian yang berfokus kebijakan.

Dalam kerangka itu, berikut adalah rangkaian aktivitas yang
telah dilakukan sejak 1979 hingga 1982: 

- sebuah “Lokakarya Pelatihan Penelitian tentang
Sistem Penguasaan Tanah (land tenure) dan Relasi
Agraria”, yang bersifat eksperimental, diselenggara-
kan oleh Survei Agro Ekonomi di Cipayung, Jawa
Barat (Oktober-Desember 1979) dengan sponsor
Pemerintah Belanda. Kegiatan ini memberikan pela-
tihan teknis bagi empat belas peserta yang dipilih di
antara para anggota staf muda beberapa universitas
dan pusat penelitian di bawah bimbingan beberapa
pekerja peneliti yang berpengalaman. Hasil-hasil pe-
nelitian lapangan yang dilakukan selama lokakarya itu
di beberapa desa Jawa Barat disajikan dalam Loka-
karya Kebijakan. Sejak saat itu serangkaian lokakarya
pelatihan sejenis dengan sponsor bermacam lembaga,
diselenggarakan oleh Yayasan Agro Ekonomika pada
tahun 1981 dan 1982, meliputi Provinsi Jawa Tengah
dan Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Lebih dari 50
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orang peneliti mendapatkan pelatihan dari lokakarya-
lokaraya tersebut.5

- sebuah “Study Tour of Agrarian Reform Experiments
in Selected Regions of India”. Selama kurang lebih tiga
bulan (dari November 1980 hingga Januari 1981), tiga
kelompok peneliti dan para pembuat kebijakan dari
Indonesia mengunjungi beberapa lembaga penelitian
dan bergabung dengan tuan rumah India dalam sebuah
perjalanan lapangan guna mendapatkan pengalaman
langsung dari beberapa pendekatan yang saling kontras
terhadap reforma agraria di negara bagian Punjab,
Bengali Barat, Bihar dan Kerala. Beberapa laporan
tentang daerah-daerah itu disajikan dalam Lokakarya
ini oleh para peserta dari Indonesia dan juga oleh
wakil-wakil dari lembaga penelitian India tersebut. 

- “Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative
Perspective”, yang diselenggarakan bersama oleh
Yayasan Agro Ekonomika dan Institute of Social
Studies di Sukabumi (17-30 Mei 1981). Lokakarya ini
melibatkan 50 peserta yang terdiri dari peneliti, para
pembuat kebijakan dan wartawan (28 orang dari Indo-
nesia; 22 orang dari negara lain).6 Para peserta diajak
untuk melihat pengalaman langsung yang berkaitan
kondisi dan reforma agraria di Indonesia dan di bebe-
rapa negara lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin,
agar bisa mengeksplorasi relevansi pengalaman-peng-
alaman komparatif untuk kondisi-kondisi Indonesia. 
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5 Kompilasi hasil penelitian yang dilakukan selama lokakarya ini: Faisal
Kasryno (ed.), Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia,
Jakarta, Yayasan Obor, 1995. 

6 Daftar peserta dan pengamat lokakarya bisa dilihat di Lampiran B akhir
buku ini.



Beberapa hari terakhir dari Lokakarya Kebijakan ini di-
khususkan untuk kerja pembuatan draft kolektif untuk buku
ini. Di bagian selanjutnya, kepada para pembaca kami akan
menjelaskan secara singkat tujuan-tujuan dan beberapa tema
utama dan bagaimana buku ini ditulis. 

Tujuan,Tema dan Pengorganisasian Lokakarya Kebijakan
Tema umum lokakarya ini adalah: bagaimana membuat suatu
struktur agraria mampu meningkatkan kesetaraan di antara
rakyat pedesaan? Sebagaimana ditunjukkan oleh bab-bab
selanjutnya, tekanan utama diberikan terhadap beberapa ma-
salah implementasi reforma agraria, dengan perhatian khusus
kepada peran berbagai kelompok yang tidak diuntungkan (pe-
tani kecil, petani penyewa, para buruh tani yang hampir tidak
bertanah dan yang sama sekali tidak bertanah), yaitu mereka
yang seharusnya menjadi penerima manfaat reforma agraria.
Pengaturan kembali atas hak milik dan hak guna tanah memang
merupakan inti dan fokus utama dari reforma agraria, tetapi
juga harus diingat bahwa agar efektif maka pengaturan kembali
tersebut harus didukung oleh beragam organisasi pendukung
yang memang mampu memperluas kendali para produsen per-
tanian atas proses produksi dan produk pertaniannya. Aspek
tersebut diberi perhatian yang semestinya dalam diskusi loka-
karya dan dalam laporannya (lihat terutama Bab III bagian 5-7,
dan Bab IV bagian 2, 4 dan 5). 

Lokakarya dibagi menjadi tiga bagian. Empat hari pertama
dihabiskan untuk diskusi-diskusi orientasi dan perjalanan la-
pangan yang berlangsung tiga hari ke beberapa desa yang dipilih
di Kabupaten Sumedang dan Cirebon (Jawa Barat), agar para
peserta dari luar Indonesia memperoleh pengenalan umum ten-
tang kondisi-kondisi pedesaan, struktur agraria dan reforma
agraria di Indonesia. Setelah acara formal pembukaan yang
dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, maka lima hari
berikutnya dikhususkan untuk beberapa sesi pleno dengan pre-
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sentasi-presentasi dan diskusi tentang bermacam tema. Tema-
tema besar yang dibicarakan di sesi-sesi pleno itu antara lain:

- Studi-studi empirik tentang kondisi-kondisi dan
masalah-masalah agraria (baik di masa lalu maupun
yang kontemporer) di beberapa daerah di Indonesia
(dengan penekanan khusus pada Jawa, Sulawesi,
Sumatera Utara dan Kalimantan);

- Latar belakang peraturan perudang-undangan tentang
Reforma Agraria di Indonesia yang dikeluarkan tahun
1960 dan beberapa permasalahan implementasinya;

- Reforma agraria di beberapa daerah di India, Amerika
Latin, Afrika Timur, Asia Timur dan Asia Tenggara;

- Beragam gaya implementasi reforma agraria dan
peran organisasi-organisasi petani;

- Hak-hak adat dan hak-hak formal atas tanah, dengan
perhatian khusus pada interaksi antara subsistensi
lokal atau produsen kecil dengan perkebunan besar,
agribisnis dan eksploitasi hutan;

- Pendaftaran tanah, konsolidasi tanah dan perencanaan
tata guna tanah dalam kaitannya dengan landreform

Empat hari terakhir, para peserta dibagi ke dalam beberapa ke-
lompok kerja untuk mendiskusikan beberapa topik spesifik dan
merumuskan kesimpulan. Kelompok-kelompok kerja itu diben-
tuk atas dasar beberapa tema utama berikut ini:

- reforma agraria dan berbagai strategi pembangunan
nasional;

- reforma agraria, kehidupan petani kecil dan negara;
tema ini dibagi menjadi empat sub-kelompok yang
membicarakan: a) beberapa proses konsentrasi tanah
dan marjinalisasi yang mendorong munculnya land
reform; b) aspek-aspek politik reforma agraria; c)
pembangunan pasca reforma, dengan acuan khusus
kepada pengorganisasian produksi pasca reforma dan
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posisi kaum elit pemilik tanah sebelumnya;
- beberapa aspek operasional dan teknis reforma

agraria.

Laporan-laporan draft yang dibuat kelompok-kelompok
kerja ini dipresentasikan dan didiskusikan dalam serangkaian
sidang pleno dan sidang komite. Kemudian laporan draft itu
direvisi dan disatukan menjadi sebuah draft laporan umum
yang diselesaikan di hari terakhir lokakarya. Laporan yang
sudah diselesaikan oleh kelompok-kelompok yang bekerja di
bawah tekanan waktu itu membutuhkan beberapa kerja edito-
rial (lihat Pengantar Editor di atas), tetapi substansinya tetap
tidak diubah dalam laporan yang sedang dibaca ini. Harus di-
catat juga bahwa ketika bermacam opini muncul di antara para
peserta —sebagaimana wajarnya terjadi dalam suatu kerja pe-
nulisan yang melibatkan lebih dari 25 orang—tidak ada usaha
apapun yang dilakukan untuk memaksakan keseragaman da-
lam laporannya. Tugas kami hanyalah merekam bermacam
perspektif, dengan harapan bahwa rekaman itu bisa membantu
memperjelas beberapa isu yang dibicarakan. 

2. CATATAN TENTANG KEBUTUHAN-KEBUTUHAN PENELITIAN

Di sepanjang lokakarya, perhatian eksplisit diberikan kepada
usaha untuk mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang
ada di antara pengetahuan yang dimiliki para peserta dan pada
perumusan awal agenda penelitian masa depan. Dalam laporan
berikut, bisa ditemukan beberapa daftar tema penelitian yang
disarankan (Bab II dan III) atau khususnya Bab III, di akhir
setiap bagian. Isu-isu penelitian itu diusulkan, didiskusikan dan
dirumuskan terutama, tetapi bukan hanya, dalam kaitannya
dengan Indonesia. Kebanyakan dari isu-isu itu pun relevan de-
ngan beberapa negara lain yang sedang menghadapi masalah-
masalah yang sama. 
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Selain daftar-daftar topik penelitian spesifik, beberapa butir
umum yang merujuk kepada Indonesia dan muncul dalam dis-
kusi tentang kebutuhan-kebutuhan penelitian, dirangkum sbb:

- Ada kesepakatan di antara para peserta bahwa bebe-
rapa kesenjangan serius memang ada dalam hal pe-
ngetahuan kita tentang kondisi-kondisi pemilikan/
penguasaan tanah zaman sekarang dan tentang bebe-
rapa perubahan yang terjadi terakhir. Kesenjangan
pengetahuan itu bahkan terjadi tentang Jawa, di mana
penelitian relatif lebih banyak dilakukan. Dapat di-
bayangkan, minimnya pengetahuan tentang luar
Jawa. Ada kebutuhan untuk memacu penelitian di
banyak daerah yang punya relevansi langsung ter-
hadap perumusan kebijakan. 

- Riset seharusnya mencakup bukan hanya perbanding-
an antar-daerah di Indonesia, tetapi juga meliputi per-
bandingannya dengan negara-negara lain. Hal ini
penting untuk studi tentang masalah agraria yang me-
munculkan keharusan dilakukannya landreform dan
reforma agraria, maupun studi tentang beberapa ke-
berhasilan dan masalah yang ada pada ragam strategi
reforma agraria dan modus implementasinya. Studi
dirancang untuk memecahkan masalah-masalah itu. 

- Apabila memungkinkan, penelitian harus mengan-
dung suatu komponen yang bersifat dinamis dan his-
toris. Komponen itu meliputi proses-proses peruba-
han kini (jangka pendek) maupun nanti (jangka pan-
jang). Dalam hal ini, maka penelitian lapangan tidak
boleh dianggap sebagai “kemewahan”. Sebaliknya,
penelitian yang hanya difokuskan pada kondisi-
kondisi sekarang tanpa perhatian yang cukup terha-
dap akar historis terciptanya kondisi-kondisi itu dan
dinamikanya yang masih terus berlangsung, tidak
akan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan
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yang masuk akal bagi pemecahan masalah agraria. 
- Dalam kaitannya dengan hal di atas, ada beberapa ke-

untungan yang bisa didapat dari penggabungan pene-
litian historis dan penelitian kontemporer pada
daerah yang sama, sebagaimana yang telah dilakukan
di beberapa proyek penelitian kolaboratif di Indo-
nesia. Para peserta juga melihat adanya kekurangan
bahan dokumenter tentang sejarah agraria di periode
1940-an dan 1960-an Indonesia, padahal pada tahun-
tahun itu bisa diyakini bahwa beberapa perubahan
agraria telah terjadi meski hanya sedikit yang diketa-
hui tentang perubahan-perubahan itu. 

- Metode-metode penelitian harus bisa diadaptasikan
dan (kalau perlu) bersifat eksperimental, sehingga
bisa digunakan untuk menemukan kombinasi-kombi-
nasi yang cocok di antara teknik kuantitatif untuk
skala kecil dan skala besar. Berbagai penelitian “par-
tisipatoris”, termasuk riset aksi dalam kerangka pro-
yek eksperimental, juga sangat berguna. Pada prinsip-
nya, perencanaan dan pelaksanaan proyek penelitian
tentang masalah agraria harus langsung melibatkan
kelompok-kelompok masyarakat pedesaan, sebab
merekalah yang paling terkena dampak masalah itu
sebagai partisipan aktif. Pendekatan itu juga mem-
bantu kita untuk mendapatkan relevansi lebih besar
dari rancangan penelitian dan untuk memastikan aku-
rasi lebih tinggi dari hasil penelitian. 

- Dalam hal kurangnya pengalaman para peneliti muda
soal metode investigasi tentang sistem penguasaan
tanah dan beberapa isu agraria terkait, maka berma-
cam program pelatihan penelitian (termasuk bebera-
pa lokakarya pelatihan penelitian yang jenisnya sudah
disebut di atas I.1) akan sangat berguna untuk me-
ningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. 
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Terakhir, sebuah sesi khusus Lokakarya ditujukan untuk
menemukan beberapa kebutuhan organisasional yang diper-
lukan untuk melakukan stimulasi, pendukungan dan penye-
baran penelitian tentang sistem penguasaan tanah dan tentang
beberapa masalah agraria terkait. Umum diketahui bahwa
zaman sekarang tidak ada instansi pemerintah maupun non-
pemerintah yang menyediakan layanan itu di Indonesia. Para
peneliti yang tertarik dengan masalah agraria tersebar di ba-
nyak lembaga di berbagai tempat di Indonesia, dan hanya me-
miliki sedikit hubungan komunikasi satu sama lain. Selain itu,
tidak tersedia juga pusat penyimpanan dokumentasi penelitian
dan informasi tentang sistem penguasaan tanah, landreform
dan reforma agraria di Indonesia yang bersifat komparatif.
Padahal pusat dokumentasi itu diperlukan oleh para peneliti
untuk mendapatkan informasi. 

Terkait dengan kurangnya materi penelitian, kurangnya
personil terlatih yang berpengalaman dan minimnya kesadaran
publik akan beberapa isu agraria, maka dibentuknya suatu
'pusat penelitian, pelatihan dan informasi tentang sistem pe-
nguasaan tanah atau land tenure, (atau diadakannya suatu
divisi di institusi-institusi yang ada, yang ditugasi untuk hal itu)
bisa dimanfaatkan untuk beberapa tujuan: pertama, sebagai
pusat perpustakaan dan dokumentasi yang terutama ditujukan
untuk melayani kebutuhan para peneliti yang tersebar di ba-
nyak institusi; kedua, sebagai pusat pelatihan bagi para peneli-
ti muda; ketiga, sebagai pusat jaringan yang ditujukan untuk
meningkatkan komunikasi di antara peneliti yang tertarik de-
ngan proyek penelitian yang sedang berlangsung maupun yang
sudah selesai (mungkin lewat media berupa buletin); keempat,
sebagai lokus penelitian inovatif (topik dan atau metode baru)
yang dapat mendorong dikembangkannya inovasi-inovasi se-
rupa oleh peneliti dan lembaga lain; kelima, sebagai sumber
informasi untuk menemukan dan menghubungi sponsor pene-
litian potensial; dan keenam, pusat itu bisa mendorong kesa-
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daran publik tentang masalah-masalah yang terkait dengan
reforma agraria, yaitu dengan menyebarluaskan hasil-hasil
penelitian dan pengalaman-pengalaman yang relevan tentang
reforma agraria di Indonesia dan di negara-negara lain kepada
khalayak luas dalam bentuk populer atau semi-populer. 

Sehubungan dengan sifat permasalahan yang ada, dan
aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan publik dan
organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, serta individu,
maka aktivitas-aktivitas semacam itu ternyata bisa dilakukan
dengan sangat efektif jika berada dalam kerangka kerja yang
otonom atau semi-otonom (misalnya, dilakukan oleh sebuah
yayasan nirlaba). Tentu saja dengan tetap menyediakan layanan
bagi beragam lembaga pemerintah dan mendorong partisipasi
aktif lembaga-lembaga pemerintah yang mengurus pengaturan
pemilikan, penguasaan dan penyakapan tanah, landreform dan
reforma agraria.
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PENDAHULUAN

Masalah dan kondisi agraria yang mendorong munculnya land-
reform sangat beragam di seluruh dunia, bahkan keberagaman
pun terdapat di dalam negara itu sendiri. Namun, ada dua kata
kunci, yaitu: konsentrasi tanah dan marjinalisasi sebagian dari
masyarakat, yang menunjukkan beberapa kecenderungan
umum yang sedang terjadi di banyak tempat di dunia. Dalam
bab ini kecenderungan-kecenderungan itu dibicarakan pertama-
tama dalam perspektif global, lalu diikuti dengan beberapa pen-
dapat tentang kasus Indonesia. Mengingat kita sedang mem-
bicarakan tentang berbagai proses yang sudah berlangsung
dalam jangka waktu yang lama, maka akan diberikan pandang-
an sekilas tentang latar belakang historis dan perkembangan
proses-proses itu hingga saat ini. 

1. BEBERAPA KECENDERUNGAN UMUM

Terintegrasinya banyak negara dunia ketiga ke dalam ekonomi
global mulai dari abad ke-16 hingga abad ke-20 menyebabkan
meningkatnya produksi pertanian secara komersil. Secara
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umum, kondisi itu telah mengakibatkan konsentrasi pe-
nguasaan tanah. Dalam periode panjang sejarah kolonial dan
ekonomi dependensi, tanah menjadi faktor produksi utama, di
mana buruh dan kapital diorganisir dengan berpusat pada
tanah. Di berbagai tempat di dunia, beragam tipe kaum elit
memiliki kuasa atas tanah, baik secara langsung dalam bentuk
kepemilikan, atau secara tidak langsung dalam bentuk pengua-
saan oleh negara atas produksi (contoh: di Jawa, melalui Sistem
Tanam Paksa), atau dalam bentuk tengkulak yang menguasai
aliran produk pertanian.

Tingkatan dan luas konsentrasi penguasaan tanah berbeda-
beda dari satu benua ke benua lain, dan dari satu negara ke
negara lainnya. Amerika Latin dicirikan oleh kompleks latifun-
dia-minifundia. Dalam sistem itu konsentrasi tanah mencapai
titik ekstremnya, yang tidak ada bandingannya di Afrika dan di
Asia. Hacienda-hacienda besar —beberapa di antaranya bisa
mencapai luas setengah juta hektar—merupakan warisan
periode kolonial. Dalam periode kolonial itu para bangsawan
Spanyol dan Portugis ditugasi untuk menguasai tanah-tanah
luas dan menguasai penduduk pribumi. Setelah kemerdekaan,
maka kelas haciendado mengkonsolidasikan kekuasaan mereka
baik atas tanah maupun tenaga kerja. 

Di sebagian besar negara Amerika Latin, hak atas tanah
penduduk pribumi sama sekali telah dilucuti, terutama di lem-
bah-lembah subur yang beririgasi. Para penjajah Spanyol dan
Portugis yang lebih miskin (tentara infanteri dari pasukan pe-
naklukan) tidak pernah sampai pada “titik penentu” tercapai-
nya kekayaan, dan di pertengahan abad ke-17 mereka mulai
kehilangan tanah, baik secara nyata maupun dalam hitungan di
atas kertas. Tanah-tanah pertanian luas (estates) tetap tidak
berubah bahkan hingga abad ke-20 dengan sistem Mayorazco
(anak sulung), padahal jumlah petak pertanian kecil semakin
meningkat secara geometris. Keluarga-keluarga kaya menghi-
dupi anak-anaknya lebih dengan cara memperluas daripada
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membagi-bagi tanah warisan. Keturunan-keturunan keluarga
kaya mendapatkan kemudahan untuk masuk dalam pemerin-
tahan, konsesi pertambangan, militer, profesi-profesi bergengsi
atau dalam mendapatkan tanah yang baru dibeli.

Usaha tani yang luasnya kurang dari seribu hektar segera
runtuh. Pembagian warisan dipercepat oleh krisis keuangan
yang parah, kemudian anak-anak mereka kehilangan tanah per-
tanian karena harus digunakan untuk membayar utang kepada
pemberi pinjaman. Pembagian selanjutnya menjadi sangat
cepat dan kejam, sebab keluarga-keluarga yang sedang merosot
miskin itu tidak memiliki akses ke mata pencaharian lain di luar
sektor pertanian. Beberapa tetap berusaha hidup dengan mini-
fundia, tetapi sebagian besar menjadi tidak bertanah dan ter-
paksa harus bekerja di tanah-tanah pertanian besar. 

Di akhir abad ke-18, 80 hingga 90 persen tanah yang bisa
diolah di Amerika Latin dikuasai oleh tiga hingga lima persen
populasinya. Di setiap negara Amerika Latin, kaum elit yang
bertanah luas itu menggunakan hegemoni absolut dalam suatu
sistem yang diistilahkan “kepemilikan pribadi Negara”. 

Tidak seperti di Amerika Latin atau di Asia, dapat dikata-
kan bahwa di Sub-Sahara Afrika tanah belum menjadi pemicu
masalah sosial-politik yang parah ke arah pecahnya revolusi.
Meskipun demikian, sistem pemilikan dan penguasaan tanah
telah memunculkan beberapa masalah besar. Ada bukti-bukti
yang semakin menguat bahwa di Afrika pun tanah semakin
langka dan bahwa di beberapa negara (misal: Etiopia, Rwanda,
Burundi dan beberapa wilayah Kenya dan Uganda), fenomena
itu telah mencapai proporsi yang kritis dan telah menjadi salah
satu dari sebab-sebab dasar konflik sosial-politik. Di negara-
negara itu privatisasi dan konsentrasi tanah yang semakin cepat
di tangan kaum yang lebih kaya (seringkali dengan dasar
absentee) menimbulkan formasi proletariat tak bertanah yang
semakin besar. 

Oleh sebab itu, privatisasi dan konsentrasi tanah merupa-
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kan salah satu faktor kunci proses itu. Dalam proses tersebut,
pengaturan penguasaan tanah secara adat cenderung diganti
dengan aturan penguasaan tanah pribadi, baik yang diformal-
kan maupun tanpa hak formal, dan tanah telah mencuat menja-
di faktor penting dalam proses komersialisasi. Karena dalam
hitungan kasar populasi Afrika berlipat dua setiap 25 tahun,
dan karena tanah yang luasnya tetap itu nantinya harus mem-
beri makan dua kali jumlah orang yang sekarang (sebenarnya
tanah tersebut mampu memberi makan lebih banyak orang, jika
daerah-daerah pertanian yang tersubur tidak dijadikan lahan
pertanian untuk komoditas ekspor), maka orang mulai memper-
hitungkan beratnya proses ganda konsentrasi dan marjinalisasi
golongan orang yang tak bertanah. 

Di India secara historis pernah berlaku beberapa sistem
tanah, yang menimbulkan terjadinya konsentrasi tanah dan
kekuasaan. Sistem zamindari tentang Permukiman Permanen
diberlakukan oleh pemerintah Inggris untuk menciptakan
“kaum pemilik tanah” secara de jure (yang secara historis bukan
pemilik tanah dan di banyak kasus secara de facto mereka tidak
diakui oleh masyarakat tani). Sistem ini pada dasarnya adalah
suatu penataan penarikan penerimaan negara lewat serangkai-
an perantara, banyak di antara perantara itu kemudian menda-
patkan banyak tanah pertanian yang luas. Ada ryotwari,
mahahrari, mirasdari, dan beberapa sistem penarikan peneri-
maan lainnya, di mana negara berusaha berurusan langsung
(dan bukannya menggunakan perantara) dengan petani, entah
petani itu mau atau tidak. Sistem-sistem itu memungkinkan
adanya dan berevolusinya beberapa sistem sub-sewa. Dalam
sistem-sistem sub-sewa tersebut para penyewa pertama jadi
bisa menguasai tanah yang luas.

Di daerah-daerah yang dikuasai bangsawan (yang memang
tidak diatur secara langsung oleh Inggris), para penguasa feodal
lama maupun yang relatif baru, serta para bangsawannya tetap
menguasai tanah yang luas. Selain itu, kepemilikan tanah-tanah
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luas juga terkonsentrasi di tangan para penerima hadiah tanah
yang diberikan oleh para penguasa sebelum Inggris, yaitu kuil,
gereja dan beberapa institusi lain. 

Di Filipina, di bawah rezim kolonial Spanyol, sebuah kelas
tuan tanah Filipino (mestizo) muncul, dengan basis pertanian
komersial (gula, beras). Para tuan tanah besar menguasai tanah
pertanian (hacienda) yang dikerjakan oleh para petani peng-
garap. Para tuan tanah yang hidup di pedesaan mendominasi
politik lokal, dan kemudian (di bawah pemerintah kolonial
Amerika) mereka mendominasi politik di tingkat provinsi dan
nasional. 

Struktur agraria yang berkembang selama masa kolonial
bisa dianggap sebagai pengorganisasian masyarakat dalam
skala kecil, sementara seluruh aparat negara kolonial berkuasa
terutama atas masyarakat pedesaan yang hidup dalam komuni-
tas-komunitas lokal berskala kecil. Di beberapa negara, hu-
bungan antara tuan tanah dan petani kecil memiliki beberapa
ciri hubungan patron-klien, yaitu suatu gabungan antara pater-
nalisme dan eksploitasi. Dalam proses lanjutan, yaitu berupa
pembesaran skala dan penetrasi kapitalisme hingga ke pe-
desaan, hubungan-hubungan sosial berubah, sehingga karakter
hubungan yang bersifat personal dan paternalistik menjadi
tidak penting lagi. 

Posisi kekuasaan kaum elit bertanah itu membuat mereka
memiliki kemampuan yang kuat dalam pembuatan keputusan
komunitas, sementara peran mereka sebagai perantara antara
golongan petani kecil dan negara membuat mereka memiliki
pengaruh terhadap aparat negara. Di beberapa negara dengan
kaum elit tuan tanah yang berkuasa di tingkat provinsi, aparat
negara di tingkat pusat sengaja dibuat lemah. 

Kita keliru jika menganggap konsentrasi tanah sebagai
proses yang terus akan berlangsung. Pada masa-masa setelah
perang, di beberapa negara, para tuan tanah kehilangan sebagi-
an kekuasaannya. Dalam beberapa kasus, mereka beralih ke
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beberapa kegiatan ekonomi lain, dan dalam kasus lainnya lagi
mereka beralih karena landreform mengharuskan mereka me-
nyerahkan sebagian tanahnya kepada petani kecil. Pada kasus
yang berbeda, lapisan mereka digantikan oleh kelompok petani
lain sebagai dampak dari keseluruhan perubahan dalam per-
ekonomian. Sangat sering terjadi bahwa lenyapnya seluruh atau
sebagian kelas tuan tanah besar memberi ruang kepada kelas
baru petani yang berorientasi usaha. Dengan penggantian lapis-
an elit pedesaan ini, biasanya beberapa proses akumulasi tanah
juga dimulai kembali. Dengan demikian, maka sebenarnya label
“tuan tanah” bisa meliputi bermacam golongan kelompok yang
bertanah. 

Sejak 1950-an, di banyak tempat di dunia, pertanian sema-
kin bersifat padat modal. Di Asia Selatan dan Asia Tenggara
“Revolusi Hijau” yang dimulai pertengahan 1960-an dan
menyebar cepat pada 1970-an, menimbulkan sejumlah per-
ubahan dalam pertanian. Diperkenalkannya beberapa varietas
tanaman yang hasil panennya tinggi dan dikombinasikan de-
ngan penggunaan pupuk dan insektisida, telah menyebabkan
terjadinya kenaikan produktivitas secara keseluruhan. Tekno-
logi baru memerlukan penggunaan kapital yang besar. Per-
alihan kepada mekanisasi mencerminkan semakin meningkat-
nya rasionalisasi dan orientasi kepada strategi-strategi ke-
wirausahaan. Peningkatan penggunaan kapital ini menyebab-
kan relasi-relasi produksi pun mengalami perubahan-perubahan
yang terus-menerus. Dua tipe dari suatu usaha pertanian kapi-
talistik bisa dilihat. Tipe pertama adalah yang disebut dengan
istilah tipe Junker, pada tipe ini para tuan tanah besar beralih
kepada produksi komoditas pasar dunia, biasanya dengan
penggunaan kapital yang intensif. Tipe kedua seringkali disebut
sistem pertanian kulak, tipe ini dilakukan oleh para petani kecil
independen, yang ikut melakukan pertanian komersil. 

Sebagai dampak dari proses-proses yang disebutkan di
atas, ditambah pula dengan peningkatan populasi, maka terjadi
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proses marjinalisasi yang terus berlangsung hingga saat ini. Ke-
cenderungan itu juga bisa dilihat di periode kolonial akhir, ke-
tika kemiskinan dan keadaan orang tak bertanah di pedesaan
terus membesar. Di beberapa negara, kecenderungan terjadinya
marjinalisasi itu semakin cepat selama 1930-an, ketika para
tuan tanah besar yang menghadapi depresi ekonomi dunia ber-
usaha mempertahankan tingkat keuntungan mereka dengan
memotong biaya tenaga kerja. Hal itu umumnya bisa dilakukan
dengan mengganti hubungan kerja bagi-hasil dengan upah bu-
ruh dan mekanisasi pertanian. Jumlah petani kecil tak bertanah
(terusir dari tanahnya) meningkat di beberapa negara. Kecen-
derungan itu berlanjut di periode pasca-perang, terutama sejak
1950-an. Meningkatnya arti penting kekuatan negara dan inter-
vensi negara (ini sebuah kecenderungan yang juga terjadi di
periode kolonial akhir) berlangsung dalam skala yang lebih
besar. “Pembangunan” menjadi prinsip utama. Beberapa
program yang dilaksanakan pemerintah berangkat dari penye-
diaan kredit bagi para petani pengusaha dan elit tuan tanah. Di
beberapa negara, golongan ini sesungguhnya sudah memiliki
akses langsung kepada aparat negara dan mendapat keuntung-
an dari sumber kapital baru itu. Para tuan tanah tidak lagi ber-
gantung pada komunitas lokal untuk menjalankan usaha per-
tanian mereka dan bisa mengoperasikannya dengan sumber
daya yang diambil dari negara. 

Putusnya beberapa relasi sosial di aras lokal, diiringi de-
ngan kian meningkatnya marjinalisasi, menyebabkan terjadi-
nya berbagai keresahan agraria di sejumlah negara. Kerusuhan
dan pemberontakan terjadi dalam berbagai bentuk, baik di
masa rezim kolonial maupun setelah kemerdekaan, termasuk
agitasi petani dan gerakan petani (yang kadang dijadikan satu
dengan gerakan nasionalis), pemberontakan petani melawan
kelas tuan tanah, dan pada gilirannya pemberontakan itu men-
jadi kekuatan bagi beberapa gerakan revolusi yang terlibat
dalam bentrokan terbuka melawan aparat negara. 
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Sebagai dampak dari marjinalisasi, maka kemiskinan me-
mang terlihat jelas, baik dalam konteks pedesaan maupun per-
kotaan. Daerah-daerah pedesaan memperlihatkan semakin me-
ningkatnya ketidaksetaraan dalam hal stratifikasi sosial, yaitu
antara golongan petani kaya di satu pihak dan sejumlah keluar-
ga tak bertanah di pihak lain. Kesempatan kerja dalam bidang
pertanian tidak lagi cukup untuk menyediakan nafkah bagi para
petani tak bertanah dan marjinal itu. Di banyak negara, terus-
menerus terjadi perpindahan secara besar-besaran (eksodus)
yang dilakukan orang dari daerah pedesaan menuju kota besar.
Oleh karena tingkat pertumbuhan industri rendah, dan keba-
nyakan memang padat modal, maka kelebihan tenaga kerja di
pedesaan tidak bisa diserap oleh sektor itu. Banyak pendatang
akhirnya tinggal di daerah-daerah yang kumuh dan padat pen-
duduk. Di daerah-daerah itu mereka hidup dengan melakukan
beragam aktivitas yang biasanya disebut dengan istilah “sektor
informal” oleh para ahli ekonomi dan perencana kota. Mata
pencaharian mereka itu mencakup pedagang kecil, pemulung,
pekerja seks komersial, buruh bangunan, dsb. Beberapa kota di
negara-negara Dunia Ketiga tumbuh dengan kecepatan yang
sangat tinggi, dan masalah kemiskinan, pengangguran, serta
manajemen perkotaan menjadi sedemikian besar sehingga
tidak bisa dikendalikan lagi. 

Sebuah catatan tentang negara-negara industri
Suatu kecenderungan umum bisa dilihat di negara-negara
industri, yaitu pertanian telah menjadi aktivitas industri dan
para petani kecil cenderung menjadi marjinal. Kecenderungan
seperti ini bukanlah baru. Di Amerika Serikat, sejak berdirinya
negara itu, jutaan petani kecil meninggalkan pertanian karena
mereka menghadapi keadaan yang semakin sulit, dimana pen-
dapatan mereka tidak lagi cukup untuk menutup biaya produk-
si yang semakin besar. Namun demikian, para petani kecil itu
kemudian diserap oleh semakin besarnya perkembangan sektor

B E N J A M I N W H I T E -  G U N A W A N W I R A D I

20



industri dan jasa. Perpindahan besar-besaran tenaga kerja dari
pertanian ke beberapa sektor lain juga bisa dilihat di Eropa
Barat dan Jepang, terutama karena berlangsungnya industriali-
sasi di beberapa dekade yang lalu. Kecenderungan itu semakin
cepat meningkat sejak awal tahun 1970-an karena adanya ke-
naikan harga minyak secara kontinyu seiring dengan kenaikan
biaya input yang diakibatkannya. 

Dalam semua kasus di atas, yaitu di Amerika Serikat,
Eropa Barat dan Jepang, perpindahan besar-besaran petani
kecil menuju sektor-sektor lain merupakan dampak dari kebi-
jakan yang sengaja diterapkan oleh pemerintah. Perpindahan
itu ditujukan untuk menjamin produktivitas pertanian yang
tinggi dan efisien, sehingga perluasan skala dianggap menjadi
syarat utama. Di Jepang yang berpenduduk padat, atas dasar
alasan politik, perluasan skala pertanian hanya bisa terjadi se-
cara terbatas. Meskipun dorongan pembesaran skala itu sangat
kuat, tapi pertimbangan politik yang mencakup kebutuhan par-
tai berkuasa untuk mempertahankan dukungan masyarakat pe-
desaan, mencegah terjadinya hal tersebut. Untuk memastikan
bahwa biaya tidak akan melebihi pendapatan produsen pertani-
an, maka pemerintah harus melakukan program subsidi besar-
besaran guna mencegah terjadinya marjinalisasi petani kecil
yang jumlahnya semakin tinggi. 

Di Amerika Serikat dan Eropa Barat, program subsidi
dilaksanakan untuk membantu petani menutup biaya yang se-
makin tinggi. Eksodus besar-besaran petani kecil dari pedesaan
memang merupakan dampak dari kebijakan yang sengaja dilak-
sanakan oleh pemerintah, dan sekaligus juga merupakan akibat
dari permainan kekuatan-kekuatan pasar. 

Di masa lalu hanya petani kecil yang kondisi hidupnya se-
lalu di ujung tanduk. Namun, sekarang ini para petani peng-
usaha pun terancam oleh kenaikan terus-menerus biaya input
yang tidak bisa dikendalikan. Terhimpit oleh utang, mereka
cenderung kehilangan kendali atas operasi usaha pertanian
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mereka, yaitu menyangkut cara bagaimana mereka berproduk-
si dan bagaimana produk mereka dipasarkan. Mereka semakin
masuk ke situasi yang tertekan oleh bank dan industri peng-
olahan, serta kerumitan-kerumitan perdagangan, yang semakin
membatasi cara-cara produksi pertaniannya. Walaupun para
petani ini tetap mempertahankan kepemilikannya, tapi dalam
praktiknya mereka hanya menjadi alat dari korporasi-korporasi
besar yang memanipulasi pertanian sebagai suatu aktivitas
spekulatif yang menguntungkan. Sementara perusahaan-per-
usahaan ini mengamankan bagian terbesar keuntungannya,
para petani mendapat bagian resikonya saja. 

Naiknya biaya mengharuskan petani untuk terus-menerus
mencoba produksi komoditi baru dan cara-cara alternatif untuk
“merasionalisasi” operasi pertanian mereka supaya lebih
efisien, kompetitif dan tetap hidup. Proses itu mempercepat ter-
singkirnya para petani kecil yang tidak lagi mampu memenuhi
kriteria untuk mendapatkan kredit bersubsidi atau akses
khusus ke pasar. Beberapa investasi tertentu juga disyaratkan,
padahal mereka tidak mampu memenuhinya. Dengan demi-
kian, ketersingkiran mereka memang tidak bisa dihindari dan
putaran baru proses konsentrasi kekayaan dimulai lagi. 

Analisis tentang evolusi kecenderungan-kecenderungan
pertanian di negara-negara industri sangatlah relevan bagi
negara berkembang, sebab kecenderungan-kecenderungan
yang sama juga bisa didapati di negara-negara berkembang itu,
meskipun masih berada di tahap awal. 

Ekspansi cepat agribisnis multinasional di banyak negara
Asia menimbulkan sebuah dampak besar terhadap konsentrasi
aset dan pendapatan di kalangan petani dan cenderung mem-
percepat tersingkirnya petani kecil dari produksi pangan dan
bentuk-bentuk lain produksi pertanian. Sebagai dampak dari
operasi agribisnis yang bertumpu pada produktivitas tinggi dan
penataan kelembagaan baru untuk mengendalikan input, pro-
ses produksi dan pemasaran, serta untuk menguasai pertanian,
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maka banyak petani kecil dihadapkan pada kehidupan yang
sulit dan seringkali harus menyerah. 

2. INDONESIA: SEJARAH AGRARIA

Pada zaman pra-kolonial, distribusi tanah yang tidak merata di
Pulau Jawa yang berpenduduk padat memang sudah terjadi.
Namun, dibandingkan dengan beberapa negara lain yang
memiliki kelas tuan tanah dan tingkat konsentrasi tanah yang
tinggi, maka ketidakmerataan distribusi tanah di Jawa terjadi
dalam skala yang jauh lebih kecil. Di Jawa ada dua konsep tra-
disional tentang hak atas tanah. Kedua konsep itu saling berten-
tangan. Di satu pihak, raja dan kaum elit mengklaim beberapa
bentuk kewajiban layanan (pajak) dari kepemilikan tanah, se-
mentara di pihak lain para petani menganggap tanah sebagai
milik mereka, karena merekalah yang membuka lahan dan
menjadikannya harta yang bisa diwariskan. Klaim-klaim yang
dilakukan negara menyebabkan terjadinya “landreform”, yaitu
pengurangan kepemilikan tanah petani dan hak petani. Di
bawah kekuasaan rezim kolonial di abad 19, pengerahan tenaga
kerja tanpa dibayar (corvee labour) dan pajak tanah dibeban-
kan kepada desa, dengan anggapan bahwa hal itu dapat merata-
kan akses terhadap tanah. Hak kepemilikan indivual dipindah-
kan menjadi kepemilikan desa atau komunal. Untuk memenuhi
permintaan pemerintah kolonial akan pengerahan tenaga kerja,
maka banyak desa memutuskan untuk menambah jumlah laki-
laki pekerja yang mampu melaksanakannya. Guna memenuhi
hal itu, maka desa-desa tersebut membagi-bagi tanah secara
lebih merata di kalangan warga desa. Elit desa, yaitu kepala
desa dan sejumlah pejabat desa dibebaskan dari kewajiban
kerja. Namun demikian, kepala desa dan para pejabatnya tidak
berubah menjadi petani pengusaha atau kelas kulak, sebab
mereka memang dicegah untuk ikut dalam usaha dan perda-
gangan pertanian. Sejumlah besar petani dibebani pajak yang
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begitu berat sehingga dari waktu ke waktu kelaparan serius ser-
ing terjadi. Kondisi-kondisi yang menyengsarakan petani itu
tercermin dari munculnya kata-kata seperti misalnya kuli
(buruh) bagi petani bertanah sempit. 

Beberapa kesimpulan yang mungkin relevan di zaman
sekarang bisa diambil dari beberapa pengalaman agraria di
masa lalu. Pertama, adanya suatu tradisi kekerasan yang pan-
jang di Jawa, yang muncul dari relasi-relasi agraria. Tidak satu-
pun proses perubahan agraria di Jawa pada masa pra-kolonial
maupun kolonial berlangsung secara damai. Dalam istilah
setempat, kekerasan yang disebut perang desa selalu terjadi
dalam proses perubahan-perubahan agraria itu. Kedua, dasar
pemberontakan petani adalah pertarungan kepentingan para
petani bertanah melawan tuntutan-tuntutan negara. Terakhir,
negara telah menekan Jawa begitu rupa hingga mampu mem-
buat tuntutan-tuntutannya diberlakukan. Meskipun memakan
biaya yang tinggi, negara memandang biaya itu setara dengan
hasilnya. 

Dengan dihapusnya Sistem Tanam Paksa setelah 1870,
maka pajak uang menggantikan pajak kerja dan beberapa usaha
dilakukan untuk memperkenalkan hak milik pribadi yang lebih
kurang mirip dengan konsep hak milik di Barat. Kepemilikan
individual dan konsolidasi tanah petani dianggap oleh pemerin-
tah kolonial yang sudah tercerahkan sebagai sesuatu yang
modern, liberal dan progresif. Akan tetapi pada lima puluh
tahun pertama setelah dihapuskannya Sistem Tanam Paksa,
individualisasi tanah ditentang oleh para pejabat lokal dan
pendaftaran tanah mendapatkan perlawanan. Salah satu alasan
mengapa pejabat lokal menentangnya adalah karena indivi-
dualisasi itu membuat rumit pengumpulan pajak, berkaitan
dengan masalah pajak yang harus dibayar desa dan pajak yang
harus dibayar oleh individu. Kepentingan terselubung dari para
pejabat desa itu juga memainkan peran yang penting. 

Cepatnya laju penetrasi ekonomi uang menyebabkan ter-
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jadinya diferensiasi dan individualisasi yang lantas diperkuat
oleh beberapa peraturan agraria dan eksperimen-eksperimen-
nya. Sejauh yang dibicarakan adalah sekumpulan besar petani
miskin di desa, seorang ekonom zaman Belanda menggambar-
kan hubungan mereka dengan perputaran uang yang semakin
besar dengan istilah bahwa petani harus “membeli uang”.
Artinya, semua pendapatan mereka akhirnya hanya habis untuk
memenuhi tuntutan-tuntutan yang mendesak dari luar. Selama
terjadinya depresi pada tahun 1930-an, ketika pendapatan tunai
terlalu sedikit untuk membayar pajak, maka banyak petani
menyerahkan tanahnya kepada kepala desa, sedangkan bebera-
pa petani lain meminjam uang dari orang luar desa dan men-
jadikan tanah mereka sebagai jaminan utang. 

Sayangnya, pengetahuan tentang sejarah agraria di luar
Pulau Jawa sedikit sekali. Akan tetapi, nampaknya banyak tem-
pat di pulau-pulau lain dalam periode waktu yang panjang
memperlihatkan beberapa kecenderungan yang berlawanan
dengan kecenderungan-kecenderungan di Jawa. Di beberapa
daerah yang lebih jarang penduduknya penetrasi kapitalisme
secara intensif terjadi setelah pertengahan abad ke-19. Pene-
trasi kapitalisme itu menyebabkan munculnya kapitalis lokal.
Banyak petani kecil terlibat dalam menanam tanaman komodi-
tas ekspor, dan apa yang disebut dengan istilah “karet rakyat”
memang hadir berdampingan dengan perkebunan orang-orang
Eropa. Pada saat terjadi depresi ekonomi, maka sistem pertani-
an komersil untuk ekspor itu sangat menurun drastis, tetapi sis-
tem itu kemudian dihidupkan lagi oleh beberapa kebijakan
pemerintah setelah kemerdekaan. 

Aspek lain dari kebijakan-kebijakan agraria kolonial pasca
1870 yang meninggalkan warisan masalah agraria hingga seka-
rang tidak boleh tertinggal untuk disebutkan. Aspek ini adalah
pernyataan dalam Undang-Undang Agraria 1870 yang me-
mungkinkan penyewaan tanah ‘tidur’ (tidak dibudidayakan) da-
lam jangka panjang kepada perusahaan Belanda maupun per-
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usahaan asing untuk dijadikan perkebunan tanaman komoditas
ekspor, baik di Jawa maupun di daerah lain (terutama di
Sumatera Utara yang sampai kini ekonominya masih didomi-
nasi oleh produksi perkebunan). Meskipun setelah dihapuskan-
nya sistem ‘kuli kontrak’ yang terkenal kekejamannya, yaitu sis-
tem rekrutmen tenaga kerja yang diikat oleh utang biaya mobili-
sasi mereka dari Jawa ke tempat kerjanya sehingga upah tidak
dibayar selama jangka waktu kontrak, tetap saja upah dan kon-
disi pekerja perkebunan merupakan yang paling buruk diantara
pekerja lain di Indonesia. Selama zaman penjajahan Jepang
(1942-1945) para pekerja perkebunan didorong untuk men-
duduki tanah perkebunan untuk menanam tanaman subsisten.
Setelah kemerdekaan dan dilakukannya nasionalisasi perke-
bunan-perkebunan Belanda di akhir 1950-an (padahal bebera-
pa perusahaan asing mendapatkan kembali hak mereka), maka
bentrokan perebutan tanah antara para pekerja dan pihak
perkebunan terus berlangsung, baik di Jawa maupun di
Sumatera, dan banyak di antara masalah-masalah itu masih
harus diselesaikan hingga sekarang. 

3. INDONESIA: BEBERAPA PERUBAHAN DI ERA MODERNISASI

Pada 1950-an, pemerintah Indonesia berupaya memajukan
pembangunan sosial-ekonomi dengan cara yang lebih sistema-
tis. Watak perekonomiannya yang sangat terkait dengan tanah
menyebabkan rumusan kebijakan dan implementasinya ter-
utama difokuskan pada pembangunan pertanian. Salah satu ke-
bijakan itu adalah rencana pada tahun 1958 untuk peningkatan
produksi beras yang ditujukan untuk mencapai swasembada
pada tahun 1962. Dalam rencana itu, dicari solusi untuk pe-
ningkatan metode pertanian, intensifikasi penggunaan lahan
sawah dan didirikannya beberapa pusat penyedia benih, pupuk
dan kredit untuk petani. Kegagalan kebijakan ini sebagian ter-
letak pada masalah perencanaan, tingginya inflasi, dan bebera-
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pa masalah politik internal. Sebagian penjelasannya juga harus
dicari dalam kebijakan para perencana ketika mencari solusi
yang didasarkan pada parameter-parameter teknis (infrastruk-
tur, intensifikasi dan kredit). Dalam praktiknya, kebijakan itu
merupakan suatu kebijakan “bertaruh pada yang kuat” (betting
on the strong), sebab hanya petani bersawah, yang berstatus
layak mendapat kreditlah yang bisa ikut dalam program peme-
rintah. Oleh karena sebagian besar petani tidak mendapatkan
apapun dari fasilitas baru itu, maka produksi keseluruhan tetap
rendah. Padahal, syarat utama untuk meningkatkan kesejahte-
raan orang miskin desa adalah diikutkannya petani gurem dan
petani tak bertanah ke dalam program reforma agraria yang
dilaksanakan pemerintah. Beberapa kabinet yang berkuasa se-
jak 1946 hingga 1960 selalu memasukkan upaya perbaikan per-
aturan agraria dalam program mereka, tetapi baru pada 1960
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diterima oleh DPR. 

Bertentangan dengan opini umum di Indonesia zaman
sekarang, UUPA dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil 1960
(yang mengatur maksimum luas tanah pertanian yang boleh
dimiliki seseorang di areal yang berbeda-beda menurut kepa-
datan penduduk —5,0 ha di Jawa yang padat penduduk, misal-
nya—dan minimum 50 persen hasil diberikan kepada peng-
garap dalam sistem bagi hasil, dengan biaya tanam dibagi dua)
sangatlah moderat jika dibandingkan dengan beberapa undang-
undang agraria di negara lain. Sebenarnya, draft undang-
undang itu ditentang oleh Partai Komunis Indonesia, sebab
tidak cukup radikal menurut PKI, dan juga karena undang-
undang itu memformalkan kepemilikan tanah pribadi. 

Meskipun UUPA 1960 mendorong petani gurem dan kaum
tak bertanah untuk menuntut dilaksanakannya redistribusi
tanah, tidak bisa dikatakan bahwa pemerintah sebelum tahun
1965 sudah melaksanakan UUPA itu dengan cara konsisten atau
memiliki daya paksa. Sementara itu, di awal 1960-an imple-
mentasi UUPA telah dijadikan isu kampanye penting dalam
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mengukuhkan platform PKI dan Barisan Tani Indonesia,
sehingga di beberapa daerah UUPA itu menimbulkan apa yang
disebut dengan ‘Aksi Sepihak’' yang dilakukan petani dalam
usaha mereka untuk langsung menguasai tanah, yaitu dengan
melanggar prosedur formal Panitia Landreform lokal. Kejadian-
kejadian itu merupakan faktor utama penyebab menyebarluas-
nya konflik agraria di tahun-tahun sebelum 1965. Pada giliran-
nya, kejadian-kejadian itu menjadi penyebab penting dari peris-
tiwa-peristiwa tragis 1965-1966 yang membuat ribuan orang
desa, terutama di Bali dan Jawa, menjadi korban pergolakan
politik tingkat nasional, padahal mereka tidak begitu tahu apa
yang sebenarnya terjadi. Di Indonesia, sebagaimana halnya di
banyak negara lain, orang desa menjadi korban dari konflik dan
intrik politik tingkat tinggi, sementara mereka sama sekali tidak
memiliki kendali atasnya. 

Peristiwa-peristiwa tragis itu menimbulkan dampak yang
terus ada terhadap prospek pelaksanaan landreform hingga
hari ini. Selama periode sepuluh tahun antara 1966-1976, secara
luas orang menganggap bahwa topik landreform sudah menjadi
“tabu”. Bahkan di tahun-tahun belakangan, meskipun perhati-
an pemerintah sudah diperbarui, dan ada pernyataan-pernyata-
an publik beberapa pejabat tinggi negara bahwa “landreform
bukan produk dari PKI”,7 juga meski pemerintah terus berpe-
gang pada prinsip-prinsip landreform yang disebut di Bab I,
ingatan pahit sejarah masa lalu masih membuat beberapa pe-
jabat negara, kaum intelektual dan orang awam merasa perlu
bertindak dengan sangat hati-hati ketika memunculkan soal
apapun yang berkaitan dengan masalah agraria. 

Kecenderungan kepada komersialisasi pertanian yang di-
usahakan oleh petani kecil telah muncul sejak lama. Kecende-
rungan itu dipercepat di tahun-tahun sesudah 1966, yaitu ketika
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sistem irigasi telah direhabilitasi, pengenalan varietas baru,
input dan praktik pertanian “Revolusi Hijau” berhasil menaik-
kan produksi beras pada banyak sawah irigasi di Indonesia.8

Akan tetapi, harapan bahwa modernisasi dan intensifikasi pro-
duksi beras juga bisa membawa kemakmuran yang lebih besar
dan keuntungan yang merata bagi mereka semua yang terlibat
dalam produksi beras, tidak terpenuhi. 

Meskipun sedikit sekali penelitian tersedia untuk mendu-
kung kesan umum kecenderungan-kecenderungan itu, nampak-
nya memang di Jawa hanya mereka yang memiliki lahan ber-
irigasi lebih dari 0,5 ha-lah yang bisa mendapatkan keuntungan
dari input bersubsidi yang disediakan oleh program pemerintah
untuk intensifikasi pertanian. Hingga sekarang di banyak dae-
rah, tekanan dilakukan kepada para petani berlahan sempit
untuk ikut dalam program intensifikasi atau sekurangnya untuk
menanam varitas unggul, meskipun mereka tidak mau. Oleh
karena menghadapi kenaikan harga input dan tekanan dari
instansi pemerintah dan para pemilik tanah, maka banyak pe-
tani kecil tidak lagi mampu mengolah tanahnya, sehingga lebih
suka menyewakannya kepada petani yang lebih mampu. 

Meningkatnya mekanisasi juga menimbulkan beberapa
perubahan di sektor pertanian. Di Jawa dan Sulawesi Selatan,
penggunaan traktor tangan untuk membajak sawah menim-
bulkan dampak besar bagi kesempatan kerja baik bagi para
buruh tani, maupun bagi para pemilik lahan yang karena hanya
memiliki tanah sempit terpaksa harus mencari kerja upahan
selain di sawahnya sendiri. Pada saat yang sama, kesempatan
kerja bagi perempuan juga berkurang akibat dipergunakannya
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alat penanam bibit padi semi mekanis. Selain itu, lapangan
kerja perempuan juga berkurang karena semakin tersebarluas-
nya mesin penggilingan padi yang menggusur pekerjaan me-
numbuk padi. 

Beberapa perubahan sifat kelembagaan juga telah terjadi
di banyak tempat di Jawa pada tahun-tahun belakangan ini.
Hasil Sensus Pertanian 1963 dan 1973 menunjukkan bahwa
angka penyakapan turun tajam, meskipun tidak diketahui
bagaimana sesungguhnya perubahan itu terjadi. Ada yang me-
ngatakan bahwa di awal 1960-an, karena takut bahwa peraturan
landreform akan memaksa mereka menyerahkan tanah kepada
penggarap, maka banyak pemilik tanah meninggalkan praktik
pertanian bagi hasil dan beralih menggunakan buruh upahan.
Juga ada anggapan bahwa bagi pemilik tanah luas buruh upah-
an itu lebih ekonomis daripada mempekerjakan petani peng-
garap untuk menggarap tanah mereka, terutama setelah prog-
ram intensifikasi diperkenalkan. Semakin banyaknya penggu-
naan uang dalam ekonomi pedesaan juga menimbulkan bebe-
rapa perubahan dalam praktik panen. Di Jawa ada beberapa
daerah dimana para pemilik tanah memilih menjual hasil per-
tanian mereka sebelum waktu panen berdasarkan kontrak de-
ngan mandor yang nantinya akan mengelola pengaturan tenaga
kerja panen di tanahnya, sebab cara itu dianggap lebih meng-
untungkan. Jadi setelah relasi patron-klien lenyap, maka mun-
cul relasi kontraktual di desa-desa.

Meskipun tidak didokumentasikan secara memadai, salah
satu dari perubahan-perubahan besar yang terjadi pada tahun-
tahun belakangan ini adalah semakin meningkatnya konsen-
trasi kepemilikan tanah. Para petani kecil terdorong untuk
menjual tanah mereka karena berhadapan dengan kenyataan
bahwa memang ada pasar yang siap membeli tanah, terutama
ketika perluasan industri dan perumahan terjadi di daerah-
daerah yang dekat dengan kota besar dan kecil. Permintaan
tanah untuk keperluan industri dan perumahan terus mening-
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kat sedemikian tinggi, sehingga spekulasi tidak bisa dihindari.
Ketika tanah dibagi-bagi di antara para ahli warisnya, maka
tanah yang didapatkan oleh masing-masing mereka menjadi
begitu kecil sehingga tidak ekonomis untuk diusahakan, akibat-
nya mereka lebih suka menjualnya. Utang yang jatuh tempo dan
keharusan untuk mendapatkan uang untuk berbagai keperluan,
seperti pendidikan anak, juga mendorong petani gurem untuk
menjual tanahnya. Beberapa pengamat mendukung pendapat
bahwa UUPA 1960 itu sendiri juga mendorong peralihan tanah
semacam itu lewat penjualan, sebab tanah komunal yang dulu-
nya bisa diwariskan tetapi tidak bisa dijual kepada orang luar
telah menjadi kepemilikan pribadi, sehingga bisa dijual. 

Penguasaan tanah bisa dilakukan oleh penduduk di per-
kotaan yang ingin menginvestasikan modal mereka, sebab tidak
ada larangan untuk menginvestasikannya dengan membeli ta-
nah pertanian di Jawa. Ada kecenderungan yang semakin besar
bahwa orang-orang kota itu semakin banyak yang berusaha
mendapatkan hak penggunaan tanah yang luas di beberapa
daerah tertentu di luar Jawa, seperti di Lampung, untuk pem-
budidayaan tanaman komoditas ekspor (cengkeh, karet, kelapa,
dsb.). Proses akumulasi tanah itu dapat dilakukan karena batas
maksimum kepemilikan tanah yang diatur dalam UUPA hanya
bisa diberlakukan bagi tanah hak milik dan tidak berlaku bagi
hak guna tanah. Terlebih, persoalan kepemilikan absentee tidak
diatur dalam hal hak guna. 

Ketika proses perubahan mulai semakin dirasakan di
tingkat penduduk termiskin, maka petani gurem dan buruh tani
tak bertanah yang sumber penghidupan mereka semakin ber-
kurang terpaksa menggunakan beragam strategi bertahan
hidup. Kecenderungan para pemilik lahan sempit untuk menye-
wakan tanah menjadi semakin besar di daerah-daerah pertani-
an beririgasi, termasuk di daerah-daerah di mana pemerintah
sudah memperkenalkan pendekatan pertanian berkelompok
untuk meningkatkan hasil pertanian per satuan lahan. Dalam
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kasus semacam itu, maka para pemilik tanah menjadi petani
penggarap bagi hasil atau lebih umumnya menjadi buruh tani di
tanah mereka sendiri. Dalam kasus untuk menebus tanah yang
sudah digadaikan, pemilik tanah menjadi petani penggarap di
tanahnya sendiri hingga ia bisa mendapat hasil yang cukup un-
tuk membeli tanahnya kembali. Sebenarnya, praktik semacam
itu dilarang oleh hukum. Pada akhirnya, ketidakmampuan
untuk menebus tanah seringkali membuat petani harus menjual
tanahnya itu. 

Beberapa bentuk hubungan tenaga kerja telah mengalami
evolusi dalam merespon fenomena komersialisasi pertanian.
Dengan meluruhnya tradisi bagi hasil dan adanya kecenderung-
an pemilik tanah untuk menggunakan buruh upahan, maka
para petani gurem dan buruh tani tak bertanah terpaksa meng-
ikuti aturan kerja yang sebenarnya lebih merugikan diband-
ingkan dengan pola bagi hasil yang diperbolehkan oleh UUPA.
Hal ini tidak lain agar mereka punya akses untuk mendapatkan
hasil pertanian. Misalnya, banyak buruh tani di berbagai daerah
sekarang mau melakukan pekerjaan seperti penanaman dan
pembibitan tanpa bayar, agar mereka tetap bisa memiliki ke-
sempatan kerja untuk memanen. Oleh karena petani dihadap-
kan pada kemungkinan bahwa pemilik tanah bisa saja memilih
menggunakan sistem kontrak untuk memanen sawahnya dan
karena lapangan pekerjaan di pertanian sangat sedikit, maka
para petani gurem dan buruh tani itu terpaksa mengikuti kese-
pakatan semacam itu. Dalam beberapa kasus, petani gurem
sudah siap untuk menjadi buruh tani di musim hujan agar bisa
mendapatkan hak atas tanah secara bagi hasil di musim kering
berikutnya. Karena kekuatan tawar petani pemilik lahan sempit
dan buruh tani tak bertanah semakin lemah, maka beberapa
perubahan dalam relasi tenaga kerja itu akan terus terjadi dan
akan semakin merugikan mereka. 

Dengan semakin besarnya tekanan populasi dan semakin
besarnya ketidaksetaraan dalam hal akses terhadap tanah dan
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produk yang dihasilkannya, maka semakin banyak terjadi pe-
nyerobotan yang dilakukan oleh pemukim liar terhadap tanah
yang dikuasai oleh negara dan berbagai institusi lainnya. Serang-
kaian insiden yang terjadi pada 1979 ketika para pemukim liar
menantang kekuasaan pemerintah di Sumatera Utara dan Jawa
Timur merupakan cerminan dari cara yang digunakan orang
miskin desa untuk melawan marjinalisasi yang semakin besar.
Begitu pula, pendudukan ilegal tanah hutan lindung dan hutan
rehabilitasi telah membawa dampak ekologis. Pendudukan
ilegal itu bukan hanya menunjukkan adanya tekanan populasi
di daerah pedesaan tetapi juga menunjuk pada kenyataan bah-
wa hanya sejumlah kecil orang saja yang sekarang memiliki
akses terhadap tanah. Sebagaimana digambarkan oleh insiden
di Sumatera Utara dan Jawa Timur itu, beberapa warga desa
termasuk juga perempuan sudah siap terlibat bentrok fisik guna
melindungi apa yang mereka yakini sebagai hak mereka. 

Rakyat terus disingkirkan dan bukannya ditarik ke peker-
jaan pertanian, sehingga peralihan ke dalam aktivitas non-per-
tanian di daerah pedesaan menjadi semakin banyak terjadi. Hal
itu terlihat dari besarnya jumlah pedagang kecil yang menda-
patkan penghasilan seadanya dari berdagang makanan,
minuman, pakaian dan barang lain, baik yang mereka buat
sendiri maupun yang dibeli dari pedagang lain. Di banyak dae-
rah, orang desa mengumpulkan batu, kerikil dan pasir dari su-
ngai dan menggali tebing gunung untuk mendapatkan bahan
bangunan yang bisa dijual kepada kontraktor bangunan di kota.
Di beberapa tempat, usaha pembuatan batu bata menjadi sum-
ber penghidupan, sebagai industri rumah tangga. Akan tetapi,
persaingan yang diakibatkan oleh munculnya barang buatan
pabrik telah membatasi peluang bagi perluasan industri pe-
desaan. Beberapa industri kecil pembuatan alat dapur dan
rumah tangga dari logam, misalnya, masih ada di beberapa dae-
rah, tetapi ketika alat-alat itu disaingi oleh peralatan dari plas-
tik (seperti keranjang dan tali rafia) maka para pengrajin pe-
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desaan kalah bersaing. Bahkan pasar lokal yang dulunya me-
nyerap produk pedesaan juga semakin mengecil jumlahnya,
karena dihadapkan pada masuknya barang pabrik dari kota.
Ketika industri rumah tangga skala kecil bisa bertahan hidup,
misalnya seperti kain tenun tangan, maka produk-produk
industri tersebut menjadi sedemikian rendah kualitasnya
sehingga tidak mampu bersaing, kecuali dengan harga yang
sangat rendah. Ketika beberapa peluang penghasilan tercipta di
daerah pedesaan oleh inovasi baru (misalnya angkutan pe-
desaan), maka akses ke peluang penghasilan itu hanya bisa di-
dapatkan oleh mereka yang berada pada strata sosial-ekonomi
tinggi, sebab perkembangan semacam itu hampir selalu mem-
butuhkan akses ke kapital. 

Semakin meningkatnya perpindahan keluar dari daerah
pedesaan adalah suatu bentuk lain tanggapan terhadap semakin
besarnya marjinalisasi dan kecilnya akses peluang kerja di desa-
desa Jawa. Di sebagian besar peristiwa, perpindahan itu terjadi
menuju daerah perkotaan (baik yang permanen maupun yang
sirkular), sebab sektor informal memberikan harapan peng-
hidupan yang lebih baik daripada pertanian. Beberapa orang
bahkan memilih untuk pergi jauh meninggalkan Jawa sebagai
transmigran yang dibiayai pemerintah maupun sebagai trans-
migran swadaya (spontan). Gagasan untuk memiliki lahan per-
tanian sekurangnya dua hektar (ukuran yang diberikan kepada
para transmigran biaya pemerintah) terbukti sangat menarik
bagi para buruh tani tak bertanah dan para petani kecil, meski-
pun beberapa lainnya lebih memilih penghidupan yang lebih
tidak menentu di daerah perkotaan sebagai tukang becak, pen-
jual makanan, pekerja bangunan dan sejenisnya. 

Konflik antara kepentingan nasional dan kepentingan
lokal menambah dimensi baru bagi masalah marjinalisasi dan
konsentrasi kepemilikan tanah yang semakin besar di daerah-
daerah padat penduduk di Indonesia, yang tidak hanya terjadi
di Jawa saja. Meskipun pada tingkat ideologis bisa saja tidak
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ada konflik semacam itu, tapi pada tingkat sosial beberapa
perselisihan soal penggunaan sumberdaya tertentu telah terjadi
akibat adanya perbedaan interpretasi kepentingan. Karena
kepentingan nasional lebih tinggi daripada kepentingan lokal,
maka pemerintah memiliki kekuatan tunggal untuk mengim-
plementasikan program-program pembangunan, padahal di
banyak kasus progam-program itu dilakukan dengan biaya
masyarakat lokal. Beberapa masalah muncul dalam kaitannya
dengan kebutuhan tanah untuk tempat industri, perluasan areal
pemukiman kota, infrastruktur fisik, pengembangan perkebun-
an dan perluasan program transmigrasi. Konflik kepentingan
itu juga terjadi dalam beberapa persoalan yang terkait dengan
beberapa kebijakan pemerintah dan pengendalian harga yang
dirancang untuk menstabilkan ekonomi. Kebijakan harga beras
merupakan satu contoh dilema yang dihadapi pemerintah,
sebab pemerintah harus berusaha mendorong petani untuk
meningkatkan produksi dan sekaligus menjaga harga tetap ren-
dah demi kepentingan para konsumen berpenghasilan rendah,
baik di kota maupun di desa. Sementara itu, beberapa masalah
sosial yang terkait dengan tanah tidak bisa diselesaikan pada
tingkat lokal sebab sistem birokrasi dan administrasi di tingkat
lokal sudah sedemikian dipolitisasi, sehingga semua masalah
cenderung dilihat dengan kaca mata politik dan bukan dalam
kerangka signifikansi lokal dan kepentingan rakyat setempat. 

Salah satu masalah besar yang dihadapi usaha apapun di
masa datang untuk mengimplementasikan land reform adalah
bahwa di zaman sekarang hanya satu persen dari semua tanah
di Indonesia yang telah didaftar secara formal. Pendaftaran
tanah relatif baru dilaksanakan di Indonesia (sejak tahun 1960).
Di setiap desa ada buku tanah, tetapi catatan semacam itu
seringkali tidak mengikuti perkembangan zaman. Orang desa
memang memiliki surat pajak bumi dan bangunan, tetapi surat
semacam itu hanya merupakan bukti pembayaran pajak, dan
bukan bukti kepemilikan, meskipun bisa saja surat itu diguna-
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kan sebagai dasar untuk mendapatkan kredit bersubsidi dari
negara. Direktorat Pendaftaran Tanah menghadapi banyak ke-
sulitan, beberapa di antaranya adalah sedikitnya dana dan
minimnya orang yang terlatih, ketidaklaziman nama diri dan
nama keluarga di Indonesia, dan konflik potensial dengan
hukum adat, misalnya tentang masalah keanggotaan keturunan
marga atau suku yang memiliki hak atas tanah. Selain itu,
proses pendaftaran itu sendiri tidak selalu memberi manfaat
bagi orang desa. Selain karena adanya biaya, baik yang formal
maupun informal, yang sebenarnya membuat petani gurem
tidak mampu melakukan pendaftaran tanah, pendaftaran itu
sendiri bisa digunakan untuk mensahkan beberapa bentuk pe-
nguasaan tanah yang sebetulnya tidak sah dan dapat membuat
para petani gurem yang buta huruf menjadi korban dari speku-
lator. Saat ini beberapa metode fotogrametri telah digunakan
untuk mempercepat proses pendaftaran dan dikatakan lebih
disukai orang karena relatif sederhana dan lebih jelas. Namun
demikian, diperkirakan bahwa hanya 60 persen dari semua
lahan pertanian bisa didaftar sampai dengan tahun 2000.9

4. TEMA-TEMA PENELITIAN YANG DISARANKAN

a) Apakah ciri-ciri utama dari sejarah perkembangan per-
tanian di berbagai daerah, baik di masa lalu maupun sam-
pai dengan saat ini, dan bagaimana keterkaitannya (positif
ataupun negatif) dengan perkembangan sektor industri?
Hal ini mencakup beberapa analisis dinamis tentang
aspek-aspek berikut:
- pola pertanian dan pola penggunaan tanah;
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- pola kepemilikan dan penguasaan tanah;
- tipe teknologi;
- koefisien-koefisien hasil produksi pertanian dan

tenaga kerja;
- kebijakan fiskal dan keuangan yang terkait dengan

pertanian;
- pola penarikan surplus agraria dari produsen lang-

sung dan penggunaan surplus itu (misalnya penggu-
naan surplus itu dalam perluasan pertanian, investasi
industri, konsumsi).

b) Bagaimanakah struktur penguasaan dan pemilikan tanah
pedesaan di berbagai daerah saat ini, bagaimana dan
mengapa struktur itu berubah, dan bagaimana struktur itu
terkait dengan distribusi akses terhadap bermacam layan-
an (layanan pertanian maupun non-pertanian, layanan
publik atau pun privat) dari luar desa?

c) Apa saja dampak dari meluasnya pertanian komoditas
ekspor dan pertanian padat modal terhadap para petani
gurem dan buruh tani upahan di sub-sektor pertanian tra-
disional?

d) Apa saja konsekuensi modernisasi di berbagai sub-sektor
yang semakin terspesialisasi dan berkembang cepat
(misalnya: peternakan) dalam kaitannya dengan masuk-
nya korporasi skala besar dan integrasi vertikal oleh indus-
tri yang semakin meningkat? 

e) Dari mana saja asal-usul para pengusaha industri di Indo-
nesia (contoh: dari keluarga petani atau tuan tanah kaya,
bisnis, latar belakang birokrasi) dan hubungan apa yang
mereka miliki dengan sektor pertanian?

f) Apa saja masalah penggunaan dan penguasaan tanah yang
terdapat dalam upaya pembukaan areal-areal baru per-
tanian menetap (dalam kaitannya dengan beberapa ham-
batan pembukaan lahan, perubahan hak tanah yang ada,
relasi antara para penduduk baru dan orang pribumi)?
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g) Dapatkah konsep “perkebunan inti” digunakan untuk me-
ngembangkan pertanian modern dan sekaligus menjamin
adanya kesetaraan antar petani dan antar sektor? Tema ini
akan melibatkan studi tentang:
- perbandingan capaian hasil, penyerapan tenaga kerja

dan penghasilan petani kebun dengan komoditi ter-
tentu yang bekerja di perkebunan mereka sendiri,
perusahaan atau milik negara, dengan sistem “perke-
bunan inti”;

- beberapa konsekuensi perubahan dari sistem sewa
tanah untuk tanam tebu di Jawa menuju sistem kon-
trak produksi dengan petani (TRI/TRIS);

- beberapa studi dan proyek percontohan riset aksi
yang ditujukan untuk menemukan bentuk-bentuk
organisasi tani yang tepat, yaitu: yang dapat men-
jamin adanya posisi tawar yang lebih baik bagi para
petani dalam sistem “perkebunan inti”.

h) Penelitian berorientasi kebijakan tentang capaian dan
masalah organisasi petani nasional (HKTI) dan kapasitas-
nya untuk melayani kebutuhan dan membela kepentingan
petani kecil dan buruh tani di sub-sektor usaha pertanian
gurem, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal.

i) Apakah polarisasi masyarakat pedesaan sudah terjadi di
seluruh atau sebagian wilayah Indonesia, jika sudah bagai-
mana dan mengapa polarisasi itu terjadi (tinjauan his-
toris)? Apa saja faktor yang menyebabkan diferensiasi dan
polarisasi yang terjadi secara cepat ataupun lambat di
banyak daerah dan sub-sektor, dan apa saja (atau apa yang
akan menjadi) konsekuensi makro-ekonomi dan sosio-
politik dari polarisasi tersebut terhadap pemerataan pem-
bangunan dan modernisasi sektor-sektor pertanian dan
industri?
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PENDAHULUAN

Perhatian akan reforma agraria kini bangkit kembali.
Modernisasi pertanian dan industri telah mendorong semakin
banyak terjadinya konsentrasi aset dan penghasilan, sementara
kondisi mayoritas penduduk tidak menjadi lebih baik, bahkan
merosot. Umumnya diakui bahwa modernisasi telah menim-
bulkan terjadinya “pertumbuhan tanpa pembangunan”, mana-
kala pembangunan dipahami sebagai meningkatnya peng-
hidupan dan kesempatan bagi semua orang. Harapan semasa
1960-an bahwa “Revolusi Hijau” akan menghilangkan keharus-
an menata struktur agraria secara mendasar telah lenyap. Jelas
bahwa proses pertumbuhan yang tidak merata telah menyertai
strategi-strategi modernisasi semacam itu dan malah memper-
besar keharusan untuk melakukan reforma agraria. Perhatian
akan reforma agraria bangkit kembali karena tekanan-tekanan
yang ditimbulkan oleh kebijakan dan strategi yang ingin dipakai
untuk menggantikan penataan struktur agraria. 

Bab ini akan dimulai dengan ulasan sekilas tentang dina-
mika landreform dan reforma agraria di Asia. Selanjutnya, kita
akan melihat latar belakang politik beberapa pelaksanaan land-
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reform, terutama akan kita lihat kondisi-kondisi yang telah
mendorong terjadinya reforma agraria semacam itu di bebera-
pa masyarakat non-sosialis. Kemudian pembahasan akan dilan-
jutkan dengan diskusi tentang reforma agraria dalam kaitannya
dengan strategi pembangunan nasional, dengan penekanan
pada beberapa masalah yang saling kontras di daerah-daerah
padat penduduk maupun jarang penduduk, dan akan dibahas
pula beberapa isu yang terkait dengan proses reforma agraria
dan organisasi produksi pasca-reforma. 

1. DINAMIKA REFORMA AGRARIA DI ASIA

Ada kecenderungan kuat untuk memandang landreform seba-
gai produk dan hasil dari intervensi rasional pemerintah yang
memberlakukan peraturan-peraturan guna menyejahterakan
kelas-kelas dan kelompok masyarakat yang tidak beruntung,
dengan cara yang bisa dikatakan memaksa, seolah landreform
memang diadakan terputus dengan dinamika masyarakatnya.
Namun, jika kita melihat realitas yang terjadi di Asia lebih dekat,
maka dinamika sosial kemasyarakatan itu sendiri yang memun-
culkan tekanan sehingga harus ditanggapi oleh pemerintah.
Bentuk-bentuk spesifik tekanan dan dukungan yang dihadapi
oleh pemerintah merupakan penentu krusial dari beragam ben-
tuk landreform dan reforma agraria yang dilaksanakan. 

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar landreform me-
mang dilakukan untuk mencegah terjadinya reforma agraria
yang lebih radikal, sebab dalam reforma agraria yang lebih
radikal struktur kekuasaan dan bentuk-bentuk organisasi poli-
tik, ekonomi, dan sosial yang menyertainya bisa saja diganti
dengan modus-modus organisasi yang dianggap lebih men-
dukung kebebasan dan demokrasi. Jadi, beberapa bentuk land-
reform memang secara historis dimaksudkan untuk menetral-
kan dan mengendalikan tekanan yang bisa menimbulkan per-
ubahan-perubahan yang mengancam posisi kaum elit (tuan
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tanah) lama dan kaum elit (industri) baru. Oleh sebab itu, land-
reform dapat bersifat kontradiktif. Di satu pihak, landreform
itu dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi petani gurem. Di
pihak lain, landreform harus mengakomodasi kepentingan
tuan tanah yang telah termodernkan dan harus menciptakan
basis kondisi untuk pertanian modern yang dinamis dan efisien,
yang menurut anggapan para elit modern akan memungkinkan
dan mendorong terjadinya proses industrialisasi dinamis. 

Sebagian besar landreform yang terjadi di Asia era 1950-
an dan 1960-an adalah untuk memenuhi kepentingan pemerin-
tah mencegah semakin besarnya tekanan yang bisa mengantar
kepada terjadinya reforma agraria yang lebih radikal, seperti
yang terjadi di Cina daratan. Jadi sebagian besar reforma
agraria itu telah mengkompromikan tekanan para petani peng-
garap di satu pihak, dan kepentingan para tuan tanah yang
sedang menjadi modern, para petani menengah atas yang kaya,
dan para pengusaha industri di pihak lain. Hasilnya adalah se-
perangkat landreform yang dalam praktik aktualnya diilhami
oleh keperluan untuk mempertahankan dan menaikkan efisien-
si produksi, dan sedikit saja perangkat landreform itu mengu-
rangi bentuk-bentuk penguasaan tanah tidak produktif guna
memuluskan jalan kepada pertumbuhan pertanian. Sebagai
akibatnya, aturan main yang berlaku adalah tidak dilibatkannya
kaum tak bertanah sebagai pihak-pihak yang mendapatkan
tanah dari landreform itu, sebab dianggap berlawanan dengan
tuntutan efisiensi yang produktif. Sebagai dampak dari jenis
reforma yang dilakukan itu, yang hanya menganggap pertanian
keluarga sebagai satu-satunya alternatif yang layak diambil,
maka segera setelah reforma itu dilakukan, mulai terjadilah
proses marjinalisasi yang kemudian berlangsung besar-besar-
an. Akibatnya, banyak petani kecil dan penggarap harus me-
ninggalkan pertanian. Eksodus mereka sejalan dengan strategi
pembangunan nasional yang direncanakan oleh kaum elit,
yaitu: mendasarkan strategi industrialisasi di atas ketersediaan
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tenaga kerja murah. 
Akhir 1960-an dan pada 1970-an industrialisasi tumbuh

dengan pesat dan semakin besar perhatian dicurahkan untuk
memaksimalkan produktivitas pertanian. Dapatlah dilihat
bahwa pada tahun-tahun itu perhatian akan landreform di
kalangan kaum elit pertanian maupun elit industri cenderung
menurun. Terjadi juga beberapa perubahan kualitatif dalam
relasi antara negara dan kaum petani gurem. Sebagaimana
diketahui, ada kecenderungan umum di antara pemerintahan-
pemerintahan di seluruh Asia untuk semakin ketat mengenda-
likan kaum tani gurem, agar bisa dipastikan bahwa peran mere-
ka dalam proses pembangunan nasional sudah sesuai dengan
rencana dan program pemerintah. Dengan semakin besarnya
kontrol pemerintah, golongan miskin dan kaum tani gurem
semakin dipersulit untuk secara terbuka menemukan dan
mengartikulasikan kebutuhan dan masalah mereka, serta untuk
menekan pemerintah agar menerima tuntutan mereka yang
memang sah. Meskipun tekanan-tekanan yang menguat untuk
mengubah pengetatan kontrol itu tidak mudah dikenali, tetapi
bukti objektif tentang terjadinya marjinalisasi dan kemiskinan
massal sudah sedemikian nyata, sehingga dengan masalah sebe-
sar itu banyak pemerintahan merasa bahwa waktunya telah tiba
untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang diakibatkan
oleh ketimpangan pertumbuhan dan keresahan agraria yang bisa
saja menjadi tidak terkendali di masa depan. Tantangan besar
yang sekarang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana
memecahkan kebuntuan itu dan mengambil langkah yang bisa
memastikan bahwa persoalan pertumbuhan bisa dibuat sejalan
dan saling mendukung dengan tuntutan pemerataan. 

2.ASPEK POLITIK REFORMA AGRARIA

Bagian ini secara singkat membicarakan beberapa aspek politik
reforma agraria, yakni: kondisi-kondisi yang mendorong ter-
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jadinya reforma agraria, identifikasi kelompok-kelompok yang
mendukung dan menentang reforma agraria, beberapa hal khu-
sus dalam kasus Indonesia, dan beberapa permasalahan dalam
implementasinya.

Kondisi- kondisi yang mendorong terjadinya reforma agraria
Membicarakan reforma agraria secara politis di negara-negara
Dunia Ketiga berarti membahas suatu fenomena yang kom-
pleks. Meskipun kompleksitas fenomena itu jelas bergantung
pada jenis reforma agraria yang diimplementasikan — bervariasi
dari peraturan bagi hasil hingga pemecah-mecahan tanah per-
tanian luas. Pada banyak kejadian, fenomena itu melibatkan
terjadinya suatu transformasi besar dalam hal posisi relatif dari
kelas-kelas sosial di masyarakat, baik dalam hal kedudukan
sosial, politik dan ekonomi. Secara normatif, reforma agraria
diupayakan mampu membangun relasi-relasi sosial yang lebih
setara, adil dan demokratis dalam masyarakat pedesaan, misal-
nya untuk menghilangkan posisi dominan para tuan tanah
besar latifundista di Amerika Latin, para zamindar di India,
para tuan tanah besar, para petani di daerah padat penduduk
Jepang, dan untuk menaikkan posisi kaum petani kecil: petani
gurem, petani penggarap, penggarap bagi hasil, dan kadang
juga kaum tidak bertanah. Dalam kondisi sebagian besar negara
di Dunia Ketiga, jelaslah bahwa perubahan masyarakat pedesa-
an yang disebabkan oleh reforma agraria telah melahirkan
implikasi-implikasi yang jauh melampaui masalah relasi pe-
desaan. Dengan mengukur implikasi-implikasi itu terhadap
struktur utuh masyarakatnya, maka reforma agraria pasti
berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Hal ini terlihat sangat jelas, misalnya dalam motif-motif yang
seringkali ditemukan dalam reforma agraria, seperti keinginan
untuk memperkuat negara dengan menyingkirkan kekuasaan
kelas tuan tanah atas negara (Iran, Peru) atau untuk menghi-
langkan relasi “feodal” di masyarakat. Tujuan besar lain refor-
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ma agraria biasanya adalah keinginan untuk mempercepat per-
kembangan industri dengan perluasan pasar dalam negeri, pro-
duksi input pertanian bagi penduduk kota dan industri, pengu-
rangan penggunaan devisa negara yang biasanya digunakan
untuk mengimpor makanan, dsb. 

Apabila demikian, pada kondisi-kondisi seperti apakah
reforma agraria dilaksanakan? Secara skematis, terdapat kom-
binasi dari beberapa kondisi berikut. Secara internal, terdapat
banyak ketidakmerataan dalam hal pemilikan tanah dan tingkat
penghidupan. Ketimpangan itu telah mendorong terjadinya
protes petani berulang-ulang atau bisa juga dianggap dapat
membangun keadaan kondusif bagi terjadinya protes semacam
itu, yaitu suatu situasi yang ‘rentan’ terhadap penetrasi dan aksi
organisasi-organisasi kiri radikal. Sebuah masyarakat atau
negara bisa saja memiliki kedekatan wilayah dengan daerah
atau negara lain di mana kondisi-kondisi tertentu telah menye-
babkan terjadinya kerusuhan atau pergolakan revolusioner
(misal: Indo-Cina, Cina daratan, Kuba). Kedekatan semacam itu
cenderung membuat pemerintah dan politisi sangat berhati-
hati terhadap risiko membiarkan kondisi yang ada tetap seperti
itu. Kombinasi dari kondisi-kondisi yang sudah bertenaga men-
dobrak ini diperkuat pula oleh beberapa kondisi lain, yaitu ter-
utama meningginya kesadaran di kalangan kelompok-kelompok
profesional, politisi dan industri bahwa proses pembangunan
nasional telah dihambat oleh kegagalan para tuan tanah mem-
pergunakan sumberdaya mereka secara produktif, karena lebih
menekankan pada keamanan diri, tujuan spekulasi atau mem-
pertahankan status mereka. Kadang pemerintah dan perencana
menjadi sadar akan pentingnya reforma agraria karena adanya
tuntutan untuk melakukan industrialisasi produk-produk subsi-
tusi impor, juga kadang karena tuntutan industri ekspor.

Strategi ketiga terkait dengan negara dan proses politik
yang berlangsung. Di sini kita menemukan dua kasus di mana
reforma agraria —terutama sebagai bagian dari revolusi sosial
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yang lebih luas—menjadi mungkin dilakukan karena melemah-
nya aparat negara, termasuk militer (contoh: Meksiko dan
Bolivia). Dalam kedua kasus itu rezim berkuasa memang me-
lakukan reforma agraria untuk memperkuat posisi mereka dan
negara dengan bantuan golongan petani, dan ditujukan untuk
melawan kelas tuan tanah (contoh: Filipina, Iran). Dalam peng-
alaman pelaksanaan reforma agraria, peran penting dimainkan
oleh politisi kota yang tema-tema kampanyenya dan konflik
yang ditimbulkannya ‘merembes’ ke kalangan petani kecil (con-
toh: di Meksiko, Venezuela). 

Terakhir, memang ada ‘faktor eksternal’, terutama per-
tarungan hegemoni dunia antara AS dan Uni Soviet di tahun-
tahun belakangan ini. Dalam reforma agraria yang dilakukan di
Jepang, Korea dan Taiwan, ketakutan akan masuknya komunis
dan revolusi sosial jelas merupakan salah satu dari motif pen-
ting yang mengilhami pemerintah nasional negara-negara itu
dan kaum elitnya untuk melakukan tindakan pencegahan.
Negara-negara besar itu pula yang memainkan peran krusial
dalam Kennedy’s Alliance for Progress untuk wilayah Amerika
Latin sehingga mendatangkan dukungan AS untuk reforma
agraria yang dilakukan di Cile (1964-1970), Peru, dan Venezuela
dan juga untuk melawan pemerintahan Allende ketika dia se-
dang mengarahkan Cile menuju sosialisme. Faktor-faktor
eksternal mungkin hanya memainkan peran kecil dalam refor-
ma agraria yang dilaksanakan di Bengala Barat dan Kerala,
meskipun pemerintah kedua negara bagian itu Marxis. Namun
demikian, faktor eksternal itu yang mengintervensi pelak-
sanaan reforma agraria di Diem, Vietnam Selatan. Oleh karena
itu, sebenarnya reforma agraria bisa berfungsi sebagai ‘senjata’
dalam pertarungan internasional. Aspek ini harus dibedakan
dari peran beberapa perusahaan multinasional yang juga ber-
usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari
reforma agraria, dengan syarat reforma agraria itu diasosiasi-
kan dengan kebijakan keuangan dan teknis yang mengarahkan
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untuk kepentingan itu, dan pemerintah nasional tidak menggu-
nakan peningkatan permintaan input pertanian sebagai basis
industri domestik baru (seperti di Taiwan). 

Reforma Agraria: Pendukung dan Penentangnya
Mari kita mulai dengan mengidentifikasi beberapa tipe rezim
yang mensponsori reforma agraria. Hal ini akan membantu kita
memahami golongan mana saja yang cenderung mendukung
dan kelompok apa yang cenderung menentang reforma agraria.
(i) Rezim militer progresif (Mesir, Panama, Peru); aliansi

kaum militer, kaum profesional dan pengusaha industri
progresif dengan dukungan rakyat mengimplementasikan
sebuah reforma agraria radikal dengan menyingkirkan
kelas tuan tanah dan meredistribusikan tanah pertanian
mereka kepada kaum tani gurem, yaitu dengan cara mem-
beli tanah itu dari kelas tuan tanah. 

(ii) Kombinasi kekuatan lokal dan tentara pendudukan (Je-
pang, Korea, Taiwan): dengan bantuan dan atas tekanan
pemerintah AS otoritas lokal mengimplementasikan se-
cara drastis suatu bentuk reforma agraria, yaitu redistri-
busi tanah milik para tuan tanah besar yang luasnya
melebihi batas maksimum kepada petani penggarap atau
penggarap bagi hasil, dengan membayar kompensasi kepa-
da tuan tanah itu. 

(iii) Otokrasi yang berusaha melakukan modernisasi (Iran di
bawah Shah); suatu monarki yang mengimplementasikan
reforma agraria dengan bantuan militer, pegawai negeri
dan golongan petani kecil. Reforma itu dilakukan pertama-
tama atas tanah-tanah pertanian kerajaan dan kemudian
tanah kelas tuan tanah (di desa-desa). Kaum pemilik tanah
diberi kompensasi.

(iv) Revolusi sosial (Meksiko, Bolivia); sebuah aliansi yang ter-
diri dari kaum profesional kota, politisi dan massa petani
bersenjata menduduki hacienda dan melakukan reforma
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agraria sebagai bagian dari revolusi sosial. Kelas tuan
tanah disingkirkan dan tanah mereka disita.

(v) Reforma agraria di bawah demokrasi parlementer (India,
Venezuela, Cile, Siria dan Irak); dengan bantuan satu par-
tai dominan atau suatu aliansi partai politik yang menjadi
mayoritas di parlemen, reforma agraria dilakukan dengan
bantuan beberapa organisasi tani yang terkait dengan par-
tai-partai, sedangkan tuan tanah mendapatkan kompen-
sasi (separuh). 

Dengan demikian, jelaslah bahwa rezim-rezim yang me-
lakukan reformasi sangat bermacam-macam dan beragam pula
jenis-jenis kelompok yang mendukung reforma agraria. Kita
dapati keterlibatan militer, pegawai negeri, kaum profesional
dan intelektual, beberapa sektor komunitas bisnis yang ber-
usaha mendapatkan keuntungan dari reforma (karena mereka
memproduksi barang konsumsi pokok, input pertanian, dsb.).
Selain itu terlibat pula para buruh kota dalam sektor informal
maupun formal dan tentu saja terlibat juga golongan petani
kecil. Dalam hal ini maka penting untuk dicatat bahwa bebera-
pa bagian tertentu kelas tuan tanah juga mendukung reforma
agraria, asalkan reforma itu melindungi perkebunan modern
mereka dari pengambilalihan dan hanya menyentuh sektor per-
tanian tradisional yang stagnan.

Dalam kampanye yang dilakukan sebelum dilaksanakan-
nya reforma agraria, seringkali para tuan tanah diisolasi dan
melakukan pertahanan diri. Ketegasan kelompok pemimpin di
tahap awal ini, bersama dengan besarnya dukungan publik di
belakang rencana-rencana reforma agraria sangatlah menentu-
kan bagi proses selanjutnya. Ketika menghadapi reforma yang
segera akan dilaksanakan, seringkali para tuan tanah menjual
tanah mereka di bawah harga pasar, atau membagi-bagikan
tanah mereka di antara para kerabat mereka untuk menghin-
dari reforma. Apabila tindakan terakhir ini tidak ‘dihukum’
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maka proses reforma selanjutnya akan menjadi lemah. Bebe-
rapa kelompok keagamaan kadang cenderung membela para
tuan tanah (seperti di Iran) tetapi perlawanan kelompok ke-
agamaan itu seringkali bisa diatasi. 

Basis politik perkotaan dari salah satu tipe reforma agraria
(tipe i hingga iii) dibentuk oleh beberapa kelompok yang diaso-
siasikan dengan negara, yaitu: militer, perencana, pegawai
pemerintah, dan kaum profesional. Akan tetapi, penelitian me-
nunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu bertindak kuat men-
dukung landreform, bahkan ketika proses implementasi refor-
ma itu sulit, jika latar belakang dan kepentingan mereka tidak
bergantung pada kelas tuan tanah. Terlebih, kelompok-kelom-
pok ‘teknokrat-profesional’ itu membutuhkan dan mencari du-
kungan petani selama proses reforma agraria. Namun, mereka
mendukung reforma dengan cara yang membuat mereka bisa
mengendalikan reforma itu dari atas. Dalam beberapa reforma
demokratis maka golongan petani gurem memainkan peran
yang lebih besar. 

Peran politik golongan petani gurem dalam reforma agraria
Jelaslah, bahwa golongan petani memang memainkan peran
yang strategis jika mereka menjadi ‘kelompok target’ reforma
agraria. Dalam banyak kasus (seperti di India, Peru, Bolivia)
perlawanan petani, sebagaimana disebutkan terdahulu, meru-
pakan faktor utama yang membuat kondusif terlaksananya
reforma agraria. Kadangkala, beberapa organisasi tani memang
terlibat dalam persiapan dan perencanaan landreform (contoh:
di Venezuela, Cile). Di kesempatan lain, organisasi-organisasi
itu terlibat di sektor-sektor baru atau dalam kelembagaan pe-
rencana atau pelaksana berbasis produk pada masa pasca-refor-
ma. Jarang terjadi bahwa kaum tani itu diorganisasikan ‘dari
atas’ dalam serikat tani, persatuan atau asosiasi tani atas dasar
inisiatif dari lingkaran pemerintahan, partai politik atau kelom-
pok lain (di Taiwan, Meksiko, Cile) dan seringkali kaum tani itu
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terorganisasi dalam koperasi produksi atau koperasi jasa (di
Taiwan, Cile, Peru). Dengan kata lain, kaum tani berpartisipasi
dalam fase sebelum maupun fase sesudah reforma agraria.
Dalam fase setelah reforma, kadangkala bentuk perpecahan
lama maupun baru di kalangan petani kecil membuat mereka
merasakan perbedaan antara mereka yang mendapatkan tanah
dari reforma dan mereka yang tidak mendapatkan tanah —
yaitu, mereka yang tanahnya sangat sempit dan para buruh tak
bertanah (seperti di Bihar, Cile, Peru). Perpecahan semacam itu
memunculkan peluang untuk memecah-belah dan menguasai
golongan petani kecil dan membuat organisasi tani kesulitan
mengembangkan dan mempertahankan landasan kepentingan
yang sama. Hal ini amat disayangkan karena penyediaan
layanan teknis dan keuangan dalam periode pasca-reforma se-
ringkali tidak menentu dan para petani harus bertarung untuk
memperebutkan alokasi dana, waktu dan personil yang me-
madai (misal di Meksiko, Bolivia). 

Masalah kedua yang seringkali mengemuka dalam reforma
agraria adalah kaum tani gurem mungkin dibebaskan dari
penindasan tuan tanah, tetapi hanya untuk menghadapi para
penggantinya, yaitu: pegawai pemerintahan paternalistik dan
intervensionis dan para perencana dari instansi pemerintah
yang berusaha mengendalikan setiap gerakan petani, termasuk
dalam hal perencanaan produksi, skema keuangan dsb. (seper-
ti di Taiwan), atau dengan menggunakan kebijakan penetapan
harga dan pungutan pajak yang menindas petani sehingga
menghabiskan apapun yang diperoleh dari proses produksi (di
Korea dan Taiwan). Di sini, sekali lagi organisasi tani yang inde-
penden bisa memainkan peran yang penting. Independensi se-
macam itu bisa hilang dalam beberapa sistem representasi dan
partisipasi seperti yang ada di sistem korporatis Meksiko.
Dalam sistem itu, organisasi petani dikaitkan secara vertikal
kepada negara dan dijadikan ‘partner’ dalam perencanaan dan
pengawasan kebijakan pertanian, sehingga pudarlah sifat keter-
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wakilan dan kemerdekaannya di hadapan negara yang memang
menjauhkan organisasi-organisasi itu dari basisnya. 

Beberapa sistem pertanian ‘ganda’ muncul setelah dilaku-
kannya reforma agraria di beberapa negara tertentu (misal: Boli-
via, Cile, Meksiko), yaitu: sektor pertanian skala kecil yang seba-
gian besar memang stagnan, sebab hanya memproduksi pangan
untuk pasar lokal dan pencadangan tenaga kerja bagi sektor lain,
yakni sektor korporasi yang memproduksi baik bahan pangan
maupun industri. Hal ini setidaknya merupakan dampak dari
kenyataan bahwa golongan petani kecil memang dibiarkan tidak
mampu untuk membuat dirinya didengarkan dan tidak mampu
untuk menuntut bantuan kredit, bantuan teknis, dst. yang seha-
rusnya didapatkannya. Petani yang harus bergantung pada ke-
baikan hati para perencana dan pegawai pemerintahan memang
hanya memiliki status sebagai penerima sepetak tanah berkat
adanya reforma agraria, tetapi mereka dibiarkan tanpa sumber-
daya yang diperlukan untuk memanfaatkan petak tanahnya.

Organisasi-organisasi non-pemerintah dan media massa dalam proses
reforma agraria
Pengalaman membuktikan bahwa penyiapan suatu proses
reforma agraria merupakan sebuah tahapan kritis dan membu-
tuhkan perencanaan yang hati-hati. “Menciptakan iklim yang
kondusif bagi pelaksanaan reforma agraria” lewat media massa,
debat, seminar, pemberitaan publik dan demonstrasi terbukti
cukup penting. Perguruan tinggi dan pusat penelitian, lembaga-
lembaga publik dan privat yang bertindak sebagai sumber infor-
masi dan pusat diskusi telah memberikan kontribusi besar pada
tahap-tahap awal, dan pada tahap selanjutnya berfungsi sebagai
pusat evaluasi dan penyuluhan. Partai-partai politik seringkali
memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan dan
perhatian publik terhadap reforma agraria, bersama-sama de-
ngan serikat buruh dan beberapa serikat pekerja perkotaan.
Peran yang sama juga dilakukan oleh organisasi-organisasi
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keagamaan, kelompok profesional dan asosiasi-asosiasi lain-
nya, meskipun beberapa kelompok penentang juga bisa bersatu
di tahap itu (dalam hal legislasi harus melewati prosedur par-
lementer) dan menekan untuk dipilihnya suatu versi lunak atur-
an reforma agraria. 

Semakin lamban dan semakin birokratis proses reforma
agraria, maka semakin mudah bagi kelompok penentang untuk
menyabot proses itu dan membuatnya terhenti. Selama periode
itu, organisasi-organisasi non-pemerintah, termasuk juga par-
tai dan serikat buruh sering menjadi alat pengawasan yang kuat
terhadap terlaksananya program-program untuk publik dan
membantu mengatasi oposisi terhadap reforma. Dalam hal ini,
menarik perhatian secara khusus melalui pers dan media massa
menjadi sangat penting, asalkan pers dan media itu cukup be-
bas untuk melakukan kerjanya secara independen (sebagai-
mana ditunjukkan oleh pengalaman di sebagian besar negara). 

Situasi-situasi pasca-reforma: Kaum Elit Bertanah
Mari sekarang kita melihat apa yang terjadi pada kaum elit
bertanah di situasi pasca-reforma. Situasi itu tergantung
utamanya pada (a) watak para elit itu sendiri, dan (b) sifat dan
seberapa jauh jangkauan reformanya. Kaum elit itu terdiri dari
beberapa tipe, dan setiap tipe mempengaruhi berkembangnya
situasi pasca-reforma dengan cara yang berbeda: 
(i) kaum elit yang tanahnya sangat luas dan berproduksi untuk

pasar (misal: para pemilik Latifundia di Amerika Latin);
(ii) orang kaya bertanah (seringkali merupakan absentee)

(misal: zamindar di Asia Selatan);
(iii) tuan tanah kecil (absentee atau bukan) yang termasuk

golongan petani kaya (misal: tipe kulak di beberapa tem-
pat di Asia Tenggara dan Asia Timur).

Tipe-tipe di atas secara berbeda-beda memang terintegrasi
ke dalam pasar kapitalis dan memiliki akses kepada sumber
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penghasilan non-pertanian (contoh: perdagangan, lintah darat,
“pertanian tanpa tanah”, profesi-profesi lain, dsb.) dan faktor-
faktor tersebut mempengaruhi situasi mereka setelah reforma.
Beberapa di antara kaum elit itu bisa menyesuaikan diri relatif
cepat terhadap situasi baru dan mengkonsolidasikan posisi me-
reka di beberapa sektor atau aktivitas ekonomi di luar kepemi-
likan tanah (seperti di India, Taiwan, Pakistan, Punjab). Bebe-
rapa lainnya —karena lebih feodal—terdisorientasi dan menjadi
bagian dari orang kaya yang turun kelas, dan beralih kepada
pekerjaan-pekerjaan profesional perkotaan. Hal itu tergambar
jelas dalam kasus beberapa zamindar di Bengala dan Bihar
(India), dan sangat sedikit terjadi pada tuan tanah di Meksiko. 

Landreform bisa bermacam-macam berdasarkan skala-
nya, mulai dari landreform yang bersifat “komprehensif/penyi-
taan” hingga landreform yang diarahkan untuk “memecahkan
masalah-masalah yang terbatas” dan untuk memberikan kom-
pensasi atau ganti rugi kepada pemilik tanah lama. Jelas bahwa
variasi-variasi itu memberikan hasil-hasil yang berbeda. Dalam
beberapa kasus, seperti di Filipina dan Bolivia, para tuan tanah
gulung tikar sendiri (bahkan sebelum landreform) dan beralih
ke usaha pemeliharaan ternak yang lebih menjanjikan, sehing-
ga membuat jalan landreform menjadi lebih mudah. 

Dalam kasus reforma komprehensif/sita, para tuan tanah
lama tidak memiliki pilihan lain kecuali masuk ke dalam bebe-
rapa aktivitas ekonomi lain. Dalam banyak kasus mereka dipak-
sa secara fisik untuk meninggalkan tanah pertanian mereka. Hal
itu terjadi di Cina, Vietnam, dan juga di beberapa daerah di India
(Maharastra, Tamilnadu, dll.) pada tingkatan tertentu, dan di
Peru. Jika reforma yang dilakukan meliputi beberapa bidang
selain sekedar redistribusi (kredit, penyediaan input, pemasar-
an, dsb.) maka kaum elit lama memiliki lebih sedikit peluang
untuk memperkuat diri dibandingkan apabila reforma hanya
terbatas hanya pada bidang redistribusi. Akan tetapi, juga di
kasus semacam itu, seperti di Meksiko, para tuan tanah lama
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cenderung beralih ke area aktivitas yang jauh dari pertanian.
Jika landreform dibatasi pada reforma sistem penyakapan

(tenancy reform), maka para tuan tanah cenderung menjadi
petani kapitalis yang tipenya Junker (sebagaimana di Jerman di
akhir abad ke-19), seperti terjadi di beberapa daerah di India
dan Pakistan. Jika isunya adalah antara pemaksaan batas atas
dari luas tanah yang boleh dimiliki dan redistribusi kelebihan
tanah saja, para elit tuan tanah lama kadang tetap melakukan
praktik lama mereka di tanah mereka yang tersisa, kadang juga
mereka memodifikasi modus operandi dan mengubah diri
mereka menjadi tipe Junker atau kulak (contoh: Cile tahun
1973). Seringkali mereka mencoba masuk ke dalam beberapa
dimensi kehidupan dan ekonomi pedesaan (misal: perbankan
dan perdagangan) seperti yang terlihat di kasus India, Filipina,
Jepang dan Kolombia. Jika landreform didasarkan pada pem-
berian kompensasi kepada tuan tanah lama, maka salah satu
dari hal-hal berikut telah terjadi: a) jika kompensasinya dalam
bentuk tunai, maka para tuan tanah memiliki beberapa pilihan:
konsumsi barang untuk pamer, investasi, dst. Kedua hal itu
telah ditemukan di beberapa daerah India, Mesir dan Taiwan.
b) Jika kompensasinya dibayar dengan surat utang jangka pan-
jang, maka beberapa instrumen fiskal bisa digunakan negara
untuk membiayai aktivitas negara itu sendiri (investasi, pe-
ngembangan infrastruktur, dsb.). Hal itu diilustrasikan dengan
bentuk pembangunan yang terjadi misalnya di Taiwan. Namun,
ada juga beberapa kasus yang berlawanan dengan peluang itu,
yaitu ketika sumberdaya yang tersedia bagi negara tidak digu-
nakan secara optimal untuk tujuan produktif, seperti di Jepang
dan Peru. Hal ini membuat negara (dan kadang para tuan tanah
lama) meregulasi investasi untuk beberapa sektor ekonomi ter-
tentu, seperti di Korea Selatan dan Peru. Sebagai hasilnya, maka
kompensasi kapital diinvestasikan dalam beberapa sektor
ekonomi, misalnya: pertanian (seperti di Punjab), industri (se-
perti di Korea, Taiwan, Iran) dan transportasi (seperti di Cina).

R E F O R M A A G R A R I A -  T I N J A U A N K O M P A R A T I F

53



Investasi ke sektor perkotaan non-produktif seperti perfilman,
spekulasi, dll. (contoh di Bihar) juga terjadi. 

Ragam respon para tuan tanah lama terhadap situasi baru
juga dikondisikan oleh hal-hal berikut: a) apakah ekonomi se-
cara keseluruhan dan sektor-sektor tertentu di dalamnya stag-
nan atau dinamis; dan b) nilai sosial apa yang ada pada kepemi-
likan tanah dalam hal prestise, kekuasaan, dst.

Dalam kasus manapun, atas dasar pengalaman historis di
beberapa negara (misal di Jepang, Korea, Taiwan dan Meksiko),
bisa dikatakan bahwa para bekas tuan tanah itu umumnya telah
mendamaikan dirinya terhadap situasi yang telah berubah.
Dalam beberapa kasus (seperti di Cile) mereka mencoba beber-
apa metode (aksi perlawanan keras hingga penyabotan ter-
hadap reforma lewat bermacam lingkaran ekonomi, sosial,
keagamaan dan politik yang bisa mereka akses) untuk memba-
lik atau memperlemah reforma. Akan tetapi, umumnya yang
paling kerap terjadi adalah para tuan tanah sebagai kelas sudah
lenyap, meskipun beberapa satuan keluarga seringkali terus
menduduki beberapa posisi berpengaruh dalam birokrasi
negara, perbankan, dan dalam beberapa profesi. Namun, usaha
pengawasan oleh para petani penerima tanah dan negara ter-
hadap kegiatan para bekas tuan tanah membantu dalam
mencegah penyabotan reforma agraria. 

3. REFORMA AGRARIA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
NASIONAL

Mengapa Reforma Agraria perlu Dilakukan?

Kebutuhan untuk dilaksanakannya landreform didasarkan
pada adanya bentuk-bentuk kepemilikan tanah yang memba-
tasi akses, seiring dengan kondisi-kondisi timpang yang meng-
atur sistem penguasaan tanah. Relasi-relasi itu menjadi kontra-
produktif ketika gagal memenuhi tuntutan efisiensi produktif
dan norna-norma keadilan distributif dalam masyarakat seka-
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rang. Tujuan-tujuan efisiensi produktif secara integral memang
terkait dengan persoalan pemerataan ketika ditinjau dengan
menggunakan perspektif yang tepat mengenai pembangunan.
Hal itulah yang terjadi di beberapa negara berkembang berpen-
duduk padat yang ingin melakukan transformasi perekonomian
dan masyarakatnya secara cepat dan terencana. 

Sebagai aset sosial, maka tanah memiliki dua fungsi kru-
sial: 1) untuk memungkinkan dilakukannya produksi pertanian,
dan 2) untuk memberikan lapangan kerja yang menghasilkan
bagi sebagian besar masyarakat. 

Namun demikian, tanah merupakan sumber yang relatif
terbatas ketersediaannya terutama di beberapa daerah padat
penduduk seperti di sebagian besar Asia. Harus dicatat pula bah-
wa negara-negara itu telah menikmati investasi terhadap tanah
secara terbatas sebagai akibat dari penjajahannya di masa lalu.
Lebih jauh lagi, penguasaan terhadap tanah yang penting untuk
kegiatan subsistensi ini sangat terkonsentrasi. Konsentrasi pe-
nguasaan tanah adalah akibat dari proses historis jangka panjang
yang diiringi oleh tumbuhnya pengaturan tradisional tentang
relasi-relasi sewa atau bagi hasil dan buruh upahan, di mana
lewat pengaturan dan relasi inilah kelas tuan tanah menguasai
surplus yang dihasilkan dari golongan petani kecil tersebut.

Tercatat pula bahwa distribusi tanah yang tidak merata itu
bersandingan dengan ketimpangan, bukan hanya dalam hal
pendapatan dari usaha pertanian intensif seperti pertanian
komoditas ekspor, tetapi juga dalam hal pendapatan dari akti-
vitas seperti peternakan sapi, pemeliharaan bebek, peternakan
ayam, dll. Yang tidak terlalu membutuhkan lahan luas, dan juga
dalam hal sumber pendapatan non-pertanian lainnya. Hubung-
an antara akses terhadap tanah dan sumber-sumber non-tanah
dan terhadap distribusi pendapatan disajikan secara diagrama-
tik di Gambar I.
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I = Petani besar/pemilik tanah luas

II = Petani menengah

III = Petani kecil

IV = Buruh tani tak bertanah

Pada masa sekarang ini, beragam mekanisme kontrol telah
muncul yang menggantikan atau memperkuat modus tradisio-
nal penguasaan tanah. Mekanisme-mekanisme itu muncul dari
kekuasaan beberapa orang terhadap pasokan kredit — yang
digunakan untuk produksi maupun konsumsi, termasuk kon-
sentrasi penguasaan input, jaringan pemasaran serta fasilitas
pengolahan produk pertanian yang terjadi dalam skala yang
besar. Misalnya, terlihat jelas bahwa di banyak negara Asia pen-
jualan produk rumah tangga petani gurem diikat oleh pinjaman
yang diberikan di awal masa tanam. Jelas terlihat juga bahwa
pinjaman konsumsi bisa dibayar petani gurem dengan bekerja
di tanah pertanian milik tuan tanah dengan upah di bawah upah
pasar. Terdapat beberapa contoh tentang pengupahan tenaga
kerja untuk kerja panen padi yang terikat pada kerja tanpa upah
selama penanaman, pembenihan, dst. seperti sistem gama di
Filipina dan ceblokan/kedokan di Jawa. 

Ketimpangan distribusi tanah secara tradisional dan
mekanisme-mekanisme modern penguasaan tenaga kerja dan
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pasar bukan hanya menyebabkan terjadinya peningkatan
ketimpangan pendapatan, tetapi juga menimbulkan disinsentif
yang menurunkan pertumbuhan produksi petani kecil. Reforma
agraria komprehensif yang ditujukan untuk menurunkan
tingkat ketimpangan kotor (gross inequality) harus diberikan
prioritas tinggi atas dasar pertumbuhan dan pemerataan. 

Beberapa masalah khusus landreform di daerah-daearah yang padat
maupun dan daerah jarang penduduk
Tuntutan dan masalah landreform di daerah padat penduduk
seperti halnya di sebagian besar wilayah Asia sangatlah berbeda
dengan daerah-daerah yang berpenduduk relatif jarang seperti
di beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin. Dalam kaitan-
nya dengan daerah padat penduduk, inti permasalahan adalah
terlalu banyak orang yang berusaha bertahan hidup di tanah
yang terlalu sempit. Luas rata-rata tanah pertanian yang bisa ter-
sedia bagi satuan rumah tangga yang menggantungkan hidup-
nya pada tanah, termasuk petani tak bertanah dan buruh, sete-
lah dilakukannya redistribusi pemerataan tanah, bisa menjadi
terlalu kecil untuk mendukung hidup sebuah keluarga. Di pihak
lain, mencari pemecahan bagi masalah pelik “fragmentasi vs. via-
bilitas” dengan diterapkannya suatu “batas bawah” kepemilikan
tanah pertanian lebih sering membuat sejumlah besar petani
miskin tersingkir dari pertanian itu sendiri. Pembenaran untuk
suatu distribusi tanah yang lebih egaliter memang terdapat pada
fakta bahwa akses ke sumberdaya harus diperluas dan posisi
tenaga kerja produktif harus dibuat lebih aman dan diberi ke-
kuatan tawar yang cukup untuk mendinamisasi perekonomian.

Daerah yang kurang padat atau daerah jarang penduduk
memiliki tuntutan dan masalah landreform-nya sendiri. Oleh
karena kepadatan populasi rendah seringkali terdapat di daerah-
daerah yang kapasitas produksi tanahnya rendah, maka tekanan
populasi/tanah di daerah semacam itu bisa mencapai batas kri-
tis meskipun populasinya jelas-jelas kecil. Tekanan yang lebih
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berat terhadap tanah di situasi semacam itu menjadi problema-
tik bagi tanah itu sendiri, bagi penduduk lokal atau untuk kedua-
nya. Kasus yang paling umum melibatkan para peladang berpin-
dah yang membutuhkan dan menggunakan tanah yang luas.
Kondisi semacam itu seringkali disalahpahami atau sengaja
tidak diindahkan baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok-
kelompok yang memiliki persaingan kepentingan atas tanah.
Contoh terkenal kasus itu menyangkut beberapa kelompok suku
lembah Amazon. Dalam kasus Indonesia, beberapa contoh prob-
lematik terjadi di antara suku dan etnik minoritas di pulau-pulau
luar Jawa. Dalam kasus semacam itu, kebutuhannya adalah
mempertimbangkan antara pilihan untuk menaikkan produkti-
vitas tanah setinggi mungkin dengan industri ekstraktif,
dihadapkan dengan pilihan untuk mendukung penyediaan lahan
bagi sejumlah besar orang yang melakukan sistem pertanian tra-
disional (termasuk juga pertanian komersil). 

Dalam konteks itu bisa dicatat bahwa perkebunan memiliki
posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan-
perusahaan perkebunan menguasai tanah yang sangat luas, dan
tidak tunduk pada pembatasan apapun dalam hal luas pemilikan
tanah dan memang relatif bebas dari banyak alat kontrol sosial
lain yang diinginkan. Untuk membuat reforma agraria kompre-
hensif maka kita harus memperhitungkan beberapa aturan
berikut agar bisa lepas dari “sistem ganda” jahat yang masih
terus berlaku di Indonesia: (i) kontrol atas luasan tanah lewat
pembatasan maksimal berdasarkan jenis tanaman yang dita-
nam; (ii) pembatasan kontrol monopoli atas perkebunan; (iii)
dibukanya pembagian saham dalam perusahaan dan kelompok-
kelompok usaha yang dilindungi dengan ketat; (iv) dijaminnya
partisipasi penduduk lokal yang terkena dampak pengembangan
perkebunan di areal-areal baru, dalam hal pembagian saham,
kontrol dan kesempatan kerja. Berbagai upaya harus dikerahkan
untuk mengembangkan perkebunan yang berbasis koperasi de-
ngan dibantu oleh aturan dan regulasi yang memihak.
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Beberapa hubungan intersektoral dan intrasektoral
Permasalahan pada surplus populasi seperti disebut di bagian
sebelumnya menunjukkan pentingnya terjalin hubungan inter-
sektoral dan integrasi landreform secara tepat ke dalam strate-
gi pembangunan keseluruhan. Peningkatan jumlah surplus po-
pulasi harus diserap secara bertahap oleh sektor non-pertanian,
pada saat industrialisasi semakin maju. Meskipun merupakan
sebuah proses jangka panjang, industrialisasi itu membutuhkan
serangkaian aturan jangka pendek yang digunakan untuk mem-
bangun hubungan intersektoral guna memperluas surplus yang
bisa dipasarkan dari pertanian. 

Dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, bagian lebih
besar surplus populasi harus diserap dalam sektor pedesaan itu
sendiri. Terdapat beberapa kemungkinan peluang, dan yang
paling menjanjikan adalah pekerjaan-pekerjaan konstruksi
untuk peningkatan fungsi lahan seperti irigasi, reklamasi tanah,
dsb. yang memerlukan penggunaan tenaga kerja potensial se-
cara bersama-sama (ko-operatif) dan efisien. Cakupan kesem-
patan kerja pada beberapa jenis usaha yang tidak membutuh-
kan tanah luas, seperti peternakan hewan besar dan sedang,
pemeliharaan bebek, peternakan ayam, dll. juga harus diper-
luas. Selain itu, ada banyak sekali industri pedesaan yang men-
ciptakan rangkaian hilir dari produksi komoditi, yaitu ke arah
pemprosesan dan pemasaran, dan kaitannya ke hulu dalam
beberapa kegiatan penyediaan input, perakitan dan perbaikan
alat dan bahan pertanian. Luas jangkauan industri pedesaan
yang memproduksi barang konsumsi untuk pasar lokal maupun
eksternal juga perlu diberi perhatian. 

Harus diakui bahwa meski tidak ada hitungan teknis ten-
tang skala produksi ekonomis dalam konteks teknologi baru
penggunaan bio-kimia, namun terdapat perbedaan signifikan
dalam hal akses yang dimiliki petani kecil, petani besar atau
tuan tanah terhadap kredit, input dan beberapa layanan peme-
rintah. Terlebih, memang ada keunggulan skala teknis dan
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skala ekonomi dalam semua aktivitas terkait, seperti pemros-
esan, pemasaran produk dan tata distribusi input. Karena itu
tidak ada artinya dan mungkin tidak ada gunanya kita memi-
kirkan redistribusi tanah dalam pengertian yang sempit tanpa
tersedianya infrastruktur kelembagaan koperasi. Penting untuk
ditekankan bahwa andil dan kontrol yang ada dalam koperasi
harus didasarkan pada kontribusi tenaga kerja dan juga pada
aset non-tenaga kerja. 

Terakhir, perbandingan antar-wilayah tentang input tena-
ga kerja per hektar dalam produksi pertanian di Asia memperli-
hatkan bahwa masih ada suatu ruang untuk menaikkan
keterserapan tenaga kerja per unit tanah di beberapa negara
seperti India, Indonesia dan Banglades, dsb.

Meningkatnya penggunaan tenaga kerja dalam sektor non-
pertanian yang mencakup industri dan jasa yang terkait erat
dengan pertanian menunjukkan bahwa para pekerja dalam pro-
duksi pertanian akan harus memproduksi dan memasarkan le-
bih banyak bahan pangan. Surplus bahan pangan yang bisa di-
pasarkan juga dibutuhkan untuk membeli barang buatan pabrik
untuk konsumsi dan investasi dalam pertanian. Akan jelas ter-
lihat bahwa tidak saja produktivitas tanah tetapi juga produk-
tivitas tenaga kerja yang terus meningkat merupakan dampak
ikutan dari landreform yang dilaksanakan di negara-negara
padat penduduk. Dengan kata lain, dana investasi harus terse-
dia untuk menaikkan akumulasi kapital dalam pertanian itu
sendiri. Selain itu, sumberdaya juga harus disediakan untuk
investasi dalam aktivitas-aktivitas pendukung pertanian,
melampaui akumulasi modal dalam bidang perekonomian lain-
nya. Jelaslah bahwa pada awal fase perubahan dari ekonomi
padat karya menuju ekonomi padat modal memang ada beber-
apa tuntutan utama yang saling bersaing untuk melakukan aku-
mulasi kapital secara cepat di semua bidang. 

Bagi banyak negara berkembang di Asia, masalah kelebih-
an populasi dan kekurangan dana investasi dalam periode kritis
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ini dapat menjadi kendala yang hampir tidak teratasi untuk
mencapai industrialisasi. Akan tetapi, negara seperti Indonesia
menikmati posisi yang relatif unggul dalam hal ini, karena
memiliki sumber pendapatan minyak yang besar dan karena
beberapa daerah yang jarang penduduknya di luar Jawa bisa
dimanfaatkan untuk migrasi dan pemukiman yang terencana
baik. Jadi, akan terlihat bahwa suatu strategi industrialisasi
yang didasarkan pada reforma agraria komprehensif dan per-
tanian dinamis, suatu strategi yang menggabungkan pertum-
buhan dengan pemerataan, menjadi mungkin untuk dilakukan
asalkan ada kehendak politik dan pelibatan massa di negara itu. 

Reforma agraria sebagai proses jangka panjang
Reforma agraria kadang disalahpahami sebagai suatu interven-
si yang dilakukan sekali jadi, dan bisa langsung terwujud sete-
lah dilaksanakan. Pada kenyataannya, reforma itu hanya meng-
koreksi atau memperlambat proses historik diferensiasi pada
satu titik waktu. Kekuatan-kekuatan polarisasi yang hadir lewat
konsentrasi tanah atau kontrol pasar tetap sangat berpengaruh,
juga setelah dilakukannya reforma. Bahkan bisa saja kekuatan-
kekuatan itu memperkuat diri karena tidak adanya pengawalan
kontinyu setelah reforma. Hal itu sedang terjadi di banyak
negara di Asia, seperti India dan Filipina, dan Amerika Latin.

Usaha pengawalan yang pertama dan paling penting ada-
lah penguatan organisasi-organisasi tani yang menerima tanah
dari landreform. Para petani itu sendirilah yang paling berke-
pentingan untuk melindungi manfaat yang didapatkan dari
reforma, sebab bagi mereka reforma adalah sarana untuk men-
dapatkan penghidupan lebih baik yang telah lama dinafikkan
dari mereka. 

Selain itu harus dikembangkan pula koperasi-koperasi
yang anggotanya adalah petani penggarap dan buruh tani.
Koperasi itu merupakan organisasi yang akan menguasai dis-
tribusi input dan kredit dan juga untuk mengatur pemasaran
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dan pemprosesan produk pertanian. 
Terakhir, mungkin berguna juga jika didirikan sebuah

pusat penelitian yang bisa memonitor secara kontinyu relasi-
relasi agraria dan bisa memberikan informasi dan saran bagi
para pembuat kebijakan dan berbagai pihak tentang itu. 

4. REFORMA AGRARIA DI JEPANG, TAIWAN DAN KOREA
SELATAN: MODEL ATAU PERKECUALIAN

Beberapa landreform yang diimplementasikan segera setelah
Perang Dunia II di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan seringkali
dipuji sebagai model-model yang bisa diterapkan di negara-
negara padat penduduk yang berjuang melakukan modernisasi
dalam bidang pertanian dan industri secara cepat. Akan tetapi,
sangat jelas bahwa reforma agraria itu memang dilakukan
dalam situasi-situasi yang sangat khusus dan bahwa pola per-
tumbuhan yang digerakkan oleh reforma itu juga bersifat sangat
khusus. Artinya, usaha untuk menggunakan model-model itu
sebagai suatu basis landreform di negara-negara lain bisa jadi
tidak mungkin dilakukan atau tidak diinginkan. Jadi, ada
gunanya bila kita meringkas situasi-situasi khusus negara-
negara itu, dan beberapa situasi didiskusikan secara detail dan
lebih banyak di beberapa bagian dalam laporan ini.
a. Di ketiga negara itu, landreform dimaksudkan untuk

mencegah terjadinya reforma agraria yang lebih radikal,
yang mungkin dapat terjadi setelah revolusi sosialis.

b. Tekanan-tekanan untuk melaksanakan reforma agraria ti-
dak lagi bisa tertahankan setelah beberapa rezim komunis
berhasil merebut kekuasaan di Cina daratan dan di Korea
Utara. Hal ini karena tindakan pertama kedua rezim itu
adalah memulai reforma agraria radikal sebagai fondasi
bagi strategi pembangunan sosialis. Salah satu hasil dari
reforma itu adalah dilakukannya redistribusi tanah besar-
besaran untuk petani gurem, penggarap dan orang yang
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tidak memiliki tanah. 
c. Di ketiga negara itu, reforma agraria yang relatif radikal

terjadi karena tekanan besar dari Amerika Serikat, yang
dalam praktik sebenarnya memberlakukan reforma terha-
dap para elit nasional sedemikian rupa, sehingga bisa me-
lenyapkan ancaman revolusi sosialis dan membangun
suatu fondasi rasional untuk industrialisasi. 

d. Sebelum landreform dilaksanakan di Taiwan dan Korea
Selatan, redistribusi tanah besar-besaran terjadi sebab
para tuan tanah mulai menjual tanah mereka kepada para
petani penggarap. Mereka takut bila terjadi revolusi sosial
maka mereka tidak akan mendapatkan kompensasi. Jadi
di banyak contoh, para tuan tanah itu siap menjual tanah
mereka meski harganya berada di bawah harga pasar. Pro-
ses itu difasilitasi oleh beberapa aturan, seperti di Jepang
harga tanah ditetapkan pada harga tertentu sehingga
spekulasi tidak bisa terjadi. Juga di Taiwan dan Korea
Selatan, beberapa petak tanah subur yang dulunya milik
perusahaan Jepang sebagian didistribusikan di antara
para petani penggarap yang dulu mengerjakannya. Jadi
tekanan-tekanan awal agar landreform dilakukan setidak-
nya sebagian memang didukung oleh kebijakan pengen-
dalian di Cina yang berhasil dan berakhirnya Perang
Korea. Sebagai hasilnya, landreform yang dilakukan di
Taiwan dan Korea Selatan meskipun cukup radikal
memang merupakan hasil dari kompromi antara tekanan
petani kecil dan perhatian pemerintah untuk mengkombi-
nasikan suatu penurunan harga sewa untuk petani peng-
garap dan redistribusi terbatas kepemilikan dengan perha-
tian untuk mempertahankan efisiensi pertanian (tidak di-
lakukannya landreform terhadap petani yang tanahnya
kurang dari 3 ha). 

e. Di ketiga negara itu, terlepas dari pelaksanaan landreform
yang relatif radikal, terjadi eksodus besar-besaran para
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petani marjinal yang tidak bisa lagi bertahan hidup dengan
tergantung pada petak kecil mereka dan yang (di Taiwan
dan Korea) menentang kebijakan pemerintah untuk men-
jaga harga beras serendah mungkin, dan untuk merang-
sang dan mempercepat industrialisasi. Untuk itu maka
angkatan kerja yang terus bertambah memang dibutuh-
kan, mereka terpaksa harus mu bekerja dengan upah ren-
dah, sebagai basis bagi industrialisasi ekspor yang ber-
hasil. Baru-baru ini, naiknya harga minyak membuat
Taiwan dan Korea selatan menjadi sangat rentan. Karena
biaya produksi meningkat tak terkendali, maka keharusan
untuk meminimalkan biaya tenaga kerja menjadi lebih
krusial daripada sebelumnya. Jika tuntutan upah moderat
yang diajukan oleh serikat pekerja harus dipenuhi peme-
rintah, maka keseluruhan strategi industrialisasi ekspor
akan runtuh. Pada saat yang sama biaya produksi pertani-
an di ketiga negara itu akan terus naik meskipun ada prog-
ram subsidi pemerintah, sehingga memang sulit bagi
banyak petani kecil untuk bertahan hidup. 

f. Eksodus golongan petani marjinal memang dirangsang
oleh pemerintah ketiga negara itu bukan hanya untuk mem-
perbesar jumlah tenaga kerja industri, tetapi juga untuk
memperkuat pertanian yang lebih “rasional” dan efisien.

g. Meskipun ada beberapa peningkatan produktivitas yang
terjadi dan semakin besarnya input padat karya oleh pe-
tani kecil yang terpaksa terjebak dalam “eksploitasi diri”
yang tidak diinginkan, kelihatannya di ketiga negara itu
memang pertanian keluarga skala kecil hampir tidak bisa
digunakan sebagai suatu landasan rasional untuk strategi
pertanian yang bisa dijalankan. Dampaknya adalah naik-
nya tekanan bagi perluasan skala. Hal itu menyebabkan
dilakukannya perluasan usaha pertanian pribadi, atau di-
perkenalkannya dan diperluasnya pertanian bersama/
gabungan (joint-farming). Tentang pertanian gabungan
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itu konsekuensi-konsekuensinya dibicarakan dalam bebe-
rapa bagian lain bab ini. 

h. Di ketiga kasus itu, industrialisasi masih berada di tahap-
tahap awal dan dibantu besar-besaran oleh Amerika
Serikat yang menyediakan triliunan dolar, pertama-tama
dalam bentuk hibah dan kemudian pinjaman, untuk tuju-
an itu. Tanpa bantuan itu maka rekonstruksi dan ekspansi
industri akan jauh lebih sulit dan lamban. Baik di Taiwan
maupun Korea Selatan, basis untuk pembangunan industri
maupun pertanian telah dipersiapkan selama masa kolo-
nial, ketika orang Jepang melakukan pekerjaan-pekerjaan
ekstensif infrastruktur dan irigasi untuk menjamin dan
memudahkan pengapalan beras murah ke Jepang. Juga
industri desa juga telah diperkenalkan di kedua negara itu
dan digunakan sebagai basis untuk pertumbuhan selepas
perang setelah pemulihan awal dilakukan.

i. Ketiga negara itu sekarang termasuk dalam negara-negara
pengimpor terbesar bahan pangan di Asia. Biaya impor
makanan itu terus mengalami naik turun dan sangat mem-
pengaruhi neraca pembayaran. Di Korea Selatan beberapa
impor murah (dari AS) digunakan untuk memaksa turun-
nya harga pertanian, dan bagi banyak petani kecil tindakan
itu mempercepat marjinalisasi dan akhirnya hengkangnya
mereka dari pertanian.

Catatan-catatan di atas tidak dimaksudkan untuk meng-
alihkan perhatian dari capaian-capaian luar biasa bangsa
Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. Namun, harus ditekankan
bahwa di ketiga kasus itu pertumbuhan dicapai dengan korban-
an manusia yang besar, baik dalam bentuk kesusahan hidup
bagi petani kecil maupun pembatasan kebebasan manusia dan
demokrasi yang dulunya menjadi inspirasi landreform di ketiga
negara itu. Hal itu terlihat jelas misalnya dari pengamatan yang
ditulis oleh Wolf Ladejinsky yang dulu bertugas sebagai penase-
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hat utama AS tentang landreform di ketiga negara itu (cf.
Walinsky ed. 1977). 

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa kehati-
hatian sangat diperlukan ketika mengacu kepada landreform
yang dilakukan di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan sebagai
model landreform untuk negara-negara lain di Asia. 

5. PENGORGANISASIAN PRODUKSI SETELAH REFORMA
AGRARIA

Beberapa aspek pengorganisasian produksi pasca-reforma
Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa landreform
yang ditujukan untuk redistribusi pemerataan (yang memberi
petani akses tanah dalam jumlah yang lebih merata) bisa saja
menciptakan lebih banyak masalah daripada solusinya, kecuali
jika kepemilikan petani atas tanah dibarengi dengan pengua-
saan atas proses produksi dan produk pertanian. Jadi, isu sen-
tral dalam reforma agraria adalah pengembangan pengorgani-
sasian produksi baru yang konsisten dengan penataan hak-hak
tanah pasca-reforma. Tata produksi dan pemasaran seperti
pengaturan hak tanah bisa dilihat dalam kaitannya dengan
suatu kontinuum dari penataan yang “sepenuhnya diindividu-
alkan” hingga yang “seutuhnya dikolektifkan”, dengan banyak
penataan di antara keduanya.

Di seluruh bentuk struktur pertanian, tidak semua aspek
produksi sesuai dengan kontinuum itu, sehingga perlu untuk
dikaji masalahnya dan dicari alternatif solusinya dalam kerang-
ka kerja umum di samping.
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Apabila salah satu kondisi pasca-reforma ini dikaji, yaitu
hak atas tanah bertipe “individual” dan tanah itu diredistribusi-
kan dalam satuan-satuan agak kecil (sehingga petani dihadap-
kan pada masalah terkenal ‘skala ekonomis’), maka kita bisa
memeriksa masalah organisasi produksi pasca reforma dengan
cara berikut: karena tuntutan utama para petani kecil yang
ingin mendapatkan tanah biasanya adalah kepemilikan hak atas
tanah dengan basis individu, maka manakah di antara aspek-
aspek pertanian lain yang pada suatu waktu bisa digeser ke
kanan pada kontinuum individual-kolektif itu, sejauh apa dan
dengan cara bagaimana? Dengan seperangkat pengaturan yang
tepat para petani kecil di masa pasca reforma dapat mengatasi
kedua masalah yang baru disebutkan itu:
(i) masalah ‘skala ekonomis’
(ii) usaha mendapatkan dan mempertahankan penguasaan

atas proses produksi dan produk pertanian
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Dalam hal ini telah ditekankan bahwa masalah “skala
ekonomis” tidak terlalu terkait dengan luasan tanah yang kecil,
melainkan berhubungan dengan bagaimana petani kecil
mampu mendapatkan akses terhadap layanan dan input per-
tanian yang murah dan efisien. 

Perlu dicatat bahwa pendekatan ini, hanya terfokus pada
identifikasi tipe-tipe (dan kombinasi tipe) pengorganisasian
yang cocok dilihat dari efisiensi teknis dan ekonomis. Oleh sebab
itu, pendekatan “teknis-ekonomis” itu harus digabungkan de-
ngan pandangan yang lebih politis-ekonomis atas masalah-
masalah pasca reforma. Pandangan itu juga harus mencakup
masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani gurem dan
organisasi tani dalam situasi politik dan ekonomi pasca reforma.

Kondisi-kondisi yang menentukan ragam bentuk pengorganisasian
produksi pasca reforma
Sifat pengorganisasian produksi pasca reforma tergantung pada
beberapa faktor, yakni: a) sifat dari reforma itu sendiri terkait
dengan daya jangkauannya terhadap berbagai lapisan masya-
rakat, dan isu-isu agraria yang dihadapinya; b) aspek-aspek
(kebutuhan-kebutuhan) produksi pertanian yang disebutkan di
atas dan juga aspek-aspek produksi pedesaan lainnya yang
bersifat non-pertanian; c) “gaya implementasi” reforma agraria-
nya; d) tahapan waktu pelaksanaan reforma agraria. 

a. Ideologi yang melatarbelakangi pelaksanaan land-
reform sangat menentukan sifat pengorganisasian
produksi yang muncul setelahnya. Di Meksiko, sifat
populis gerakan reforma ditujukan untuk meredistri-
busi kepemilikan tanah, sehingga produksi yang terja-
di dalam periode pasca reforma muncul dalam bentuk
kepemilikan petani secara individu. Di Jepang, setelah
reforma, meskipun tanah terutama masih dimiliki
perorangan dalam satuan kecil, sejumlah besar petani
yang sangat sempit tanahnya telah tersingkir
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(“depeasantised”), sementara mereka yang tinggal
memang mampu bertahan karena adanya subsidi. Di
Jepang, bentuk produksi petani kecil dipertahankan
karena beberapa alasan sosial politik. 

b. Sebagaimana digambarkan di atas, meskipun beberapa
ahli tidak selalu sepakat dalam permasalahan skala
ekonomis, yang selalu muncul dari ukuran kepemi-
likan tanah itu, jelas bahwa penggunaan optimal modal
tetap (input pertanian, traktor, dll.) memang membu-
tuhkan suatu bentuk pengorganisasian produksi yang
berbeda dari modus petani gurem individual. Berda-
sarkan alasan-alasan itulah maka bermunculan ber-
bagai bentuk koperasi produksi. Oleh karena akses ter-
hadap input, kredit, dan pasar sering terkait dengan
ukuran tanah pertanian, maka faktor-faktor itu pula
yang mendorong petani untuk menggunakan bentuk-
bentuk koperasi. Hal itu telah diperlihatkan dalam
Jharkand Mukti Morcha, Bihar dan Boomi Sena,
Maharashtra (India), di Banglades dan di tempat lain.

Kebutuhan-kebutuhan pengorganisasian beragam aktivitas
ekonomi sangat bervariasi dan mempengaruhi bentuk-bentuk
produksi pasca reforma, misalnya:
(i) Budidaya tanaman pangan dan tanaman lain dapat mele-

wati fase pengorganisasian dari individual “kelompok”
kolektif;

(ii) perkebunan dan pembudidayaan tanaman buah membu-
tuhkan kepemilikan tanah luas dan pengoperasian yang
dilakukan oleh koperasi atau negara (meskipun sistem per-
kebunan inti rakyat dapat membuat beberapa aspek peng-
organisasian produksi tetap berada di tingkat individu);

(iii) usaha perikanan paling cocok dilakukan dengan kepemi-
likan asosiatif;

(iv) peternakan hewan besar dan sedang (sapi, kambing, dll)
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dan peternakan ayam dapat mengkombinasikan kepemi-
likan individu dengan pemasaran oleh koperasi agar keun-
tungan semakin meningkat (contoh: beberapa koperasi
susu di Gujarat, India dan di beberapa negara lain);

(v) irigasi dan peningkatan kualitas lahan, kehutanan, dan
sejenisnya jelas tidak bisa dilakukan secara sistematis
berbasiskan individu dan membutuhkan usaha koperasi; 

(vi) pendekatan yang digunakan dalam landreform dan proses
implementasi reforma agraria itu sendiri juga sangat
mempengaruhi karakter dan potensi pengorganisasian
produksi pasca reforma. Pendekatan “top-down” yang di-
gunakan di Peru, Jepang, Taiwan, dll. seringkali berarti
bahwa petani yang berhak mendapat tanah dari redistri-
busi tidak dilibatkan dalam menentukan jenis-jenis peng-
organisasian produksi yang akan dilaksanakan setelah
reforma. Derajat partisipasi para petani itu dalam proses
reforma memang mempengaruhi tipe pengorganisasian
produksi yang akan muncul. Hal itu diilustrasikan dalam
kasus Fanshen di desa Long Bow di Cina. Subyek penerima
manfaat reforma ikut juga menentukan pengorganisasian
produksi pasca reforma. Apabila penerima manfaat adalah
buruh tani tak bertanah dan petani miskin, maka lapar
tanah dapat segera mengarahkan redistribusi tanah pada
proses menjadikan mereka petani gurem (peasantisation)
atau mengembalikan mereka menjadi petani gurem (re-
peasantisation). 

Umumnya dapat dikatakan bahwa reforma agraria tidak
terbatas pada satu operasi tunggal yang dilakukan pada satu
waktu, tetapi harus melewati beberapa tahap. Satu tahapan
dapat berupa redistribusi tanah, yang kemudian diikuti oleh
usaha pengembangan koperasi atau pasokan input dan atau dis-
tribusi input yang berbasis kelompok ( seperti di Taiwan). Di
lain kejadian, proses diawali dengan koperasi produksi yang



diikuti oleh proses 'individualisasi' tanah yang semakin
meningkat (misal: di Peru). Ada pula usaha yang dilakukan
untuk keluar dari pertanian skala kecil dan memunculkan
usaha pertanian individual skala besar (seperti di Jepang). Ter-
utama di beberapa negara sosialis, kita mendapati adanya suatu
transisi gradual dari kebijakan redistributif menuju bentuk-
bentuk kolektif pengorganisasian, yang disertai atau diikuti oleh
suatu penekanan (kembali) atas kepemilikan individu (di
Vietnam, Cina, Kuba). Dengan kata lain, memang tidak ada uru-
tan sederhana satu garis (unilinear) dalam reforma agraria. 

Pengelolaan bersama usaha pertanian, jika bersesuaian
dengan kebutuhan dan komitmen petani, bisa terus maju se-
langkah demi selangkah dan secara bertahap. Sementara land-
reform harus menghilangkan ketimpangan parah yang mengha-
langi pengembangan potensi produktif lebih lanjut, namun
pemerataan total semua kepemilikan tanah pertanian di tahap-
tahap awal seringkali bisa merugikan dan kontra-produktif. Pe-
merataan total itu akan mengalienasi banyak petani ukuran
menengah dan juga beberapa petani yang tidak terlibat dalam
praktik eksploitatif dan monopolistik, meskipun memang
pemangkasan kekuasaan para petani kaya yang terlibat dalam
praktik semacam itu merupakan sebuah syarat untuk majunya
sebagian besar petani. Pada beberapa kasus, disingkirkannya
kelompok petani non-eksploitatif dan non-monopolistik dari
pengorganisasian produksi pasca reforma menimbulkan bebera-
pa dampak serius bagi produksi dan malah membuat komunitas
menjadi kehilangan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan. 

Pengalaman menunjukkan bahwa sebelum usaha pertani-
an bersama (joint-farming) diawali, kaum petani gurem harus
pernah mengalami pentingnya melakukan usaha secara ber-
sama-sama tersebut. Pada awalnya mereka juga harus memiliki
rasa percaya diri dalam menghadapi kondisi-kondisi baru dan
mampu menyelesaikan masalah-masalah yang paling mende-
sak, terutama masalah penyediaan pangan. Baru setelah semua
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itu terpenuhi, mereka berhasil masuk ke dalam perubahan dan
eksperimen besar terkait masa depan mereka itu. Seperti yang
terlihat pada beberapa kasus, iklim kepercayaan diri dan keya-
kinan itu bisa berkembang jika pemerintah sepenuhnya men-
dukung masyarakat dalam proses redistribusi peluang-peluang
yang hadir sebagai implikasi dari landreform. 

Jika usaha pertanian bersama sejak awal terlihat mem-
bawa hasil, maka hal itu akan mendorong munculnya minat dan
ketertarikan orang untuk menerima bentuk-bentuk usaha per-
tanian bersama yang lebih terlembaga dan lebih maju, dan ge-
rakan yang berawal dari usaha bersama berskala kecil dan
bersifat sewaktu-waktu menjadi aksi bersama yang lebih rumit,
lebih besar dan permanen. Beberapa dari faktor yang sangat
berpengaruh terhadap efisiensi dan daya hidup bentuk-bentuk
usaha pertanian bersama itu antara lain: a) derajat homogeni-
tas para pihak yang melakukan kerja/usaha bersama (masalah-
masalah perbedaan kekayaan yang mengakibatkan perbedaan
kepentingan di antara para pihak); b) derajat otonomi mereka
terhadap dominasi kepentingan pihak luar dan negara. Bentuk-
bentuk koperasi produksi pertanian sangat tergantung pada
pengaturan beberapa aspek produksi lainnya, seperti: kredit,
input, pemasaran, dsb.

Terakhir, pengaturan proses produksi dalam bentuk kerja
bersama ini juga dapat mendorong pengorganisasian aktivitas-
aktivitas sosio-kultural terkait dengan buta huruf, pendidikan
dan penyadaran yang pada gilirannya bisa mendukung proses
produksi bersama tersebut. 

Pengalaman komparatif beberapa wilayah berpenduduk padat: Asia
Timur Laut
Apabila redistribusi tanah tidak diikuti oleh pengorganisasian
produksi secara bersama (ko-operatif) —yaitu usaha pemben-
tukan kapital, produktivitas dan pembangunan sosial yang di-
lakukan oleh penduduk pedesaan itu sendiri—maka dua strate-
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gi alternatif bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi per-
tanian dan mengamankan keberlangsungan pembangunan
secara umum. Strategi pertama dilakukan dengan memper-
besar luasan tanah pertanian pribadi sehingga keuntungan bisa
diambil dari skala ekonomis dan strategi kedua adalah men-
jalankan usaha pertanian bersama. 

Masalah ukuran dalam pertanian skala kecil
Di beberapa negara Asia, redistribusi tanah yang relatif radikal
dan reduksi pengaturan kepemilikan tanah yang eksploitatif
dilakukan untuk menanggapi tekanan-tekanan kaum tani yang
semakin kuat (seperti di Jepang, Taiwan, Korea Selatan). Tin-
dakan tersebut dilakukan untuk mencegah redistribusi kekua-
saan dan aset yang lebih radikal. Setelah landreform berjalan di
negara-negara itu, tumbuh kesadaran bahwa masa depan bagi
pertanian yang lebih efisien berbasis tanah-tanah pertanian
keluarga berskala kecil dan terfragmentasi terlihat agak suram.
Di ketiga negara itu, pada awalnya pemerintah menetapkan
bahwa kepemilikan lebih dari tiga hektar tidak akan terkena
reforma, agar tidak melumpuhkan produktivitas. Sebagian
besar petani yang mendapat tanah dari reforma menerima luas-
an yang jauh lebih kecil dari tiga hektar itu. Pada  1949, hampir
setengah jumlah petani di Jepang hanya memiliki tanah
masing-masing 0,5 hektar. Tahun 1961, Undang-Undang
Penataan Pertanian secara Mendasar mengajukan untuk me-
ngurangi jumlah rumah tangga petani sepertiganya hingga ter-
sisa hanya 2 atau 3 juta rumah tangga petani, guna menciptakan
suatu kelas petani potensial yang mandiri, dengan penguasaan
masing-masing petak tanah seluas tiga hektar atau lebih per
rumahtangga. Kebijakan itu dianggap mampu menaikkan pen-
dapatan rumah tangga pedesaan hingga setingkat dengan pen-
dapatan rumah tangga perkotaan. 

Ketika Ladejinsky (mantan penasehat utama Jenderal
McArthur dan pemerintah Jepang dalam hal landreform) di-
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minta untuk berkomentar tentang usulan undang-undang itu,
dengan tajam dia memperingatkan pemerintah Jepang untuk
tidak mengimplementasikan undang-undang itu sebab akan
menyingkirkan banyak sekali petani Jepang dari usaha pertani-
an. Dalam pandangannya, terlalu banyak tekanan prioritas di-
berikan oleh pemerintah Jepang terhadap manajemen pertan-
ian dan terlalu sedikit perhatian pada realitas kepemilikan. Se-
lain itu, Ladejinsky juga menyebut pengajuan undang-undang
itu sebagai ancaman besar bagi stabilitas politik Jepang.

Akhirnya pemerintah tidak mengesahkan undang-undang
itu. Namun tetap saja, mayoritas petani kecil tidak bisa lagi
mendapatkan penghidupannya dari pertanian dan sebagian
atau mereka semua meninggalkan usaha pertanian untuk dise-
rap ke dalam ekspansi dinamis industri dan jasa. Hingga tahun
1950, lebih dari 50 persen rumah tangga petani di Jepang men-
dapatkan penghasilan hanya dari pertanian, dan persentase itu
turun sampai tinggal 13 persen pada 1977. Jumlah rumah tang-
ga yang hidup dengan pekerjaan sampingan dan yang masih
mendapatkan lebih dari setengah penghasilannya dari pertan-
ian turun secara lebih cepat dengan angka penurunan 7 persen
per tahun, merosot hingga hanya 18,5 persen pada 1977. Di
balik statistik itu terdapat suatu realitas yang mengkhawatirkan
tentang kerja keras yang harus dilakukan oleh sebagian besar
petani untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu: keluar masuk
desa untuk melakukan pekerjaan industri. Kondisi itu pun ber-
implikasi pada kerja berat yang bersifat eksploitasi diri (severe
drudgery) bagi perempuan, karena selain harus bekerja di per-
tanian mereka pun terlibat dalam beberapa aktivitas di luar per-
tanian, ditambah tanggungan beban kerja domestik. 

Di Taiwan dan Korea Selatan pun terjadi hal serupa. Juta-
an petani kecil (yang diperbolehkan mempertahankan tanahnya
yang kurang dari 3 hektar) akhirnya tersingkir dari pertanian
karena adanya kebijakan pemerintah untuk menekan harga
beras agar tetap rendah, padahal pemerintah pun memungut
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bermacam-macam pajak dari petani. Salah satu instrumen yang
dipakai oleh pemerintah adalah organisasi ‘koperasi’ input dan
pemasaran yang dikontrol ketat. Meskipun disebut ‘asosiasi
petani’ (Taiwan) atau ‘organisasi koperasi’ (Korea Selatan), se-
bagian besar petani tidak punya kekuatan dalam pembuatan
kebijakan dan perencanaan atau pengelolaan kedua organisasi
itu, sebab dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. 

Di kedua kasus itu, pemerintah Taiwan dan Korea Selatan
telah menggunakan organisasi yang sebenarnya dikembangkan
Jepang pada masa kolonial untuk memproduksi beras murah
demi mendukung kebijakan ekspansionis Jepang waktu itu.
Pada periode itu muncul juga survei pertanahan yang oleh
pemerintah kolonial Jepang digunakan untuk mengatur pung-
utan pajak petani, menguasai tanah tersubur dan mengorgani-
sasikan infrastruktur untuk peningkatan ekspor beras dengan
mengorbankan petani. Terjadinya eksodus besar-besaran
petani marjinal untuk masuk ke dalam industri merupakan
dampak dari kebijakan pemerintah untuk menjamin tersedia-
nya tenaga kerja untuk industri ekspor (setelah dilewatinya fase
subsitusi impor) di Taiwan dan Korea Selatan. Untuk membuat
industri ekspor bisa bersaing di pasar dunia, maka upah harus
dijaga tetap rendah. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan men-
jaga harga beras serendah mungkin. 

Dengan semakin tingginya harga input pertanian, ter-
utama gara-gara naiknya harga minyak di awal 1970-an, maka
kondisi mayoritas petani kecil menjadi semakin tanpa harapan
dan banyak di antara mereka berhenti bertani. Dengan begitu,
lewat permainan perencanaan dan “kekuatan-kekuatan pasar”,
maka berbagai kondisi diciptakan untuk mendorong muncul-
nya pertanian terkonsentrasi yang lebih efisien. Proses untuk
menyingkirkan petani itu dipercepat oleh pembelian tanah
spekulatif oleh beberapa perusahaan industri dan dipercepat
pula oleh masuknya beberapa kelompok kepentingan yang ber-
basis perkotaan ke dalam usaha pertanian. Mereka ini memang
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memiliki akses istimewa untuk mendapatkan perlindungan dan
dukungan pemerintah. Hal itu terutama sangat terlihat di Korea
Selatan. Sebagai akibat dari semakin kecilnya keuntungan
usaha pertanian skala kecil maka pengaturan sistem penguasa-
an tanah kembali lagi ke model sebelum reforma dengan skala
yang signifikan dan dalam bentuk terselubung.

Sebagai hasil dari kelangkaan tenaga kerja yang “ter-
organisir” tersebut, maka usaha pertanian bersama diperke-
nalkan di Jepang, Taiwan dan juga Korea Selatan. Luasan tanah
pertanian yang semakin mengecil menjadi stimulus (di Taiwan
pada 1970, lebih dari 40 persen petani memiliki masing-masing
kurang dari 0,5 ha), tetapi motif utamanya adalah untuk meng-
atasi keterbatasan efisiensi yang ada di petanian skala kecil,
sebab pertanian kooperatif tidak ada. 

Usaha Pertanian Bersama (Joint-Farming)
Beberapa analisis mendukung usaha pertanian bersama sebagai
suatu solusi yang bisa dilakukan untuk mempertahankan usaha
pertanian keluarga skala kecil. Berdasarkan hal itu, maka pen-
jelasan singkat mengenai kesesuaian pendekatan usaha pertan-
ian bersama atau berkelompok bagi daerah padat penduduk di
Asia Tenggara disajikan di sini. Perlu diketahui bahwa usaha
pertanian bersama tidak mendorong terjadinya distribusi aset
atau pendapatan yang lebih setara, sebab distribusi itu memang
pro-rata terhadap luas tanah dan beberapa aset yang digabung-
kan oleh para petani untuk tujuan-tujuan pengelolaan bersama.
Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa usaha pertanian bersama
sebagai satu bentuk pengorganisasian produksi yang memung-
kinkan dan mempercepat modernisasi pertanian dengan me-
naikkan efisiensi, dan memfasilitasi mekanisasi serta pendekat-
an padat modal, memang cenderung menimbulkan tekanan
yang memaksa para petani kecil terusir akibat rendahnya pen-
dapatan mereka untuk menutup naiknya biaya pertanian gara-
gara modernisasi. 
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Perlawanan hebat terhadap usaha pertanian bersama ter-
jadi pada kasus-kasus (contoh: Korea) di mana pemerintah
demi kepentingan penaikan produktivitas telah memaksakan
aturan dan syarat penerapan usaha pertanian bersama. Perla-
wanan juga terjadi ketika pemerintah menunjuk lokasi tanah
untuk penerapan sistem usaha pertanian bersama dengan
mengharuskan para petani yang tinggal di lokasi itu untuk ikut
dalam sistem.

Pengalaman memperlihatkan ketika konsolidasi tanah
dilakukan dalam kondisi terdapat ketimpangan kepemilikan
tanah secara relatif, maka perlawanan bisa menjadi sangat se-
rius. Sebagai suatu aturan, konsolidasi tanah adalah prasyarat
untuk usaha pertanian bersama, sehingga keunggulan pembe-
saran skala bisa dihasilkan dalam hubungannya dengan sepe-
rangkat program yang saling terkait di bidang perbaikan kuali-
tas lahan dan air (irigasi, drainase, infrastruktur). Jika pekerja-
an semacam itu dilakukan oleh kontraktor luar, maka biayanya
bisa naik-turun dan menimbulkan beban berat bagi petani kecil.
Namun jika pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh para petani
sendiri secara sukarela, maka diperlukan mobilisasi besar-
besaran tenaga kerja pedesaan. Semakin tidak merata distribusi
tanah pertanian, maka semakin sulitlah usaha memastikan ada-
nya kerjasama sukarela secara aktif dari para perani kecil yang
cukup cerdas untuk menyadari bahwa keuntungan-keuntungan
yang lebih besar dari proyek itu akan dinikmati oleh petani
besar. Perlawanan juga terjadi dalam kaitannya dengan input
tenaga kerja yang tidak dipilih sendiri oleh para petani. 

Pengalaman menunjukkan bahwa ketika kondisi pemilik-
an relatif lebih adil (setelah dilakukannya landreform yang
relatif egaliter) maka kerja sama oleh mayoritas petani menjadi
lebih mudah diadakan. Kerja sama sangat kuat jika negara me-
lepaskan kontrol ketatnya dan menganggap serta memperlaku-
kan petani sebagai mitra dalam usaha bersama, yaitu mitra
yang pengalaman dan pengetahuannya dihargai, diakui dan

R E F O R M A A G R A R I A -  T I N J A U A N K O M P A R A T I F

77



sepenuhnya diperhitungkan, serta berperan penting dalam pe-
rencanaan dan pembuatan program, juga implementasi proyek.
Telah dipahami pula bahwa ketika kesetaraan relatif dalam hal
ukuran tanah pertanian hadir dalam suatu program usaha per-
tanian bersama, maka para petani kecil lebih memilih kepemi-
likan bersama atas nama desa atau kelompok dan lebih memi-
lih proyek yang dijalankan oleh mereka sendiri berdasarkan
prinsip swakelola. Dengan demikian, pemerintah bertugas
mendorong dan mendukung para petani dan menyediakan bagi
mereka bimbingan dan bantuan lainnya. Tantangan besar pen-
dekatan semacam itu adalah bahwa kita harus mencegah
pemerintah untuk membuat suatu proyek yang muncul dari
inisiatif masyarakat dan dijalankan oleh mereka sendiri menja-
di proyek yang dikontrol oleh negara (lihat di bawah). 

Praktik “usaha pertanian bersama” harus dibedakan dari
operasi pertanian komunal yang selama berabad-abad memain-
kan peran penting di antara masyarakat suku, yang berada pada
tingkat berbeda-beda, yaitu kelompok yang ada di tahap menu-
ju menjadi petani kecil atau petani komersial, maupun mereka
yang satu kakinya berada di ekonomi subsisten dan kaki lainnya
di ekonomi uang (misal: suku Dayak di Kalimantan). Dalam
kasus itu, pertanian komunal mengacu kepada resiprositas di
antara rumahtangga-rumahtangga dalam hal pengorganisasian
tenaga kerja dan distribusi hasil tenaga kerja. Ketika meng-
hadapi kesulitan alam atau teknologi, maka pengorganisasian
berdasarkan resiprositas bisa digunakan untuk meningkatkan
intensitas tenaga kerja dan untuk menghadapi fluktuasi hasil di
petak individual yang sangat tak menentu dan tidak bisa
diprediksi. 

Peran Negara dan Kaum Petani Kecil dalam Pengorganisasian Produksi
Pasca-Reforma
Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengorganisasian pro-
duksi yang dikontrol oleh negara bisa menghadapi beberapa
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masalah birokrasi dan infleksibilitas, dan jarang mampu meres-
pons masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh para petani
pasca-reforma, sementara permasalahan-permasalahan itu
terus berubah di tingkat lokal. Semakin besar otonomi organi-
sasi-organisasi lokal, maka semakin besar potensi kemampuan
mereka untuk menyesuaikan aktivitas mereka dengan kondisi-
kondisi lokal, juga untuk menghadapi secara luwes dan cepat
kondisi yang berubah-ubah, krisis produksi dan sejenisnya.
Menyangkut masalah ini, harus disebutkan juga keunggulan-
keunggulan umum bentuk-bentuk pengorganisasian yang “par-
tisipatoris”, di mana para petani sama-sama membahas dan
membuat keputusan dan bertindak berdasarkan kepentingan-
nya, bukan hanya menjadi organisasi-organisasi “penerima”
pasif yang bergantung pada keputusan aparat negara di berba-
gai tingkatan. Dengan demikian, masalah-masalah pasca-refor-
ma menunjuk pada kebutuhan akan adanya suatu tipe relasi
antara organisasi-organisasi tani dan instansi pemerintah.
Relasi itu memposisikan instansi pemerintah sebagai pelayan
kebutuhan organisasi-organisasi tani (kredit, penyuluhan, dll.)
tanpa memainkan peran sebagai penentu dari hal-hal yang
dibutuhkan itu. Pada sebagian besar kasus, sejarah menunjuk-
kan bahwa lembaga pemerintah biasanya enggan melepaskan
kontrolnya, sehingga organisasi tani baru memperoleh otonomi
lebih besar jika melakukan tekanan terorganisir. 

Dalam konteks kakunya tekanan negara terhadap gerakan
untuk mendapatkan otonomi dan fleksibilitas lokal yang lebih
besar bagi organisasi yang berbasiskan usaha bersama (per-
hatikan beberapa kejadian di Polandia), maka terlalu berlebi-
han jika ditekankan bahwa satu-satunya jalan terbaik untuk
pertumbuhan organisasi usaha bersama yang sukses adalah
semangat kerjasama itu sendiri dan prakteknya diantara para
petani skala kecil itu. Yang mungkin adalah pergerakan langkah
demi langkah untuk terciptanya bentuk-bentuk organisasi
usaha bersama yang lebih kompleks dan komprehensif berba-
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siskan inisiatif sukarela para anggotanya, dengan bantuan dan
arahan para pegawai pemerintah yang sama-sama berbagi dan
saling mendukung atas aspirasi-aspirasi mereka, dan yakin
pada potensi intelektual dan kreatif petani dalam hal pengelola-
an secara mandiri. Ini tidak bermaksud untuk mengimplika-
sikan bahwa masalah manajemen dan birokrasi tidak ada pada
organisasi produksi yang otonom, tetapi solusi untuk masalah-
masalah semacam itu juga harus dicari di tingkat lokal dan
bukan dengan pemaksaan prosedur-prosedur secara kaku dan
tidak feksibel oleh negara.

6. REFORMA AGRARIA DAN PEREMPUAN PEDESAAN

Dalam kaitannya dengan program reforma agraria, maka ada
dua kelompok yang kepentingan-kepentingannya seringkali
tidak diperhitungkan, yaitu: kaum buruh pedesaan dan kaum
perempuan. Masalah-masalah yang dihadapi buruh upahan dan
perempuan dalam banyak hal seringkali sama, dan jelas
masalah-masalah itu saling tumpang tindih ketika perempuan
di desa bekerja sebagai buruh tani upahan. Kedua golongan itu
hampir tidak pernah terwakili di lembaga-lembaga yang mem-
buat perencanaan program reforma agraria dan institusi-
institusi yang mengimplementasikannya. Kedua golongan itu
seringkali ditempatkan pada posisi yang rendah pada hirarki
perekonomian pedesaan dan nasional, juga pada hirarki-
hirarki sosial dan politik. Namun, terdapat pula isu-isu spesifik
di masing-masing golongan itu. Masalah-masalah yang diha-
dapi oleh perempuan pedesaan khususnya, dapat bersilangan
dan paralel dengan kepentingan kelas. 

Namun demikian, dari awal perlu ditekankan bahwa
perbaikan kondisi-kondisi buruh tani dan perempuan pedesaan
—sebagaimana pula kondisi-kondisi kelompok-kelompok lain
yang direndahkan atau terdiskriminasi—membutuhkan partisi-
pasi aktif mereka yang berada dalam golongan-golongan itu
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untuk memperjuangkan nasibnya. Jika kemajuan untuk kedua
golongan tersebut akhirnya tercapai, biasanya kemajuan itu
merupakan respon terhadap perjuangan, atau ancaman ter-
hadap perjuangan mereka. 

Beberapa Konsekuensi Reforma Agraria bagi Perempuan Pedesaan
Beberapa studi regional memperlihatkan adanya variasi besar
dalam hal pola-pola pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin
yang juga mencerminkan adanya variasi yang besar perihal de-
rajat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun de-
ngan terjadinya transformasi struktur agraria akibat proses
modernisasi dan komersialisasi, maka pola-pola tradisional pun
mengalami peluruhan. Sehubungan dengan transformasi itu-
lah, yang lalu diasosiasikan dengan program-program reforma
agraria, bagian tulisan ini akan mengulasnya. 

Dalam pembahasan-pembahasan tentang reforma agraria,
membicarakan kaum perempuan seolah mereka merupakan
suatu kelompok yang homogen dan memiliki kepentingan dan
perhatian yang sama, yang membedakannya dengan laki-laki,
seringkali tidak terlalu bermanfaat. Meskipun ada beberapa isu
yang memang mempengaruhi semua perempuan pedesaan,
namun kaum perempuan juga terpecah-pecah oleh pembagi-
bagian politik, sosial dan ekonomi yang sama dengan laki-laki.
Masalah dan perhatian perempuan yang hidup di keluarga tuan
tanah kaya berbeda dengan masalah dan perhatian perempuan
yang hidup dalam rumah tangga petani gurem atau tak ber-
tanah. Masalah-masalah yang dihadapi perempuan dalam
rumah tangga yang dikepalai laki-laki tidak sama dengan per-
masalahan yang dihadapi perempuan kepala keluarga. Bagian
ini difokuskan terutama pada kaum perempuan miskin pe-
desaan, yang merupakan mayoritas perempuan di daerah-
daerah pedesaan. Bagian ini juga membicarakan isu-isu yang
terkait dengan posisi perempuan di masyarakat pedesaan. Ke-
tika berbicara tentang pengalaman Indonesia, maka hal itu
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didasarkan terutama pada beberapa hasil penelitian yang
dilakukan di Jawa. 

Isu yang bisa diidentifikasi telah ikut membuat status
perempuan menjadi rendah di daerah pedesaan adalah:

Pertama, Pembagian Kerja berdasarkan Jenis Kelamin.
Negara-negara yang dibicarakan dalam lokakarya memperlihat-
kan variasi yang besar dalam hal alokasi kerja di sektor pedesaan
berdasarkan gender. Akan tetapi, beberapa generalisasi dapat
disimpulkan. Pertama, dan mungkin yang paling nyata adalah
bahwa di semua negara terdapat pembagian kerja semacam itu,
meskipun di beberapa negara pembagiannya sangat luas. 

Kedua, akibat pembagian kerja itu, upah yang dibayarkan
kepada pekerja perempuan dimana-mana serupa, yaitu lebih
rendah 40 hingga 60 persen daripada upah pekerja laki-laki.
Praktik ini umumnya dipertahankan dengan alasan bahwa
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan memang
lebih ringan daripada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh
laki-laki, terkait perbedaan-perbedaan biologis antara perem-
puan dan laki-laki. Namun, alasan itu tidak terbukti dalam
penelitian empiris. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan perem-
puan bisa saja lebih berat atau lebih ringan daripada pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Ketika dibandingkan
antara upah laki-laki dan upah perempuan untuk pekerjaan
yang nilainya sama, maka pembedaan masih terlihat jelas.

Ketiga, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan perempuan
biasanya dianggap berstatus lebih rendah daripada pekerjaan
yang dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaan-pekerjaan itu dianggap
sekunder, kurang penting, dan tidak terlalu krusial bagi penda-
patan rumah tangga. Lagi-lagi, persepsi ideologis itu tidak di-
dukung oleh hasil-hasil penelitian empiris. 

Keempat, selain melakukan kerja pertanian, perempuan
pedesaan biasanya juga bertanggung jawab untuk melakukan
beberapa tugas yang terkait dengan reproduksi —dalam penger-
tian sosial maupun biologis—dan pemeliharaan rumah tangga.
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Jadi mereka sebenarnya memiliki beban kerja ganda. Beberapa
studi tentang penggunaan tenaga kerja di beberapa negara
—termasuk Indonesia—memperlihatkan bahwa jam kerja hari-
an perempuan lebih banyak daripada jam kerja harian laki-laki. 

Kelima, norma-norma yang mendefinisikan pembagian
kerja berdasarkan jenis kelamin cenderung lebih ditaati di dalam
rumah tangga kaya pedesaan daripada di rumah tangga miskin.
Bagi rumah tangga miskin, ketaatan kaku kepada norma-norma
semacam itu tidak menguntungkan secara ekonomi.

Terakhir, meskipun ada sikap-sikap seperti disebut diatas,
sering kali terjadi bahwa perempuan pedesaan dalam rumah
tangga yang dikepalai oleh laki-laki malah merupakan pengam-
bil keputusan penting dalam hal pekerjaan-pekerjaan pertani-
an, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh laki-
laki. Hingga sekarang fakta itu jarang diakui oleh badan-badan
yang bertanggung jawab atas penyediaan input untuk proses
pertanian — penyuluhan, kredit dsb. Biasanya perempuan juga
tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan atau fasilitas
pengembangan keterampilan yang relevan bagi pengambilan
keputusan di pekerjaan pertanian. 

Dampak Modernisasi dan Komersialisasi Relasi Agraria bagi Kaum
Perempuan Desa
Sebagaimana disebutkan di beberapa bagian buku ini, akibat
umum pembangunan kapitalistik di daerah pedesaan adalah
terjadinya proses konsentrasi kekayaan dan pendapatan yang
paralel dengan proses marjinalisasi, yaitu: semakin banyak orang
yang tidak bertanah dan semakin kecilnya peluang kerja upahan
dan atau semakin kecilnya upah riil. Fenomena-fenomena itu
berdampak pada perempuan dalam hal-hal tertentu. Biasanya,
migrasi musiman tenaga kerja dari daerah-daerah padat pen-
duduk atau yang ekonominya sulit dilakukan oleh laki-laki.
Kaum perempuan pedesaan —terutama ibu-ibu di desa—sering-
kali tidak bisa ke mana-mana karena harus merawat anak dan
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bertanggung jawab mengurus rumah, sehingga mereka hanya
bisa mencari kerja musiman dan kerja serabutan yang ada di
dekat rumah. Hal itu menyebabkan semakin banyaknya rumah
tangga pedesaan yang dikepalai perempuan. Di Jawa misalnya,
19 hingga 20 persen rumah tangga dikepalai oleh perempuan
(sensus 1971). Jadi, perempuan sepenuhnya bertanggung jawab
atas tugas menjalankan rumah tangga, serta pekerjaan-peker-
jaan pertanian terkait dengan tanggung jawabnya itu. 

Sampai saat ini, biasanya perempuan mengalami diskrimi-
nasi ketika mencari akses pada layanan pertanian, termasuk
penyuluhan, input produksi dan kredit. Dalam hal kredit, mere-
ka menderita secara ganda, yaitu: ada diskriminasi langsung
berdasarkan jenis kelamin, dan diskriminasi tidak langsung
berdasarkan fakta bahwa perempuan cenderung tidak memiliki
hak atas tanah keluarga yang didaftar atas nama mereka. Pada-
hal hak semacam itu seringkali disyaratkan untuk mendapatan
akses kredit di sektor formal. Namun, kenyataan bahwa mereka
memikul sebagian besar, kalau tidak semua, tanggung jawab
keuangan untuk kebutuhan keluarga membuat pekerja atau
buruh migran laki-laki terbebas dari kewajiban membayar biaya
yang cukup untuk menghidupi keluarga. Oleh karena itu,
perempuan kepala keluarga yang tinggal di desa malah harus
mensubsidi usaha majikan laki-lakinya. 

Ketika mekanisasi telah terjadi di daerah pedesaan, maka
dampaknya adalah semakin kecilnya kesempatan kerja bagi
perempuan. Di Jawa, sebagaimana di banyak negara Asia lain-
nya, dipergunakannya mesin penggilingan padi telah melenyap-
kan sumber pekerjaan dan pendapatan bagi perempuan petani
gurem dan perempuan petani tak bertanah. Peralihan dari
penggunaan ani-ani ke sabit juga telah mengurangi kesempatan
kerja bagi kaum perempuan pedesaan di daerah-daerah dimana
sabit digunakan oleh perempuan maupun laki-laki. Bagi laki-
laki, mekanisasi itu umumnya berarti semakin ringannya beban
kerja, baik dalam pekerjaan pembukaan lahan dan penyiapan
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tanah. Ketika laki-laki kehilangan kerja akibat terjadinya meka-
nisasi, mereka biasanya lebih mudah mendapatkan pekerjaan
lain daripada perempuan, kadang dengan mengambil alih bebe-
rapa pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh perempuan. 

Komersialisasi pertanian menyebabkan semakin tingginya
ketegangan antara kaum tuan tanah dan buruh tani tak ber-
tanah. Dalam kasus semacam itu, pekerja perempuan atau ker-
abat perempuan dari pekerja laki-laki sering kali tersingkir ka-
rena adanya penindasan yang keras. Di beberapa tempat di
India, kebudayaan kulak yang gemar memperkosa perempuan
muncul sebagai dampak dari ketegangan yang tinggi itu. 

Kepemilikan dan Pewarisan Tanah: Hukum dan Praktik, Norma dan Realitas
Seringkali dikatakan bahwa akses terhadap tanah memang vital
dalam menentukan kemakmuran di pedesaan. Kaum laki-laki
pedesaan menghadapi beberapa kesulitan besar dalam menda-
patkan akses semacam itu, tetapi masalah yang dihadapi kaum
perempuan jauh lebih besar. Pertama, meskipun ada beberapa
pendapat yang menentang, sebagian besar program landreform
lebih banyak menguntungkan laki-laki daripada perempuan.
Program semacam itu didasarkan pada kepemilikan tanah oleh
rumah tangga dan bukannya didasarkan pada kepemilikan
tanah oleh individu, dan program itu menganggap bahwa
kepala rumah tangga pedesaan adalah kaum laki-laki sehingga
laki-lakilah yang secara formal diberikan hak atas tanah yang
didistribusikan. Kondisi itu tetap berlangsung meskipun seper-
tiga rumah tangga pedesaan di beberapa negara dikepalai oleh
perempuan. Tanpa hak atas tanah, maka perempuan kepala
rumah tangga tidak memiliki derajat kepastian —setipis dan
selemah apapun—seperti yang dinikmati oleh kepala rumah
tangga laki-laki. 

Ketika perempuan memiliki hak atas tanah, maka
keputusan-keputusan manajerial penting biasanya diambil oleh
saudara laki-laki, ayah atau kerabat laki-laki lainnya. Walaupun
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redistribusi tanah dilakukan dengan basis tanpa pembedaan
jenis kelamin, efek-efek progresif dari praktik seperti itu akan
hilang dalam satu generasi, kecuali jika hukum dan praktik yang
terkait dengan pewarisan juga direstrukturisasi. landreform
yang tidak membedakan gender (gender-neutral) menjadi tidak
berarti jika dilakukan tanpa adanya praktik pewarisan yang juga
gender-neutral. Hingga kini praktik pewarisan yang gender-
neutral itu sangat jarang terjadi. Meskipun diberi bagian tanah
keluarga, anak perempuan biasanya diberi tanah yang lebih
sempit atau lebih tidak subur daripada bagian tanah yang
diberikan kepada anak laki-laki. 

Kenyataannya, praktik pewarisan yang gender-neutral
pun bisa menjadi tidak efektif oleh alokasi sumber daya keluar-
ga yang bias jenis kelamin, bahkan sebelum pewarisan dilaku-
kan. Jadi, jika satu bagian tanah pertanian keluarga dijual
untuk membiayai pendidikan anak laki-laki dan bukan pendi-
dikan anak perempuan, pembagian rata tanah yang tersisa
antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak akan mencer-
minkan keuntungan komparatif sesungguhnya yang didapatkan
anak laki-laki dan anak perempuan dari tanah itu. 

Harus dicatat di sini bahwa bahkan peralihan menuju per-
tanian komunal atau ko-operatif yang bisa mengatasi masalah-
masalah yang disebutkan di atas, tidak selalu dapat digunakan
sebagai sarana utama untuk melakukan peningkatan posisi
perempuan. Pertama, kecuali jika perempuan dibebaskan dari
tanggung jawab utama memenuhi kebutuhan subsistensi ke-
luarga, maka sesungguhnya mereka tidak memiliki kebebasan
penuh untuk memilih alternatif-alternatif penggunaan sumber
daya yang mereka kuasai. Kedua, satuan produksi kooperatif
pun masih didominasi laki-laki. Ditinggalkannya satuan pro-
duksi berbasis rumah tangga tidak selalu mengimplikasikan
semakin kecilnya peran dominan yang dimainkan oleh laki-laki.
Akan tetapi, perempuan yang ada di unit produksi komunal
atau kooperatif umumnya akan memiliki posisi yang lebih baik
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daripada sebelumnya untuk mengatur dan terlibat dalam per-
juangan untuk mewujudkan hak-hak legal mereka. 

Kesimpulan 
Sebagai suatu prinsip yang bersifat general dan luas, maka
semua reforma agraria yang diusulkan harus dikaji, terutama
dalam hal dampak reforma agraria bagi perempuan. Oleh kare-
na itu, perhatian khusus harus diberikan pada variasi kondisi-
kondisi sebelum landreform untuk menghindari keterputusan
berbagai relasi agraria dan pola-pola produksi yang sudah ada
di beberapa komunitas tradisional, yaitu relasi dan pola pro-
duksi yang menguntungkan hak, peran dan pengakuan bagi
kaum perempuan. Selanjutnya, kita akan fokus pada beberapa
situasi dimana proses modernisasi dan komersialisasi telah
berdampak sangat negatif bagi situasi kaum perempuan
pedesaan. 

Tindakan khusus harus dilakukan atas beberapa isu spesi-
fik yang diangkat di atas, seperti kepemilikan tanah dan praktik
pewarisan, tingkat upah, dst. Namun jelas bahwa perubahan
dalam hal hukum dan regulasi tidak serta-merta menghasilkan
perubahan penting dalam hal status perempuan pedesaan.
Implementasi dari hukum dan regulasi dalam kebiasaan yang
mendarah-daging (mores) di komunitas itulah yang menjadi
faktor signifikan untuk perubahan. Oleh karena di sebagian
besar negara, diskriminasi atas perempuan merupakan fenome-
na yang meluas di masyarakat, dan dampaknya melampaui sek-
tor pertanian, maka solusi bagi masalah itu akhirnya hanya bisa
ditemukan dalam perubahan radikal pada norma-norma
masyarakat yang diarahkan menuju kesetaraan hak dan kesem-
patan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perjuangan untuk
mencapai terjadinya perubahan itu, perempuan harus dilibat-
kan baik sebagai anggota kelompok yang memang berkepentin-
gan dengan isu-isu spesifik perempuan, maupun sebagai par-
tisipan bersama laki-laki dalam proses politik yang lebih luas. 
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Seringkali dikatakan bahwa di beberapa masyarakat, kon-
sekuensi yang muncul dari satuan rumahtangga individual
adalah bahwa perempuan memiliki sedikit kesempatan untuk
membangun kesadaran kelompok dan pengetahuan tentang:
terhadap apa mereka telah didiskriminasi dan cara-caranya.
Kesadaran itu sangat esensial untuk membangun gerakan
perempuan pedesaan yang kuat. Perempuan memiliki sedikit
peluang untuk mengembangkan hubungan-hubungan organi-
sasional seperti itu. Dalam masyarakat semacam itu, bisa terja-
di bahwa beralihnya penekanan satuan produksi dari rumah
tangga individual ke bentuk-bentuk produksi ko-operatif dapat
berkontribusi pada pemecahan masalah perempuan pedesaan. 

Dalam sistem komunal, kesadaran semacam itu bisa di-
fasilitasi. Perempuan bisa lebih mudah membandingkan peng-
alaman mereka dengan pengalaman perempuan lain. Mereka
juga bisa mendapat manfaat dari berbagi tanggung jawab dalam
beberapa tugas tradisional perempuan seperti misalnya meng-
asuh anak dan memasak. Jika dibebaskan dari tugas-tugas itu,
maka perempuan akan berada di posisi yang lebih baik untuk
berpartisipasi lebih penuh dalam proses politik. 

Satuan-satuan komunal tidak dengan sendirinya meme-
cahkan satupun masalah yang dijelaskan di atas, tetapi satuan-
satuan itu bisa memberikan konteks di mana pencarian solusi
bisa dilakukan lebih pasti dan lebih cepat. 

7. REFORMA AGRARIA DAN BURUH PEDESAAN: BEBERAPA
PERBANDINGAN DARI INDIA

Komersialisasi dan Tenaga Kerja Pertanian

Di seluruh dunia, pertanian semakin dikomersialkan, kadang
dengan menggunakan landreform, kadang tanpa landreform.
Hampir di mana-mana, para petani miskin dan termarjinalkan
kehilangan tanah mereka, baik lewat penjualan atau penyewaan
tanah. Bahkan ketika mereka tetap mengolah tanah itu, sering-
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kali perempuan dan anak-anaklah yang harus mengerjakannya,
sedangkan kaum laki-laki dewasa kerja upahan atau melakukan
migrasi musiman (seperti yang disebutkan di bagian sebelum-
nya tentang perempuan pedesaan). Semua itu menyebabkan
semakin tingginya angka pekerja pertanian. Di India proporsi
rumah tangga buruh tani telah naik dari 30 persen rumah tang-
ga pedesaan hingga menjadi hampir 50 persen-nya selama tiga
puluh tahun terakhir. 

Kondisi komersialisasi pertanian seperti digambarkan di
atas mendatangkan beberapa konsekuensi. Pertama, semakin
meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Angka kemiskin-
an pedesaan India juga naik dari 30menjadi 50 persen selama
tiga puluh tahun terakhir. Kedua, semakin kecilnya upah buruh
riil. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, buruh seringkali ter-
ikat pada tuan tanah karena utang. Kadang beban hutang pun
diwariskan dari bapak ke anak. Para buruh migran yang berasal
dari daerah miskin dijual lewat pedagang perantara kepada
para petani di daerah-daerah Revolusi Hijau. Di India terjadi
peningkatan ketegangan antara para buruh tani dan para tuan
tanah. Seringkali tuan tanah melakukan tindakan penghukum-
an seperti pengusiran buruh tani dari rumah mereka sendiri,
membakar rumah, memukuli dan membunuh buruh tani,
perkosaan ramai-ramai terhadap perempuan, dsb. 

Aksi Buruh
Di banyak tempat di India, para buruh tani mengorganisir diri
ketika berhadapan dengan beberapa isu tertentu. Isu-isu itu
antara lain:

- tuntutan untuk menjamin tersedianya akses ke petak
tanah untuk pemukiman dan atau untuk pertanian;

- mereka yang terikat dengan pertanian bagi hasil ber-
dasarkan kontrak lisan harus didaftar;

- tuntutan akan upah yang lebih tinggi dan implemen-
tasi aturan upah minimum;
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- tuntutan untuk mendapatkan pekerjaan pada prog-
ram kerja borongan di pedesaaan di bawah jaminan
program tenaga kerja ;

- tuntutan adanya kartu jatah makan.

Di beberapa daerah tertentu para buruh tani itu juga ter-
organisir di bawah program-program politik yang lebih radikal.
Dalam kasus semacam itu di Bihar, mereka bersatu dengan para
buruh tambang batu bara dan mengorganisir diri dengan
tuntutan-tuntutan berikut:

- mengembalikan tanah yang secara ilegal dirampas
dari mereka;

- dukungan kepada didirikannya koperasi untuk perta-
nian, peternakan ayam, peternakan hewan besar, dsb.;

- pemerintahan mandiri dan pertahanan mandiri;
- pendidikan;
- pengurangan konsumsi berlebihan pada upacara

perkawinan, kematian, dll.

Tanggapan Negara
Untuk menghadapi fenomena kekerasan di pedesaan dan sema-
kin meningkatnya pemiskinan, dan didorong karena adanya
tekanan dari gerakan rakyat, negara India mengambil beberapa
tindakan. Pemerintah memberlakukan aturan-aturan untuk
menghapuskan tenaga kerja terikat (bonded labour), pember-
lakuan upah minimum, tanah pemukiman, dan juga beberapa
program pembangunan seperti program pekerjaan pedesaan,
skema jaminan pekerjaan, skema kesehatan di pedesaan, pensiun
bagi lanjut usia. Dalam pelaksanaan aturan-aturan itu, beberapa
organisasi buruh termasuk juga organisasi-organisasi perem-
puan memainkan peran aktif sebagai kelompok penekan yang
kadang bekerja sama dengan beberapa pemerintah negara
bagian yang dikuasai oleh partai-partai yang memihak rakyat.
Umumnya kaum buruh itu kuat asalkan terorganisir.
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Kesimpulan
Dalam kasus buruh pedesaan, sebagaimana dengan perem-
puan, harus ditekankan bahwa usaha untuk memperoleh kema-
juan sebesar apapun menjadi tidak bisa dilakukan tanpa partisi-
pasi para buruh itu sendiri dalam perjuangan mencapainya.
Jadi, memang kita harus mengetahui hak para buruh pedesaan
agar bisa mengorganisir dan memberikan bantuan kepada
organisasi semacam itu lewat pelatihan tentang keterampilan
dan teknik yang tepat. Meskipun begitu, beberapa aturan
khusus yang bisa dikaji dan diimplementasikan meliputi:

- Perlindungan bagi —atau diciptakannya—hak para
buruh pedesaan untuk mendapatkan kepemilikan
tanah untuk perumahan.

- Jika dimungkinkan, para buruh pedesaan itu harus
berpartisipasi dalam distribusi tanah pertanian.

- Penyediaan pengamanan yang lebih kuat untuk atur-
an dan praktik bagi para buruh pedesaan agar men-
jamin adanya ketersediaan pekerjaan, tingkat upah,
kesehatan dan keselamatan kerja, sertqa penyediaan
pensiun di hari tua.

- Diadakannya beberapa proyek padat karya di daerah
pedesaan dan diutamakannya para buruh tani yang
tidak bertanah dalam alokasi pekerjaan di proyek-
proyek itu.

- Penggunaan teknologi yang tepat untuk kondisi-kon-
disi pedesaan, di semua bidang aktivitas kerja, baik
bagi laki-laki maupun perempuan, di luar maupun di
dalam rumah. 

- Perluasan sumber-sumber pekerjaan pedesaan non
pertanian — meskipun harus diperhatikan dengan
cermat agar terhindar dari terjadinya diskriminasi
gender, seperti yang sudah terjadi di berbagai industri
rumah tangga.
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8. BEBERAPA TEMA PENELITIAN YANG DISARANKAN

Beberapa aspek politik reforma agraria :
- analisis tentang sikap bermacam-macam kelompok

sosial ekonomi terhadap reforma agraria dan basis
dukungan atau oposisi mereka;

- posisi partai-partai politik, asosiasi-asosiasi kepen-
tingan dan organisasi-organisasi sukarela terhadap
reforma agraria;

- komposisi, perilaku, relasi sosial dan politik kelom-
pok-kelompok tuan tanah di masyarakat pedesaan;

- investasi tanah oleh golongan-golongan non-pertani-
an dan dampaknya terhadap struktur agraria dan
relasi sosial pedesaan;

- reforma agraria dan beberapa prinsip dan praktik adat
tentang tata guna tanah: analisis komparatif tentang
filosofi-filosofinya;

- sifat dan peran nilai-nilai sosio-kultural yang terkait
dengan kepemilikan dan penguasaan tanah di ber-
bagai daerah;

- konflik dalam hal penggunaan dan alokasi tanah
antara kepentingan petani lokal dan kepentingan non-
lokal (usaha ekstraktif, perkebunan dan padang gem-
balaan, proyek perumahan) dan peran negara dalam
pemecahan konflik semacam itu;

- sifat, cakupan dan dampak dari sengketa dan konflik
yang berkaitan dengan tata guna dan jual beli tanah di
sektor pertanian skala kecil, dan peran negara dalam
pemecahan konflik semacam itu; 

- kemunculan, pemberlakuan, dan masalah-masalah
implementasi UUPA di era 1950-an dan 1960-an;

- peran HKTI sekarang dalam implementasi land-
reform, undang-undang bagi hasil, dan dalam pro-
mosi kepentingan bermacam kelompok produsen per-
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tanian di tingkat nasional, regional, dan lokal.

Reforma agraria dan strategi pembangunan nasional:10

- Haruskah pengembangan pertanian dan pengem-
bangan industri dilaksanakan dalam beberapa tahap
terpisah atau bisakah dilakukan secara bersamaan?
Jika kedua proses itu bisa dilakukan secara bersama-
an, haruskah pengembangan industri berbasis lokal
(desa), atau di kota atau tidak ada bedanya (dalam hal
penyediaan lapangan kerja, produktivitas, penda-
patan dan tujuan pemerataan)?

- Studi tentang distribusi tanah dan sistem penyakapan
tanah yang mencakup pula studi tentang faktor-faktor
efisiensi, dsb. untuk kelompok upah yang berbeda-beda
dan pengaturan sistem penguasaan tanah/bagi hasil,
juga pada beberapa kondisi ekologi yang berbeda.

- Studi tentang pasar tenaga kerja, kecenderungan
dalam lapangan kerja dan upah, bentuk-bentuk
penyediaan tenaga kerja.

- Studi tentang pasar kredit pedesaan, cakupan dan
bentuk-bentuk piutang, jangka waktu dan syarat
utang, relasi antara pasar kredit formal dan informal.

- Studi tentang manajemen pertanian dan biaya pro-
duksi dibedakan dalam kelompok ukuran, kondisi
pemanfaatan tanah, dsb.

- Komersialisasi pertanian, sifat jalur-jalur pemasaran,
dampak perubahan pola pertanian terhadap relasi
agraria.

- Efek usaha tani kapitalis dan mekanisasi terhadap
kaum miskin pedesaan.

- Beberapa bentuk pola koperasi tradisional dan modern.
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- Di beberapa daerah yang sangat padat penduduk bisa
dilakukan studi tentang pola-pola sumber pendapatan
berganda (pendapatan pertanian dan non pertanian)
di antara bermacam kelompok pemilik tanah pertani-
an dan kaum tak bertanah, yaitu studi prospektif ten-
tang implikasi dari: a) spesialisasi yang lebih luas, b)
diversifikasi yang terus berlanjut dan pertanian “paruh
waktu” di beragam struktur agraria masa depan yang
mungkin ada (baik yang sudah mengalami reforma
maupun yang tidak direforma) di daerah-daerah itu.

Pengorganisasian produksi setelah landreform:
- studi komparatif tentang tipe pengorganisasian ber-

aneka aspek produksi, pemasaran, dan bidang kehidup-
an ekonomi lainnya, baik pertanian maupun non-per-
tanian pada masa sebelum dan sesudah reforma;

- beberapa faktor yang terkait dengan keberhasilan
maupun kegagalan bentuk-bentuk kerja sama ekono-
mi skala kecil dalam rangka mengatasi masalah pro-
duksi dan beberapa masalah lain para anggota mere-
ka, misalnya: a) homogenitas/heterogenitas keang-
gotaan (dalam hal kelas, kekayaan, status penguasaan
tanah, dst.); b) skala kelompoknya (baik skala spasial
maupun numerik); c) modus rekrutmen anggota; d)
modus pengambilan keputusan dalam kelompok; e)
sifat interaksinya dengan instansi pemerintah di
tataran yang lebih tinggi;

- studi tentang masalah-masalah yang terkait dengan
transisi dari organisasi kerjasama tradisional/lokal
menuju organisasi kerjasama modern, dan interaksi
organisasi itu dengan instansi pemerintah yang lebih
tinggi. Apa saja keunggulan dan kekurangannya da-
lam mempertahankan fleksibilitas, otonomi dan kebe-
ragaman lokal dalam organisasi ketika diperhadapkan
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dengan tindakan yang mendukung atau memberlaku-
kan penyeragaman struktur?

- Proyek-proyek riset aksi tingkat lokal, di tingkat desa
atau kecamatan, yang bersifat eksperimental tentang
beberapa topik, seperti: a) usaha pertanian bersama
skala kecil; b) pengaturan kredit kelompok untuk per-
alatan yang dimiliki bersama; c) asosiasi buruh tani
tak bertanah misalnya para penerima kelebihan tanah
untuk membentuk manajemen bersama, kontraktor
untuk program pekerjaan padat karya, penghijauan,
dll. dan beberapa aktivitas bersama lainnya.

- Studi tentang beberapa masalah dalam interaksi
organisasi produksi skala kecil dengan bermacam
instansi tingkat tinggi untuk mendapatkan bantuan.

- Masalah manajemen yang dihadapi organisasi produk-
si skala kecil dan besar, baik yang disponsori pemerin-
tah maupun yang otonom, dan beberapa tipe bantuan
yang diperlukan untuk memecahkan masalah itu.

Refoma agraria dan perempuan pedesaan :
- variasi-variasi regional dan kelas dalam kaitannya

dengan berbagai tipe hak perempuan atas tanah dan
atas beberapa sumberdaya produktif; bagaimana hak-
hak itu bisa didapatkan dan lepas dari tangan mereka;
relasi (atau tiadanya relasi) antara hak atas tanah dan
air, manajemen tanah dan air, dan kontrol perempuan
atas proses produksi dan penataan produk;

- variasi-variasi berdasarkan daerah dan kelas dalam
hal struktur dan ukuran keluarga dan satuan-satuan
rumah tangga, dan pembagian kerja berdasarkan jenis
kelamin di tingkat rumah tangga dan desa (termasuk
aspek pembuatan keputusan dan aspek kontrol);
pengaruh siklus kehidupan atas variasi-variasi itu;
kerjasama produksi atau kerjasama tenaga kerja di
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antara kaum perempuan, di antara rumah-rumah
tangga dan di dalam setiap rumah tangga; akses yang
dimiliki perempuan untuk mendapatkan kesempatan
kerja di luar keluarga, variasi musim/siklus kehidup-
an dalam akses semacam itu;

- variasi-variasi berdasarkan daerah dan kelas dalam
hal kebutuhan dan kesempatan untuk ikut dalam akti-
vitas penambah penghasilan dan untuk mendapatkan
sumber pendapatan tunai para anggota rumah tangga,
termasuk aktivitas di luar pertanian; dalam kasus
industri rumah tangga, kondisi kerja dan kontrol atas
pemasaran produk; kerjasama (tenaga kerja, kapital)
dalam aktivitas non pertanian antara beberapa rumah
tangga dan di dalam tiap keluarga;

- relasi ekonomi dan sosial antara laki-laki dan perem-
puan, dan di antara kaum perempuan dalam sistem
produksi dan reproduksi serta kerja domestik, di
tingkat rumah tangga dan desa; akses yang dimiliki
perempuan untuk mendapatkan layanan atau prog-
ram institusional penyediaan kredit dll. yang diada-
kan pemerintah; partisipasi perempuan dalam insti-
tusi pembuat keputusan; variasi regional dan kelas
yang terdapat dalam hal-hal di atas;

- konvergensi dan divergensi norma/ideologi sosial dan
perilaku/relasi konkret aktual dalam kaitannya de-
ngan semua hal di atas;

- dampak komersialisasi dan beberapa kecenderungan
perkembangan pada bermacam situasi perempuan
yang disebutkan di butir-butir di atas;

- artikulasi persepsi perempuan sendiri tentang situasi-
situasi mereka lewat media rakyat maupun media lain
dan lewat bentuk-bentuk interaksi sosial;

- evolusi historis dari pola-pola kerja perempuan.
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Reforma Agraria dan Buruh Tani Pedesaan
Pada prinsipnya, perencanaan dan pelaksanaan proyek peneliti-
an harus langsung melibatkan para buruh tani itu sendiri. Pene-
litian harus ditujukan untuk pemahaman yang lebih baik dan
lebih jelas tentang kondisi-kondisi tenaga kerja pedesaan agar
bisa mempermudah usaha perbaikan kondisi-kondisi tersebut.
Penentuan tentang bagaimana perbaikan kondisi itu bisa dica-
pai dan apa tujuan pasti yang harus dicapai harus dilakukan
terutama oleh para buruh tani itu sendiri. Itu mengimplikasikan
bahwa para buruh tidak boleh disingkirkan dari proses peneli-
tian. Pada tataran praktis, partisipasi para buruh tani itu meng-
implikasikan kemungkinan keberhasilan penelitian. 

Penelitian dilakukan untuk memperkuat dan memperluas
basis data:
- jumlah buruh tani upahan, laki-laki, perempuan,

dewasa dan anak-anak;
- besarnya pendapatan tenaga kerja upahan diband-

ingkan dengan pendapatan dari sumber lain;
- sifat dan besar lapangan kerja upahan non-pertanian

di daerah pedesaan;
- bentuk dan dinamika kontrak tenaga kerja pertanian,

dan kaitannya dengan beberapa kontrak lain (misal:
kredit, hak penggarapan tanah);

- struktur upah secara komparatif antara industri, per-
tanian dan jasa.

Studi sosiologis dan antropologis kualitatif:
- gaya hidup, nilai, cita-cita, harapan, tradisi masya-

rakat, struktur komunitas;
- pembagian kerja: laki-laki, perempuan, dewasa, anak-

anak;
- bentuk-bentuk tenaga kerja: bebas dan terikat;
- respon-respon tenaga kerja terhadap proses kerja dan
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perubahan dalam hal proses itu;
- migrasi tenaga kerja sebagai sirkulasi tenaga kerja di

antara beberapa sektor dan ikatan di antara beragam
orang yang bekerja.

Penelitian historis:
- organisasi dan gerakan buruh tani;
- jangkauan historis dan pentingnya tenaga kerja upah-

an pedesaan;
- perubahan peran dan status tenaga kerja pedesaan;
- relasi antara buruh dan majikan;
- peran tenaga kerja dalam politik lokal, provinsi dan

nasional;
- proses diferensiasi sosio-ekonomis yang mempe-

ngaruhi buruh tani dan posisi spesifik mereka dalam
masyarakat pedesaan;

Studi ekonomi :
- derajat ketergantungan penghasilan dari menjadi

buruh;
- pola pengeluaran ;
- pengambilan keputusan ekonomi;
- upah sebagai komponen kebutuhan subsistensi pada

buruh tani dan keluarga;
- usaha monitoring secara sistematis dan kontinu ter-

hadap tingkat upah riil pedesaan atau pertanian.
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PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, sejumlah besar isu dan prioritas penelitian
yang berkaitan dengan beberapa aspek operasional dan teknis
reforma agraria dirangkum secara singkat di bawah sembilan
judul. Untuk kenyamanan pembaca, maka tema-tema peneliti-
an tidak dikompilasikan di akhir bab, tetapi bisa ditemukan di
akhir setiap bagian terkait.

1. ORGANISASI UNTUK IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA

Harus adakah suatu kelembagaan khusus landreform atau se-
kadar panitia inter-departemental yang bertugas mengkoordi-
nasikan banyak departemen yang terlibat dalam reforma
agraria? Karena memang ada kesulitan dalam hal mengkoordi-
nasikan aktivitas-aktivitas inter-departemental, maka pilihan
pertama lebih baik daripada pilihan kedua. Umumnya disepa-
kati bahwa landreform harus diimplementasikan secara cepat
dan badan khusus landreform bisa mempercepat proses itu. 

Badan khusus semacam itu biasanya dipimpin oleh suatu
dewan yang mewakili beragam departemen, dan dikepalai oleh
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pejabat tinggi yang langsung bertanggung jawab kepada Per-
dana Menteri atau Presiden. Selain melibatkan stafnya sendiri,
badan semacam itu juga mengambil personil dari departemen-
departemen lain. 

Pengalaman di banyak negara (seperti India, Amerika
Latin) menunjukkan bahwa sebaiknya reforma agraria diusaha-
kan menjadi suatu operasi yang terpusat. Akan tetapi, diferen-
siasi regional dalam penerapan aturan reforma agraria sering-
kali diperlukan. Hal itu seringkali menimbulkan derajat desen-
tralisasi tertentu dalam proses implementasinya. Dewan pusat
dihadirkan di tingkat daerah, dikepalai oleh gubernur/kepala
provinsi. Sering terjadi, kantor regional itu menjadi pusat
operasional tim landreform. 

Tim-tim landreform, yang dibekali dengan otoritas
eksekutif dan dibantu oleh beberapa organisasi dan asosiasi
rakyat di tingkat lokal, terbukti lebih efektif daripada badan-
badan pemerintah yang bekerja sendiri atau lewat otoritas-
otoritas desa yang ada. Satu alasan untuk itu adalah bahwa ke-
tika otoritas lokal dilibatkan dalam implementasi, maka posisi
mereka cukup rumit. Pertama, mereka seringkali memiliki tanah.
Kedua, mereka harus menentukan keberpihakan mereka dalam
konflik lokal dan sehingga tidak memiliki posisi “independen”.

Pemilihan staf merupakan suatu faktor penting dalam
operasi yang dijalankan oleh badan land reform (contoh: India
dan Peru). Ikatan kepada tuan tanah atau ikatan kepada tanah
merupakan masalah yang sering terjadi. Staf harus independen. 

Dalam setiap reforma agraria, penyelesaian sengketa dan
konflik harus dilakukan. Pertanyaan umumnya adalah apakah
kita harus mengandalkan pengadilan biasa atau mendirikan
suatu pengadilan khusus yang bisa berpindah-pindah yang di-
awasi oleh organisasi rakyat. Pengadilan biasa seringkali terbuk-
ti melelahkan sebab membebani reforma agraria dengan proses
banding yang tanpa henti. Sedangkan pengadilan khusus me-
mungkinkan diselesaikannya konflik secara lebih cepat.

B E N J A M I N W H I T E -  G U N A W A N W I R A D I

100



Penelitian yang disarankan:
- Penelitian tentang mekanisme dan prosedur judisial

untuk mengadili pertikaian yang muncul dari imple-
mentasi reforma agraria (contoh: jumlah dan sifat
kasus yang terjadi, proporsi antara kasus yang disele-
saikan dan kasus yang menggantung, waktu rata-rata
penyelesaian perkara, dst.).

- Proyeksi tentang beberapa konsekuensi yang mungkin
terjadi dari implementasi total aturan reforma agraria
yang ada, terutama pemberlakuan batas atas kepemi-
likan tanah dan penghapusan kepemilikan absentee.
Dalam analisis ini, perhatian khusus harus diberikan
pada dampak yang mungkin terjadi pada sistem tradi-
sional dan adat di berbagai daerah.

- Penelitian tentang persepsi orang desa tentang layan-
an-layanan yang diperlukan dari instansi pemerintah.

- Analisis komparatif tentang capaian beberapa sektor
jasa formal dan informal, terutama dalam usaha men-
jamin akses terhadap tanah, penyediaan input, kredit,
pemasaran, dll.

- Analisis tentang relasi antara instansi pemerintah dan
para transmigran spontan di luar Jawa, terutama
dalam kaitannya dengan legitimasi klaim mereka yang
didapatkan dari sistem tradisional atau adat.

2. ORGANISASI RAKYAT

Reforma agraria tidak bisa dilakukan atau diharapkan bisa di-
laksanakan tanpa partisipasi aktif organisasi-organisasi rakyat
yang berbasis luas. Partisipasi pasif (hanya menerima sumber-
daya dan layanan, tanpa memiliki suara dalam perumusan dan
implementasi kebijakan) tidak cukup karena beberapa alasan,
diantaranya adalah : 

- partisipasi pasif itu membebani negara terlalu berat
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untuk menyediakan layanan yang sebetulnya bisa
disediakan oleh para petani yang terorganisasir de-
ngan lebih efektif dan efisien;

- partisipasi itu tidak memanfaatkan keunggulan
pengetahuan dan potensi lokal masyarakat desa;

- partisipasi pasif itu cenderung menciptakan suatu
stratum “yang diistimewakan” dalam masyarakat
pedesaan itu sendiri, yang nantinya malah bisa men-
jadi penghambat bagi usaha-usaha yang dilakukan
untuk meningkatkan strata yang lebih miskin;

- partisipasi pasif itu tidak memanfaatkan keunggulan
skala ekonomis dalam penyediaan layanan. Bagi
instansi pemerintah berurusan dengan kelompok
memang lebih efisien daripada harus berurusan de-
ngan orang satu per satu;

- partisipasi semacam itu tidak bisa memobilisasi
dukungan rakyat luas untuk mengatasi perlawanan
terhadap reforma.

Organisasi rakyat seringkali dicirikan entah sebagai
organisasi yang didirikan “dari atas” atau “dari bawah”. Kon-
septualisasi itu mungkin terlalu simplistik, sebab apa yang di-
perlukan adalah interaksi antara badan landreform dan organi-
sasi dan asosiasi rakyat. Pertanyaannya bukan tentang siapa
yang mengambil inisiatif, tetapi bagaimana pemerintah dan
organisasi rakyat bisa bekerja sama untuk kepentingan kaum
miskin pedesaan, dan tentang seberapa inklusif organisasi-
organisasi itu (misal: apakah organisasi-organisasi itu berang-
gotakan sedikit sekali petani, buruh tani tak bertanah, perem-
puan, dst.). Syarat mutlak dari partisipasi organisasi-organisasi
petani secara efektif dalam proses reforma adalah akses dan
andil suara dalam institusi-institusi pemerintahan lokal. 

Di Indonesia, beberapa usaha untuk memobilisasi organi-
sasi tani telah mengalami beberapa kesulitan akibat adanya he-
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terogenitas yang besar dalam hal kepentingan, asal-usul etnik,
praktik adat dan afiliasi keagamaan di antara para penduduk
desa. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa petani yang sa-
ngat miskin dan para buruh tani tak bertanah tidak menjadi
anggota dari organisasi-organisasi yang menikmati dukungan
resmi pemerintah. 

Di Indonesia, jumlah organisasi sukarela di tingkat desa
semakin banyak. Organisasi-organisasi itu mencakup pula
“kelompok-kelompok kerja” yang didirikan di antara buruh tani
tak bertanah, koperasi produksi informal di kalangan petani
kecil, perusahaan pemberi layanan yang disponsori dan di-
dukung oleh swasta, asosiasi “pengguna air”, kelompok perem-
puan, kelompok pemuda, kelompok pendengar radio, dll.
Nampaknya suatu pengaturan yang longgar dan fleksibel bisa
berhasil untuk membuat kelompok-kelompok itu berinteraksi
dengan lebih efektif satu sama lain, termasuk berinteraksi de-
ngan badan landreform, asalkan otonomi kelompok-kelompok
itu tidak dirampas.

Dengan bekerja bersama organisasi-organisasi itu dan me-
laluinya, maka pemerintah bisa melaksanakan program-program
dalam bidang pendaftaran tanah, pemberantasan buta huruf,
pemberian input produksi, kredit, dll. Kerja sama itu bisa juga
menjadi basis untuk partisipasi efektif organisasi rakyat dalam
pemberlakuan batas maksimum kepemilikan tanah dan peng-
hapusan kepemilikan ilegal tanah absentee. 

Penelitian yang disarankan:
- analisis tentang sifat, peran dan aktivitas organisasi-

organisasi sukarela yang ada dan inteaksi aktual dan
potensial organisasi-organisasi itu dengan institusi
pemerintah di tingkat lokal, regional dan nasional. 
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3. PENDAFTARAN TANAH DAN STATUS PENGUASAAN TANAH
PETANI

Landreform tidak bisa dilakukan tanpa pengetahuan fungsional
tentang status kepemilikan dan status petani yang akurat dan
terkini. Pemilik tanah, petani penggarap dan penyewa harus
diidentifikasi dan hak-hak mereka harus didokumentasikan
dengan jelas. 

Kadang dikatakan bahwa karena kebutuhan akan infor-
masi itu maka redistribusi tidak boleh dilakukan jika survei
kadastral untuk mengidentifikasi, memetakan, mensertifi-
katkan dan mencatat tanah belum selesai dilakukan. Karena
survei itu memang lambat, maka dalam praktiknya pandangan
itu merupakan pendapat yang bertujuan menunda reforma
redistributif. 

Beberapa pendukung proses reforma agraria yang disege-
rakan berpendapat bahwa kerja kadastral dan redistribusi ta-
nah harus berjalan beriringan dan bukannya berurutan. Dalam
pandangan itu dikatakan bahwa hak tanah bisa diverifikasi dan
reforma agraria bisa dilakukan dengan basis catatan pajak, peta
desa dan pengetahuan lokal yang ada. 

Penelitian yang diusulkan
- inventarisasi peta tanah, catatan pajak, catatan desa,

dll. yang tersedia, yang bisa dijadikan data yang
berguna untuk tujuan redistribusi tanah, regulasi
kepemilikan tanah, dsb.

4. INDIVIDU VS. KELUARGA SEBAGAI PENERIMA TANAH DAN
LAYANAN YANG TERKAIT

Pengalokasian tanah reforma agraria hanya kepada keluarga
inti sejalan dengan model “pertanian keluarga” bisa menying-
kirkan banyak penerima yang sebetulnya bisa dipilih dan sangat
membutuhkan, terutama perempuan yang tidak menikah,
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janda, dan anak laki-laki atau anak perempuan dewasa yang
belum memiliki rumah tangga. Penerima langsung redistribusi
tanah adalah kepala keluarga laki-laki. Manfaat bagi anggota
keluarganya yang lain tidak merata dan cenderung tidak ada.
Dalam beberapa kasus, hak penggunaan dan atau hak kepemi-
likan perempuan tidak jelas atau dihapuskan. 

Akses ke beberapa layanan (kredit, penyuluhan, pendidik-
an) juga cenderung terbatas bagi kepala keluarga laki-laki, par-
tisipasi dalam organisasi rakyat dan dalam badan pembuat
keputusan juga cenderung begitu. 

Usaha menjamin akses terhadap tanah dengan basis indi-
vidu tanpa memandang jenis kelamin, usia dan status perka-
winan, merupakan satu cara untuk memecahkan masalah
semacam itu. Akan tetapi, pemecahan semacam itu hanya bisa
dilakukan dalam reforma sosialis, dimana negara menguasai
hak kepemilikan tanah dan mengalokasikan tanah itu kepada
kelompok. 

Namun demikian, di beberapa reforma non-sosialis pem-
bedaan bisa dibuat antara alokasi tanah dan akses ke hak-hak
yang terkait dengan tanah itu (seperti misalnya hak berpenda-
pat dan memilih dalam organisasi) dan akses ke layanan (seper-
ti kredit untuk usaha yang berbasis non-tanah, pelatihan, dsb.).

Ketika pembedaan semacam itu dibuat, maka beberapa
kebijakan bisa dilaksanakan untuk mengalokasikan tanah ber-
dasarkan keluarga atau rumah tangga (termasuk orang dewasa,
janda, duda, dll.) dan sekaligus dilakukan untuk menjamin par-
tisipasi dalam layanan dan lembaga pembuat keputusan dengan
basis individu. 

Di Indonesia, beberapa konsep seperti keluarga, rumah
tangga, dll. tidak bisa dianggap universal, dan harus didefinisi-
kan dengan memperhitungkan variasi regional, etnik dan ke-
agamaan. Itu menunjukkan harus adanya penerapan yang
berbeda-beda untuk aturan reforma agraria di beragam daerah
dan kelompok sosial. 
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Penelitian yang diusulkan :
- analisis kontinu tentang diferensiasi peran, terutama

antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga,
rumah tangga dan satuan sosial lainnya (contoh:
rumah panjang) di beberapa daerah di Indonesia;

- evaluasi kontinyu tentang dampak implementasi
landreform terhadap hak-hak adat;

- analisis tentang capaian ekonomi dan sosial bermacam
tipe satuan produksi, seperti pertanian keluarga, ke-
pemilikan bersama, pertanian kelompok informal, dsb.

5. KREDIT PRODUKSI DAN KONSUMSI

Masalah utama di kebanyakan negara yang telah ataupun se-
dang melaksanakan reforma agraria adalah langkanya kredit
bagi petani penggarap bagi hasil dan bagi petani gurem. Lebih
sering terjadi bahwa para petani semacam itu memang bergan-
tung pada pasar keuangan informal, dimana tingkat suku bun-
ganya sangat tinggi. Keadaan terlilit utang bukan tidak banyak
terjadi di beberapa negara. 

Buruh tani tak bertanah hampir tidak memiliki akses ke
kredit, meski mereka dengan mudah bisa memanfaatkannya
dengan baik untuk beberapa usaha yang berbasis non-tanah
seperti produksi ternak dan pembudidayaan ayam. 

Prosedur untuk mendapatkan kredit (pembuktian kela-
yakan, mengisi aplikasi, perjalanan ke pusat-pusat perkotaan
atau pinggiran kota, dsb.) biasanya lambat, rumit dan meng-
habiskan waktu. Kadang prosedur itu mengharuskan melek
huruf dan keahlian lain yang tidak dimiliki oleh petani kecil. 

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, relatif sulit un-
tuk menyediakan pinjaman di pasar kredit formal bagi pertan-
ian subsistensi yang hasilnya dimakan sendiri oleh keluarga
yang amat miskin (misal: singkong). Sama sulitnya dengan
mendapatkan kredit untuk konsumsi meski dalam praktiknya
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kebanyakan prosedur tidak membedakan utang konsumsi dan
utang produksi. Dengan demikian, langkah pertama yang pen-
ting dalam reforma agraria apapun (juga meski tidak ada refor-
ma) adalah penyediaan kredit untuk memenuhi kebutuhan
khusus dan mendesak bagi para petani gurem dan para buruh
tani tak bertanah. 

Penelitian yang disarankan :
- menguji beberapa skema sederhana yang bisa diguna-

kan untuk mengurangi biaya transaksi alokasi kredit;
- analisis tentang seberapa jauh program kredit bisa

dijalankan bagi usaha produktif yang tidak berbasis
tanah di antara para petani tak bertanah dan para
petani yang hampir tidak memiliki tanah.

6. FRAGMENTASI DAN KONSOLIDASI TANAH

Fragmentasi tanah merupakan suatu masalah serius dalam
banyak daerah padat penduduk. Batas terendah luas tanah hasil
pemecahan tidak diketahui, tetapi pemecah-mecahan yang
terus berlanjut akan memunculkan satuan-satuan luas tanah
yang secara ekonomis tidak bisa lagi dimanfaatkan, terutama
jika beberapa petak yang dimiliki oleh satu orang tersebar di
beberapa tempat yang saling berjauhan. Para petani yang “ham-
pir tidak bertanah” itu seringkali terpaksa harus menyewakan
atau menjual tanah mereka kepada petani yang lebih kaya,
kadang dengan harga yang tidak adil. Konsolidasi tanah dengan
demikian menjadi suatu bagian integral landreform progresif
yang dirancang untuk melindungi dan meningkatkan hak-hak
kaum miskin desa. 

Namun demikian, konsolidasi tanah dan pencegahan (dan
bahkan usaha memperlambat) fragmentasi itu sangat sulit di-
lakukan. Pengalaman di beberapa negara lain memperlihatkan
bahwa usaha-usaha semacam itu bisa diperkuat oleh: a) kredit
angsuran untuk membeli bagian warisan saudara kandung un-
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tuk memperkecil angka fragmentasi yang terjadi lewat pewaris-
an; b) digalakkannya organisasi usaha bersama untuk meng-
konsolidasikan petak pertanian yang sangat kecil dan atau
untuk mempermudah transmigrasi dan pemukiman kembali;
dan c) beberapa program pelengkap industrialisasi pedesaan
dan penciptaan lapangan kerja non-pertanian. 

Penelitian yang dianjurkan :
- analisis tentang sifat dan derajat fragmentasi dan

implikasinya;
- evaluasi dan analisis tentang konsentrasi tanah (kon-

solidasi informal) yang terjadi lewat transaksi tanah
secara privat; 

- evaluasi dan analisis tentang beberapa mekanisme
yang dijalankan untuk mendapatkan (mengkonsoli-
dasi) tanah untuk fasilitas umum, seperti bangunan
sekolah, masjid, dll.;

- penelitian tentang fenomena (potensial atau riil) kon-
solidasi sukarela yang dilakukan atas beberapa tanah
pertanian yang tidak saling berbatasan, dengan cara
tukar- menukar tanah. 

7. KOMPENSASI BAGI PEMILIK TANAH DAN AMORTISASI OLEH
PENERIMA

Tingkat kompensasi untuk tanah yang terkena landreform
memiliki signifikansi yang mendalam terhadap efek redistribu-
tif reforma agraria. Kompensasi penuh dengan “harga pasar”
tidak akan mencapai suatu realokasi aset atau restrukturasi
masyarakat pedesaan yang berarti. 

Dana publik untuk pembelian tanah secara tunai selalu
langka, juga di negara penghasil minyak. Oleh sebab itu, kom-
pensasi penuh pasti membatasi reforma pada proporsi tanah
yang sangat kecil dan karenanya hanya akan menjangkau sub-
sektor populasi pedesaan secara terbatas. 
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Pengalaman di beberapa negara lain, terutama Amerika
Latin, memperlihatkan bahwa hanya sedikit tuan tanah yang
sukarela menjual tanah, bahkan meski dibeli dengan harga pa-
sar. Dengan kata lain, tingkat kompensasi yang tinggi tidak ter-
bukti bisa menjadi cara yang efektif untuk mengatasi perlawan-
an para tuan tanah terhadap reforma agraria. Itu mungkin kare-
na tanah dianggap memiliki banyak nilai. Tanah memberikan
prestise, bisa menghindarkan aset dari inflasi dan bisa diguna-
kan untuk mempertahankan tradisi dan warisan keluarga. 

Semua reforma besar pada derajat apapun memang bersi-
fat sita-menyita, yaitu bahwa kompensasi terhadap tanah yang
disita selalu lebih rendah daripada harga di pasar. Pada semua
kasus, angsuran pinjaman (amortisasi) yang dilakukan para pe-
nerima tanah juga lebih rendah daripada harga pasar. Biasanya,
harga tanah dan tingkat bunganya tetap dibuat rendah dan
jangka angsuran sangat panjang — umumnya 20 hingga 40 ta-
hun, dengan periode tak mengangsur selama 5 hingga 10 tahun.
Kenyataannya, sebagian besar para penerima tanah akhirnya
memang tidak melunasi angsuran. Seringkali mereka “diperas”
oleh aturan jual-beli yang memukul balik dan tingkat pajak yang
tinggi untuk membiayai urbanisasi dan industrialisasi. 

Di Indonesia, kompensasi yang diberikan didasarkan pada
produksi potensial dan bukannya harga tanah di pasar.
Undang-undang Agraria mengharuskan pembayaran tunai
hasil produksi beras sepuluh tahun untuk 5 hektar pertama
yang dibeli, uang tunai produksi beras 9 tahun untuk 5 hektar
selanjutnya dan 7 tahun untuk seterusnya, dengan harga total
per hektar tidak lebih dari Rp50.000. Kira-kira, 68 persen dari
para pemilik tanah yang terkena landreform sudah dibayar. Di
antara tuan tanah sisanya, banyak di antara mereka tidak berse-
dia dibayar karena harganya tidak adil. Di tahun-tahun bela-
kangan, terjadi inflasi yang sangat cepat harga tanah di bebera-
pa daerah padat penduduk. Hal itu telah memperumit isu kom-
pensasi-amortisasi. 
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Penelitian yang disarankan :
- studi komparatif tentang beberapa skema kompensasi

tuan tanah dan amortisasi para penerima tanah di
berbagai negara;

- identifikasi masalah kompensasi yang muncul pada
implementasi landreform di masa lalu;

- penelitian tentang sistem dan prosedur pembayaran
angsuran para penerima tanah. 

8. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK REFORMA AGRARIA

Di kebanyakan kasus reforma agraria di seluruh dunia, ada
kelangkaan personil yang terlatih untuk bekerja di lembaga
negara yang ditugasi untuk implementasi reforma agraria.
Sementara di pihak penerima tanah, sebagian besar mereka
sudah terlatih dalam hal teknik pertanian. Akan tetapi, karena
struktur kesempatannya berubah, maka petani bisa mendapat
manfaat dari pelatihan khusus tentang organisasi usaha
bersama dan manajemennya, penggunaan prosedur pembuku-
an dan anggaran sederhana untuk pertanian dan rumah tangga,
juga tentang bagaimana berurusan dengan institusi seperti
bank dan instansi pemerintah. 

Para pembuat kebijakan juga perlu meningkatkan kesa-
daran mereka tentang kondisi yang ada dan realitas yang ber-
ubah di daerah pedesaan. Seringkali mereka bisa mendapat
manfaat dari perjalanan lapangan dan seminar khusus yang
dirancang untuk mengakrabkan mereka dengan kondisi
pedesaan dan praktik pertanian. 

Di banyak negara, pusat pelatihan reforma agraria khusus
telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. 

Penelitian yang disarankan :
- inventarisasi organisasi sukarela yang terlibat dalam

aktivitas pendidikan yang relevan dengan usaha refor-
ma agraria;
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- identifikasi dan analisis tentang kebutuhan-kebutuh-
an pelatihan sebagaimana yang dirasakan oleh para
penerima tanah aktual dan potensial dari reforma
agraria; 

- inventarisasi dan evaluasi kontribusi institusi pen-
didikan formal (sekolah dasar, menengah, dan pergu-
ruan tinggi), baik aktual maupun potensial terhadap
reforma agraria. 

9. PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN NON-PERTANIAN 

Penggunaan tanah untuk kegiatan non-pertanian di daerah-
daerah berpenduduk padat dan mengalami kelangkaan tanah
telah menimbulkan banyak masalah sehingga harus dilarang,
terutama di daerah sekitar kota, kecuali jika kebutuhan untuk
penggunaannya bisa dibuktikanatas dasar rencana penggunaan
tanah. Sebagai syarat agar bisa diaplikasikan secara rasional,
reforma agraria membutuhkan kebijakan yang jelas dan opera-
sional tentang tata guna tanah.

Penelitian yang disarankan :
- penelitian tentang angka konversi tanah pertanian

untuk penggunaan non-pertanian dan analisis tentang
dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari fenome-
na itu;

- estimasi tentang kebutuhan jangka panjang dan jang-
ka pendek akan konversi tanah untuk penggunaan
non-pertanian di berbagai daerah.
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